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ABSTRAK
PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’'AH JASSER AUDA

Oleh:

Nurul Amri
16913082

Praktek perkawinan yang tidak dicatatkan menurut aturan
perundang-undangan yang berlaku terus saja berlangsung di tengah
masyarakat. Pada hal aturan berkaitan dengan pencatatan perkawinan
sudah tegas, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 2 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1/Tahun/1974 tentang perkawinan. Salah satu
penyebabnya karena pandangansbahwa keabsahan perkawinan tidak
ditentukan oleh pencatatansperkawinar, ia hanya sekedar persyaratan
administratif. Di sisi lain beragam “dampak negatif yang sangat
merugikan istri (perempuan) dan anakndari pernikahan tidak tercatat
terus saja terjadi. Melihat kondisi\seperti ini, sudah waktunya Islam
“turun tangan” menjadi solutif permasalghan ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana
posisi hukum pencatatan perkawinan-perspektifeMaqasid al-syari’ah
yang diformulasikan oleh’pakar Madasid, Jasser Auda.

Jenis penelitian yang dig@ifiakan-adalah kualitatif dengan kajian atau
penelitian kepustakaan (fibraiy research) yang bersumber dari
beberapa aturan huktun positif) buku-bulay,[kitab-kitab dan sumber lain
yang menunjang penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memaparkan secara
objektif peraturan pencatatan perkawinan dan mengkaji fenomena
penerapannya dalam masyarakat dengan menganalisis menggunakan
teori Magqasid al-syari’ah kontemporer Jasser Auda.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa aturan pencatatan
perkawinan merupakan bentuk intervensi negara pada ranah privat agar
ada jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta terwujudnya
ketertiban administrasi perkawinan. Dari perspektif Maqasid
kontemporer tersebut, pemaknaan Magasid atau kullivat al-khamsah,
yaitu hifz al-din, hifz al-nasl, hifz al ‘aql, hifz al-mal, hifz al-nafs dan
‘ird pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa pencatatan
perkawinan tidak bertentangan dengan Islam, karena memiliki landasan
argumentasi yang kuat. Banyak dan besarnya kemaslahatan yang lahir

Xiv



dari pencatatan perkawinan serta tertutupnya berbagai dampak negatif
dari perkawinan tidak tercatat meningkatkan status hukum pencatatan
perkawinan sebagai salah satu rukun pernikahan.

Kata Kunci : Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Magasid al-
syari’ah Jasser Auda.
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Segenap puji dan syukur yang tak terbilang dan tiada putus-
putusnya penulis haturkan kehadirat Allah Swt. yang berkat rahmat dan
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dan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi
Muhammad Saw. yang diutus oleh Allah Swt. dengan membawa risalah
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Penulisan tesis ini dimaksudkan, untuk memenuhi sebagian dari
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4. Ibu Dr. Junanah, MSIL, selaku ketua Program Studi
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Universitas Islam Indonesia.
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yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta
kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
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bahwa tesis ini bukanlah hasil karya yang sempurna, bebas
dari kekurangan, oleh karenanya maka penulis berharap
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BAB I
PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah serta cara terbaik,
bermatabat, dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan, yang mengatur
hubungan antara seorang antara laki-laki dan perempuan.
Hubungan tersebut dibangun dalam sebuah ikatan perjanjian
(akad), Al-Qur'an menyebut perjanjian perkawinan dengan
mitsaqan ghalizha (perjanjian yang kokoh) untuk menaati perintah
Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.! Karena kokoh
dan kuatnya ikatan perjajian petkawinan tersebut, makatidak dapat
diputus sembarangan serta semena-mena. Perjanjian seperti ini
disebutkan dalam Al Quran sebanyakntiga kali. pertama tentang
perkawinan, ke dua tentang perjanjian-antara Allah SWT. dan para
nabi-Nya, ketiga perjanjian-Nya (dengan umat-Nya tentang
pelaksanaan titah-titah agama.’ Perjanjian yang kokoh tersebut
berimplikasi kepada halalnya (dibolehkaniya) suatu perbuatan
yang sebelumnya diharamkan dilakukan oleh laki-laki dan
perempuan yang bukdm ‘muhranmya® Seperti berkhalwat,
berpegang-pegangan.bahkaf berhilbungan/badan.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki
dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

'M. Quraish Shihab, Penganiin Al-Quran: Kado Pernikahan Buat Anak-
analdu,(Tangerang: Lentera Hati, 2007), hlm. 168. Lihat juga: Kompilasi Hukum Islam
Bab [ Pasal 2 tentang Dasar-Dasar perkawinan.

2Ibid.

*Mahram adalah perempuan yang haram atau terlarang dinikahi oleh seorang
laki-laki. Dilarang menikahinya karcna beberapa sebab, karena hubugan darah,
persesusuan, dan hubungan persemendaan. Rincian lebih detail tentang mahram ini
terdapat dalam Al-Qur’anSurat an- Nisa’[4]: 23. Soemivati, Hukum Perkawinan Isiam
dan Undang-Undang Perkawinan, (Yogykarta: Liberty, 2007), him, 8,



keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.* Maka dalam konteks keindonesiaan, untuk menjamin
terwujudnya tujuan perkawinan dan kepastian hukum, maka
negara melalui Undang Undang menectapkan adanya kewajiban
pencatatan setiap peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan
tersebut ditegaskan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang berbunyi “tiap tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang undangan yang berlaku™.’

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pejabat yang
berwenang yakni Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hanya dengan
cara demikianlah maka keberadaan suatu perkawinan selain sah
menurut pandangan agama,namumnyjuga dalam pandangan negara
memiliki legalitas formal, yakni berupa kepastian dan kekuatan
hukum. Perkawinan|;yahg, tercalat mendapat jaminan dan
perlindungan hukum dari ‘negara. melahirkan hak dan keawajiban
baik secara septhak> maupun ‘secara bersama-sama. Pada
perkawinan yang tercatat,“pengabaian kewajiban oleh salah satu
pihak, ataupun prilakd‘ldin yang-mengakibatkan kerugian dan
penderitaan bagi pihak lain, maka ia_dapat mengajukan tuntutan
kepada lembagallatau Linstansi-berwenahg—pguna memperoleh
perlindungan hukumni.

Realitasnya, tidak setiap warga negara mencatatkan
perkawinannya.Petkawinannyal“tidak |dilaksanakan di hadapan
PPN atau penghulu.Perkawinan atau pernikahan yang seperti ini
lebih dikenal dengan istilah #ikah bawah tangan,nikah siri, nikah
kampung, nikah adat atau nikah gantung.® Model perkawinan

4Pasal | Bab I Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

SPasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang
Perkawinan.

STerdapat istilah-istilah lain yang intinya pernikahan tersebut dilakukan tidak
melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
(PPN), tetapi dihadiri modin dan dua orang saksi, Pernikahan semacam ini, sebagaimana
tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dianggap sah menurut agama [slam
tetapi belum diresmikan oleh petugas negara. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus
Besar Bahasa Indonesiaedisi ketiga, (Jukarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1003,



seperti ini telah menjadi salah satu perkawinan yang beresiko,
karena memunculkan berbagai persoalan yang melibatkan intern
dan ekstern keluarga, di samping itu juga tidak responsif
terhadaptuntutan perkembangan zaman (globalisasi) yang lebih
tertib administrasi, selalu menghendaki kepastian dan kekuatan
hukum atas setiap perilaku individu terlebih masalah perkawinan.’

Realitas di masyarakat menunjukkan, dari sudut pandang
agama, bahwa tidak semua nikah siri tersebut, betul-betul telah
sesuai dan memenuhi syarat serta rukun nikah. Sebagian
masyarakat tidak begitu peduli dengan keabsahan perkawinannya,
mereka lebith menjadikan serimonial “berkumpulnya para
tetangga” dihadapan kedua calon pengantin sebagai legitimasi
sosial bahwa telah terjadi perkawinan dan masyarakat sekitarmya
telah mengetahuinya.

Pengalaman penulis sebagai) seorang praktisi perkawinan
(baca: penghulu) ketika bertugas @i Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Cangkringan réntang waktu dari September tahun 2013
sampai Februari 2015, menjumpaii_adanya beberapa pasangan
calon pengantin yang ingin mendaftarkan kehendak nikahnya ke
KUA, di samping ;membawa-berkas .persyaratan administrasi
sebagaimana ‘biasanya,” mereka® juga ‘melampirkan sertifikat
pernikahan sirri nya. Sertifikat terSebut dikeluarkan oleh salah satu
pondok pesantren di wilayah Sleman, Praktek pernikahan tidak
tercatat yang dijumpai penulis seperti-disatmpatkan di atas, bisa jadi
merupakan fenomena gunung es, artinya yang terlihat hanya
puncaknya saja, sedangkan yang tidak nampak dan tidak terekspos
sangat patut diduga lebih banyak.

Demikian pula ketika penulis pindah tugas ke KUA
kecamatan Ngemplak, rentang waktu 2016 sampai dengan 2019,
ketika dalam sebuah pertemuan, yaitu rapat koordinasi pimpinan
(Rakorpim) kecamatan di bulan maret 2017, Kepala Kepolisian

"Libat: Ahmad Kalful Anwar dkk (Ed), Fondas: Keluarga Sakinalh Bacaan
Mandiri Calon Pengantin, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm, 122,



Sektor (Kapolsek) Ngemplak, bapak Komisaris Polisi Sugiyarto
menyampaikan laporan dalam forum tersebut, katanya :

“bahwa telah terjadi sebuah kasus penganiayaan terhadap
seorang wanita, dia datang ke polsek Ngemplak jam
sembilanan malam dalam kondisi muka lebam dan bibir
berdarah. Korban datang untuk melaporkan kekerasan atau
penganiayaan yang dilakukan oleh suaminya. Sesuai dengan
prosedur yang berlaku, pihak kepolisian menganggap
iniadalah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),
oleh karena itu diminta korban untuk menunjukkan buku
nikah sebagai bukti otentik bahwa pelaku adalah suami
korban. Tetapi si korban menyampaikan dengan terus terang
bahwa si pelaku adalah suamisiri korban.™®

Kapolsek menyampaikan lebih lanjut, jika si korban tidak
dapat menunjukkan buku nikahnya, maka kasus ini tidak bisa
diusut atau diproses déngan’dasar-funtutan pelanggaran terhadap
Undang Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun masuk
dalam delik aduan penganiayaanbiasa. Ancaman hukumannya pun
berbeda.

‘ Berikutnya, pembiearaan dalamforumeforkompim tersebut
mengarah kepada kedudukan dankeabsahan nikah siri, yang mau
tidak mau penulis harws angkat bicata. Penulis menjelaskan dari
kaca mata peraturan perundang undangan yang berlaku berkaitan
dengan pernikahan siri, yang intinyay-Baliwa pernikahan siri adalah
salah satu dari sekian istilah dari pernikahan yang tidak
tercatat, tidak memiliki kekuatan dan ketetapan hukuin, serta tidak
diakui keabsahannya oleh pihak KUA. Sehingga siapapun yang
telah melakukan nikah siri, kemudian menyampaikan atau
menunjukkan bukti pernikahan sirinya ke KUA, tetap saja akad
nikahnya harus diulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
atau penghulu.

#Disampaikan oleh Kapolsck Ngempluk Slemanpada forum Rapat Koordinasi
Pimpinan Kecamatan Ngemplak pada hari Senin tanggal 13 Maret 2020 di pendopo
kecamatan Ngemplak.

“Pernikahan tidak tercatat artinya pernikahan nya tidak melalui proses di KUA
dan akad nikahnya tidak dihadiri oleh petugas yang berwenang.



Penulis sempat bertanya kepada bapak dan ibu kepala desa
yang hadir dalam forum tersebut, “apakah diwilayah bapak ibu
masing-masing,kira-kira ada kasus nikah siri? Semua mereka
menjawab “ada”, tetapi ketika penulis menanyakan, apakah desa
mempunyai data jumlah dan identitas orang-orangnya, merka
menjawab “tidak ada”. Hal ini dapat dimaklumi, karena memang
pernikahan siri, terkesan ditutup-tutupi dan dipandang aib. Uraian
diatas membuktikan bahwa praktek pernikahan tidak tercatat
masih eksis dan berlangsung di masyarakat, sekalipun aturan
tentang pencatatan perkawinan sudah ada dan sudah jelas.

Dalam perspektif Hukum Islam (HI), menurut Yusdani
implikasi negatif dari pernikahan yang tidak melalui Kantor
Urusan Agama (nikah sjri) memilikintitik krusial, yaitu sangat
berpotensial memunculkan beragam masalah, diantaranya
kekerasan terhadap perempuans dan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT).'" Sekaliptim, pernikahan yang dilaksanakan
melalui KUA juga belum‘ada jaminan sepenuhnya bahwa tidak
akan terjadi kekerasan terhadap perempuan atau KDRT, namun
setidaknya pernikahan yang tidak-melalui KUA, tidak memiliki
kepastian dan kekuvatan hukum, sehingga pibak wanita (istri) dalam
nikah siri “tidak berdaya™-di “mata hdkuni~Tidak adanya
perlindungan hukum dalam| kelu@rga, térutama kepada istri dan
anak, kehilangan hak-hak sipil seperti_ pembuatan E-KTP (Kartu
Tanda Penduduk Elektronik),akta kelahiran{kesulitan pengurusan
transaksi keuangan dan lainnya yang berhubungan dengan buku
nikah merupakan sisi lain dari dampak negatif perkawinan tidak
tercatat.!!

Sedangkan dalam Fikih kontemporer nikah siri dikenal
dengan istilah zawaj ‘urfi, yaitu suatu pernikahan yang memenui

"®Yusdani, Memuyu Fikifr Keluarga Progresif, Cet. 1, (Yogyakarta: Kaukaba,
2011}, him.49.

''Sabit Mustamil, “One Day Scrvice dalam Isbat Nikah Terpadu bagi
Penduduk Marjinal di Kecamatan Paliyan Tahun 2015 — 2019, Jurnal Bimas Islam
Kementerian Agama R} Vol. 12 No. 2 (Nopember 2019).Kementerian Agama RI



syarat-syarat pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh
petugas yang berwenang mencatatnya yakni Kantor Urusan
Agama (KUA), sehingga perkawinan bersifat rahasia sekalipun
telah memenuhi persyaratan, yang dalam hukum Islam pernikahan
seperti ini mendekati istilah nikah yang dikenal dengan nikah
misy ‘ar.\? Secara data angka, memang nikah siri tidak ada datanya
secara resmi, namun hal ini tidak berarti bahwa pelaksanaan nikah
siri tersebut tidak ada di masyarakat.'3

Pada penghujung akhir tahun 2017, tepatnya di bulan
September, masyarakat Indonesia pengguna media sosial dunia
maya dihebohkan oleh munculnya situs website kontroversial
nikah siri online yaitu ;nikahsiri-com. Situs nikah siri online yang
baru muncul ini, menurut perkifaan polisi, setelah menerima
laporan dari masyarakat, Bahwa, situs tersebut di ikuti oleh lebih
dari 2000 klien. Namun ‘setelah diadakan penelitian oleh pakar
IImu pengetahuan dan-Teknologi (IT) dengan cara melacak data-
data yang terdapat dalam-situs*tersebut, ternyata jumlah kliennya
diluar dugaan mencapai. 5300~/ klien, sebagaimana yang
disampaikan oleh Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes
Adi Deriyan Jayameatta. Meémbed latau/pengguna situs tersebut
dapat memilih danjmencari pasangannya sendiri melalut email
antar personal secara langsung. Komunikasi yang dilakukan oleh
pasangan langsung lewat) emgi/~ini~semakin mempersulit pihak
kepolisian dalam melacak dan mengidentifikasi klien situs

tersebut. '

2Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Istam, (Djakarta : t.p. 1958),
hlm. 6.

*Bukti adanya nikah siri adalah hasil pendatean yang penulis lakukan di
kecamatan tempat penulis bekerja, yakni Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman.
Data pernikahan siri diperoleh melalui formulir yang dibagikan kepada para Rois di
wilayah tersebut. Penulis mendapatkan 4 pasangan yang hidup satu rumah sebagai suami
istri, tetapi tidak memiliki buku nikah, karena menikahnya hanya di hadapan ustad atau
kyai, tanpa melalui proses di Kantor Urusan Agama (KUA).DokumenData Nikah Siri
KUA Kee. Ngemplak Tahur 2018.

“Sherly Puspita, “Nikah Siri Berujung Bui”, dikutip
darihttps://megapolitan.kompas. __ com/read/2017/09/26/ 0908124 1/situs-nikah-siri-
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Sebelum munculnya situs di atas, publik pernah dihebohkan
oleh pernikahan kilat Bupati Garut Jawa Barat, Aceng Fikri dengan
seorang perempuan dibawah umur yang bernama Fany Octora
yang dinikahinya dengan siri. Kemudian kasus nikah siri yang
cukup rumit dan bahkan menimbulkan polemik dan debat hukum
adalah pernikahan Moerdiono (mantan Menteri Sekretaris
Nergara) dengan Machica Mochtar berkaitan pengajuan judicial
review (hak uji materil) kepada Mahkamah Konstitusi. Judicial
review atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan, khususnya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1).

Kedua pasal tersebut mengenai pencatatan perkawinan dan
kedudukan anak diluar perkawinan yang hanya memiliki hubungan
keperdataan dengan ibu /dan-Kkeluarga, ibunya. Walaupun pada
akhirnya Macicha memperoleh kepastian kedudukan anaknya yang
mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya, satu
hal yang perlu menjadi perhatigniadalah, bahwa pernikahan tidak
tercatat melahirkan banyak persoalan,| yang persoalan tersebut
tidak akan muncul jika  sesorang_dengan penuh kesadaran
melangsungkan pernikahan sesuai’dengan peraturan yang berlaku.

Bahkan hasil suryvei, yang-dilakukan.oleh sebuah Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM)" Pemberdayaan “Perempuan dan
Kepala Keluarga (Pekka)pada talun 2012 menyatakan bahwa 25
% masyarakat Indonesia_ melakukan perkawin siri, yaitu
perkawinan yang tidak'dicatatkan dalam’dokumen Negara. Lebih
lanjut Pekka menyampaikan bahwa ada beberapa propinsi yang
kasus pernikahan sirinya diatas 50%, yaitu Nusa Tenggara Timur
78%, Banten 65% dan Nusa Tenggara Barat 54%.'°

Keabsahan (sah atau tidak sahnya) suatu perkawinan yang
tidak dicatatkan memerlukan pembuktian lebih lanjut. Oleh

bisnis-yang-berujung-bui, diakses pada hari Rabu tanggal 25 September 2018, jam 10.30
WIB,

15Lihat :Henny Rachma Sari, “25 Perscn Masyarakat Indonesia Melakukan
Nikah Siri”, dikutip darihttps://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masvarakat-
indonesia-melakukan-nikah-siri.html, diakses pada tanggal 26 September 2018 jam
11.00 WIB.




karenanya tidak serta merta atau secara otomatis bahwa setiap
pernikahan di bawah tangan adalah sah, perlu pembuktian dalam
persidangan. Pembuktian tersebut dilakukan di lembaga yang
berwenang yaitu Pengadilan Agama (PA). Oleh karenanya KUA
tidak diperkenankan mencatat perkawinan siri  sebelum
mendapatkan putusan dari pengadilan agama yang menyatakan
keabsahan perkawinantidak tercatat tersebut. Proses penetapan
keabsahan suatu perkawinan ini dikenal dengan istilah itshat
nikah.'

Persyaratan pencatatan perkawinan memang tidak
disebutkan dalam kitab kitab Fikih, sejauh ini hanya ditemukan
konsep tentang nikah siri (nikah-di.bawah tangan) dalam kitab a/-
Mudawwamah karangan Sahnun (160-240 H/776-854M). Ketika
membahas rikah siri, Sahfiun hanya menyinggung sedikit tentang
fungsi para saksi, padahal oleh wulama-ulama lain pembahsan
tentang saksi dibahas se¢ara téfpisah dalam bab tersendiri.
Keterkaitan nikah sivi-dengankesaksian para saksi sebagaimana
disampaikan oleh Sahnun. memperkuat asumsi bahwa dalam
perkawinan masalah saksi (fungsi saksi) sangat erat hubungannya
dengan pencatatan pefnikaham.' ‘Bahkan/ada<béberapa ulama fikih
yang menyatakan baliwa saksi dalam perkawinan tidak menjadi
rukun atau yang menjadi syarat sahnya perkawinan, bagi mereka
bahwa salah satu\yang termasuk-dalam gfukun perkawinan adalah
pengumuman (i Jan).'*

Pengumuman berfungsi untuk pemberitahuan sekaligus
bentuk legitimasi sosial dengan segala konsekuensi atas hubungan
kedua pengantin. Pada setiap peristiwa perkawinan dalam Islam,

nstruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kepada Menteri Agama untuk

menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam Bab II pasal 7 ayat (2}, {3) dan (4).

"Supani, “Pencatatan Perkawinan Dalam Teks Perundang Undangan
Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif’ Ushul Fikih™, Al-Manahij, Jurnal

Kajian Hukum Islam, Fakultas Syari’ah [AIN Purwokerto.Vol. V No. 1 Januari
2011.hlm.82.

BIbid.



sebagaimana di ketahui dalam kitab-kitab fikih, kebiasaan
mencatat perkawinan tidak dikenal pada masa Nabi SAW, sahabat,
dan tabi’in, karena perkawinan merupakan peristiwayang mudah
dilakukan, disamping dari sisi sejarah, bahwa Nabi SAW melarang
sahabat untuk mencatat selain al-Quran. Sehingga kekuatan
memori dalam mengingat suatu peristiwa lebih mereka andalkan
dari pada mencatatnya.

Disamping itu didapati bahwa kultur atau tradisi walimah al-
‘ursy merupakan sesuatu yang sudah lazim dalam masyarakat
Islam serta dianggap menjadi saksi, di samping saksi syar’i dalam
perkawinan.!” Sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat
kala itu, maka masalah pencatatan perkawinan bukanlah hal yang
penting dan belum atau tidak dibutuhkan.

Sedangkan menurutulamalndofiesia yang terhimpun dalam
Majelis Ulama Indonesia; mensikapD dengan suatu pandangan
bahwa perkawinan yang 'tidak tercatat (nikah siri) adalah sah,
selama syarat dan rukum perkawingn terpenuhi namun akan
menjadi haram hukumnya_ jika menimbulkan mudharat atau
dampak negatif.2’ Fatwa inif’ purt sedikit banyak, langsung atau
tidak langsung telah, berkontribusi~terhadap maraknya praktek
perkawinan tidak' tercatat di-Indonesia. Di sisi~lain pernyataan
dalam UU perkawinan~untuk /mencatatkan setiap peristiwa
perkawinan, mayoritas ulama mengamininya, tidak dijumpainya
reaksi penolakan terbuka/dan’ masivs-sehingga‘kuat dugaan sikap
mereka ini menunjukkan tanda persetujuan mereka.

Beberapa sebab tetap maraknya perkawinan yang tidak
tercatat adalah karena ketidak tegasan hukum pencatatan
perkawinan itu sendiri, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap

YAmir Nuruddin dan Azhari A.T., Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta:
Kencana, 2004), him. 121.

XPernyataan ini disampaikan oleh ketua komisi fatwa MUI, Ma'ruf Amin
pada tanggal 30 Mei 2006 di Jakarta. Keputusan ini merupakan hasil ijtima’ Ulama
Indonesia ke 2 yang diadakan di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo yang berlangsung
tanggal 25 — 28 Mei 2006. htips:/news.detik.com/berita/d-605475/fatwa-mui-nikah-
siri-sah, diakses, Senin 27 Januari 2019, jam 12:46 WIB.
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hukum, serta mencari jalan pintas tanpa harus menyusahkan diri
terutama dalam masalah poligami.?! Kondisi ini telah
memunculkan berbagai dampak dan eckses negatif dalam
perkawinan (rumah tangga).

Pencatatan perkawinan seperti berada di persimpangan jalan,
satu sisi ia merupakan amanah dani undang undang yang harus
dijalankan tetapi di sisi lain masih didapati masyarakat muslim
melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan dengan dalih bahwa
yang penting perkawinan mereka telah sah menurut agama,
masalah mencatatkan bukan masalah pokok.

Mencermati uraian sebelumnya tentang implikasi pencatatan
perkawinan dari sisi kemaslahatan dan juga kemafsadatannya
dalam hukum Islam [sangat erat kaitannya dengan magasid al-
syari'ah. Kemaslahatan merupakan/tujuan dan target yang hendak
diwujudkan oleh magasid @l-syari'ah karena sudah menjadi
kesepakatan bahwa penetapan aturan dalam kehidupam manusia,
termasuk aturan hukum tentang perkawinan mempunyai maksud
dan tujuan. Sebab tidak mungkit Tuhan selaku pembuat hukum
agama (Svari’) tidak mempunyai tujuan dalam menetapkan suatu
hukum, baik berupa perintahanaupun larangan,tujuannya adalah
untukmendatangkan, kemashlatan (manfaat) kepada manusia dan
tertolak (tercegah) “dari~ kerusakan atau dampak negatif
(mafsadat) 2

Seiring dengan perkembangan zaman, magasid juga
mengalami perubahan dan pergeseran interpretasi, hal ini tidak
lepas dari perbedaan sudut pandang dan latar belakang keilmuan
para pakar hukum Islamdalam memahami magasid. Dari sisi
keniscayaan ulama klasik mengklasifikasi magasid kepada tiga
jenjang keniscayaan, yakni al-daruriyyat (keniscayaan), al-
hajiyyat (kebutuhan), al-tahsiniyyat (kemewahan). Untuk jenjang

AMuhaimin, Praktek Kawin Sirri di Masyarakat Islem Daerah Istimewa
Yogyakarta, (Yogyakarta:Penelitian Fakultas Hukum UGM, 1993}, hlm. 21.

2Jaser Audah, Magasid al-Shari'ah: A Beginner’s Guide, alih bahasa Ali
Abdel Mon'im, A--Magasid Untuk Pemitla, {(Yogyakarta: SUKA-Press,2013), hlm. 7.
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pertama dan pokok yaitu al-daruriyyat dibagi kedalam lima
keniscayaan yaitu perlindungan atau pelestarian kepada lima aspek
pokok  (al-maqasid  al-khamsahk) bagi manusia dan
kemanusiaannya. Kelima perlindungan tersebut  adalah
perlindungan atau pelestarian terhadap agama (hifzh al-din), jiwa
(hifzh al-nafs), akal (hifzh al-aql), keturunan (hifzh al-nasl), serta
harta benda (hifzh al-mal). Sebagian ulama menambahkan
perlindungan atau pelestarian terhadap kehormatan (hifzh al
ird). 23

Pemaknaan terhadap kelima perlindungan tersebut (al-
magasid al-khamsah) masih terbatas dan lebih individualistis.
Seperti perlindungan terhadap akal lebih dipahami untuk menjaga
akal maka diharamkan/meminum “khamar, untuk menjaga
keturunan diharamkan perzinaam, Intépretasi terhadap magasid
yang terbatas ini belum dapatymemunculkan semangat pergerakan
yang membawa kearah perubahandan kemajuan bagi umat Islam.

Hal ini mendorong salah —seorang pakar maqasid
kontemporer, yakni Jasser-Auda untuk menggali lebih dalam dan
memformulasikan kembali~ interpretasi maqgasid al-syari'ah,
konsep magqasid al-syari'ah.menjadilebih luas, terbuka dan sesual
dengan tuntutan-zaman. Jasser menyadari konsep-magasid klasik
yang sempit, terbatas dan.bahkan, tidak memberikan implikasi
positif terhadap perkembangan Islam, oleh karena itu perlu adanya
pembaharuan, pemaknaan‘.yang| llebih? kompromistis dengan
perkembangan zaman, memberikan solusi terhadap berbagai
persoalan kehidupan umat, tidak terkecuali masalah pencatatan
perkawinan.

Disinilah perlu upaya yang sungguh-sungguh, yakni
menjadikan maqasid al-syori’ah yang dikembangkan oleh Jasser
Auda sebagai pijakan dan landasan nalar argumentatif yang kuat,
sehingga dapat menaikkan status pencatatan perkawinan dari
sekedar persyaratan tertib administrasi menjadi syarat keabsahan
suatu perkawinan. Dengan sebuah asumsi yang kuat, bahwa hal

bid., him.8.
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tersebut pasti mendatangkan kemaslahatan yang yang lebih besar
bagi suami istri, keluarganya dan masyarakatnya serta tertolaklah
kemafsadatan dari mereka.

Dari uraian di atas menarik untuk dikaji, kenapa pencatatan
perkawinanan tidak dijadikan saja scbagai salah satu syarat salnya
perkawinan, karena dari perspektif magasid al-syari'ah dapat
dipastikan adanya kemaslahatan yang ditimbulkan yang secara
otomatis menolak dan menjauhkan dari kemafsadatan.
Perlindungan terhadap keluarga yang merupakan salah satu
magqasid al-khamsah dalam pandangan Jasser tidak hanya tentang
anjuran perkawinan dan larangan berzina, tetapi lebih dari itu
adalah kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga dalam
segala aspek yang berkaltan dengannya, termasuk eksistensi
perkawinan itu sendiri.‘Mencatatkan perkawinan merupakan upaya
untuk menjaga kehormatan™ keluarga, serta mendatangkan
kemudahan urusan daremenghindarkan kesulitan yang akan timbul
dari perkawinan terhadap anggota Keluarga

Berdasarkan dari uraian sebagaimana yang telah dipaparkan
sebelumnya maka penulis berkeinginan membahasnya dalam
karya tulis denpan judul— “Penerapan Pasal2 Ayat (2) Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif
Magasid Al-syari’ah Jasser-Auda”.

Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari uraian latar belakang yang telah disampaikan
sebelumnya dan agar penelitian ini terarah dan fokus pada pokok
masalah maka perlu disampaikan beberapa pertanyaan penelitian.
Pertanyaan tersebut sebagai berikut :

1. Mengapa ada dan dimunculkan pernyataan Pasal 2 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 7

Bagaimana tinjauan Fikih terhadap Pasal 2 Ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut?

b
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3. Bagaimana penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dalam perspektif Magasid al-syari 'ah
Jasser Auda?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengkaji dan mengungkapkan perihal yang
melatar belakangi munculnya pernyataan Pasal 2 Ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta
bagaimana tinjauan fikih terhadap pemyataan yang ada
dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor ! Tahun
1974 tersebut.

b. Untuk menganalisa dan menerangkan secara mendalam
tentang penerapan Pasal2 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974njika dilihat dari sudut pandang
(perspektif) magasid alssyari'ah yang dikembangkan
dan diformulasikan oleh Jasser Auda.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat, jpenelitian—ini) ©ecara~ teoritis merupakan
kontribusi pemikiran penulis dalamperkembangan ilmu
pengetahuan dalam_bidang\Mukum Islam khususnya
berkaitan ), akan -penting— pencatatan perkawinan,
sehingga’ dapat™dijadikan Salah satu syarat keabsahan
perkawinan.

b. Sedangkan dari sisi praktis, penelitian ini berguna bagi
masyarakat  terutama  kepada mereka yang
memperdalam hukum Islam dan menambah khazanah
perpustakaan yang kelak dapat dijadikan sebagai salah
satu bahan informasi dan juga pertimbangan bagi
pengembangan keilmuan lebih lanjut.
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D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperiukan dalam setiap penulisan
penelitian sebagai sebuah role penelitian yang sistematis, sehingga
mudah dicermati, runtun dan fokus. Pembahasan dalam tesis ini
dirumuskan kedalam lima bab dan beberapa sub bab yang
kesemuanya saling berhubungan. Adapun susunannya sebagai
berikut
Bab [, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus
dan pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab II, meliputi kajian terdahulu dan kerangka teori yang
digunakan sebagai metode untuk memahami beberapa konsep
pokok dalam pembahasa teSisi.ini, yaitu perkawinan, pencatatan
perkawinan, dan Maqgasid al-syaii’ah.

Bab I1I, memuat uraiamrlebih lanjut tentang pencatatan perkawinan
dalam hukum Islam dan huknm positif serta implikasinya dari sisi
Magasid al-syari’alh-~yang-| méliputi ;jenis penelitian dan
pendekatan, sumber data, seleksi sumber data, teknik pengumpulan
data dan teknikdalam/analisis/data.

Bab IV, memuat hasil penelitian dan pembahasan setelah
menganalisis data-data’yang/telah\diperoleh dan diuraikan pada
bab-bab sebelumnya:

Bab V merupakan bab penutup dari keseluruhan uraian dan berupa
kesimpulan untuk menjawab pokok-pokok persoalan dalam tesis
ini. Kemudian disampaikan saran-saran yang mengakhiri
pembahasan penelitian ini.



BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA
TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian
ini berguna untuk membandingkan hal apakah yang membedakan
penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan
sebelumnya, sehingga penelitian ini terhindar dan jauh dari plagiat.
Karena karya tulis yang dicantumkan dalam kajian terdahulu ini
memiliki relevansi dengaf) penelitian ini, tentunya adanya bagian-
bagian yang memiliki  kesamifian fiamun juga ada sisi-sisi
perbedaannya. Guna méngetabui’ hal tersebut, maka akan
disampaikan beberapa Karya fulis yang dipandang memiliki
hubungan dan keterkaitan (relevansi)| dengan pokok bahasan
penelitian penulis. Karya-kanyaftuligtersebut sebagai berikut :

Jurnal karya Nico Cristian Basarah yang berjudul
“Kedudukan Rasal2 jayat J Undang Undamng Nondor | Tahun 1974
Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak asast di Indonesia”.
Tulisan ini mengkritisi pétnyataanidalam ayat 1 pasal 2 Undang
Undang Nomor | Tahun-1974 yang-berbunyi.“Perkawinan adalah
sah apabila dilakukanmenutut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya”. Menurut Nico, sebagai negara yang berdaulat
yang mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Ayat 1 ini telah
memberikan pembatasan bagi kebebasan hak setiap individu.
Peraturan ini mempersamakan konsep perkawinann dengan
konsep hukum perdata (KUH Perdata) yang mengenal tentang
pembagian masyarakat. Hal ini menurut Nico bertentangan dengan
asas Pancasila yang menyatakan semboyan Bhineka Tunggal Ika,
mengarah pada diskriminatif serta bertentangan dengan konsep

15
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Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang Undang Tahun 1945.%5
Dengan demikian, sekalipun pasal yang di jadikan obyek
penelitian sama, namun fokus pembahasan berbeda dengan tesis
penulis.

Jurnal karya Afiful Huda dengan judul Pencatatan
Perkawinan Perspektif Magasid al-syari’ah”. Tulisan ini
menjelaskan bahwa hokum pencatatan
perkawinandilaksananakandijumpai dalam alQuran dan hadis,
namun dari sisi Magasid al-syari’ah pencatatan perkawinan
dilakukan dalam rangka melindungi keturunan (#ifz an-nasl) dan
melindungi harta (#ifz al-mal). Hifz an-nas! terlihat dalam berbagai
aturan tentang perkawinan;mulai- dari syarat rukunperkawinan

e

hingga penjelasan tentang orang-orang yang dilarang untuk
dikawini (mahram). - Sedangkan- | /ifz al-malseperti adanya
perlindungan kepastian; dalam soal’pembagian harta warisan, jika
salah satu pihak meninggal dunia. Pada zaman sekarang ini, tanpa
adanya pencatatan perkawinan-sebagai bukti fisik yang otentik
telah terjadinya perkawinan, maka‘hak kewarisan ini tidak dapat
laksanakan. Sehingga pencatatan perkawinan menjadi penting
dalam perspektis \Magasid\ -al-syarifeh ~guna mewujudkan
perlindungan keturumany danshartay Sedangkan tesis ini lebih
mengelaborasi lebih dalam “dan lebih fokus pada Magasid al-
syari’ah nya JasSer * Auidah*

Selanjutnya Jurnal karya Sulastri Caniago dengan judul *
Pencatatan Nikah dalam Pendekatan Mashlahah”. Sulastri
menyampaikan, bahwa pernikahan merupakan landasan pokok
pembentukan keluarga dengan tujuan mewujudkan sakinah,
mawaddah dan rahmah. Olehkarena itu perlu adanya kepastian dan
ketetapan hukum tentang status keluarga. Peraturan perundang

BNico Cristian Basarah, “Kedudukan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor
| Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Konsep Hak asasi di Indonesia™, Jurnal
Wawasan Yuridika, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 31 No. 2, (Nopember, 2018).

BAfTul Huda, “Pencatatan Perkawinan Perspektil Magasid al-syari'ah”,
Pikir,Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam, STAI Darussalam Krempyang
Nganjuk Jawa Timur. Vol. 4 No.2, ( Nopember, 2018).
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undangan adalah dalam rangka mewujudkan hukum tersebut, yang
menetapkan adanya hak dan tanggung jawab. Dengan demikian
aturan tersebut wajib ditegakkan oleh setiap anggota masyarakat.
Sedangkan dari sisi Mashlahah, rangkaian dan prosedur
administrasi perkawinan masuk dalam mashlahah pada tingkatan
dlarurivah, di atas hajiyah dan tahsiniyah. Mashlahah
dlaruriyahharus dipenuhi dan ditegakkan, karena jika tidak
dipenuhi akan membahayakan keberadaan (eksistensi} nasab
(silsilah keturunan dan hubungan darah).?’Sebagjan pandangan
memang menyamakan antara mashlahah dengan magasid, namun
dalam penelitian ini, penulis mengacu kepada pendapat yang
membedakan antara kedua istilah tersebut, Sekalipun ada
pembahasan yang sama seperti daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.
Sedangkan tulisan ini merujuk\padaZmagqasid al-syari'ah yang
dinisbatkan kepada Jasser Auda, sehingga tulisan Sulastri ini
memiliki perspektif yanp “berbeda: /dengan pokok bahasan
penelitian penulis.

Jurnal yang berjudul " Pencatatan Pernikahan dan Akta
Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum
Islam™ karya Nunung Rodliyah. ;Tulisan ,Nunung membahas
tentang pentinghya  pencatatan pérkawinan ‘déngan menjalani
prosedur yang berlakd—dan /melengkapi berbagai macam
persyaratan administrasi, Termasuk _juga di sampaikan tentang
hikmah pencatatan’ perkawinan. Karya-inil sekalipun menyangkut
Pencatatan perkawinan sebagaimana amanah dalam pasal 2 ayat
(2) UU Perkawinan, namun berbeda dengan pokok masalah
penelitian penulis.?®

Berikutnya jurnal karya Sarifudin dengan judul
Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif
Metode Penafsiran Historis Undang Undang”. Menurutnya

(3

TSulastri Caniago, “Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Mashlahah ", Juris
furnal flmiah Syari‘'ah), Fakultas Syari’ah IAIN Batsangkar. Vol /4 No. 2 (Maret
2015).

“Nunung Reodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai
Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Pranata Hukur, Jumal [lmu
Hukum Universitas Bandar Lampung, Volume § Nomor ! (Januari 2013).
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persoalan pencatatan pernikahan selalu menjadi persoalan yang
aktual di masyarakat. Negara harus hadir untukmerespon setiap
persoalan yang dihadapi masyarakat, tak terkecuali persoalan
pencatatan nikah. Respon negara adalah dengan mengeluarkan
peraturan berupa Undang Undang Nomor | Tahun 1974 tentang
perkawinan. Hanya saja terdapat pasal yang menimbulkan muliti
penafsiran. Pasal tersebut adalah pasal 2. Pasal ini terdiri dari dua
ayat, ayat pertama tentang keabsahan perkawinan yang
berdasarkan hokum masing-masing agamanya sedangkan ayat
kedua menyatakan tentang pencatatan perkawinan. Pertanyaannya
apakah pencatatan tersebut berkaitan dengan keabsahan
perkawinan atau tidak?.-Jika-dikaji-berdasarkan satu kesatuan ayat
per ayat dalam satu pasal, maka pencatatan menjadi syarat sahnya
perkawinan, namun jika difahami-secara terpisah ayat per ayat,
maka pencatatan perkawinan-hanya menjadi sekedar syarat
administrasi. Selanjutnya  disampaikan pula tentang sejarah
lahirnya UU No. 1 Tahun’ 1974 -untuk mengetahui backround
pemikiran yang menjadi/\dasar “argumentasi undang-undang
tersebut. Tulisan ini fokus pada persoalan perbedaan penafsiran
tentang pasal' 2 YU Wo,I_Talun 1974 (UUR1974), namun tidak
menyinggung masalabmagasid al-syari’ah, sehingga ada bagian
yang menjadi persamaafi dalam jurnal dan tesis ini, yakni
menjadikan Pasah2 Aydt (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
sebagai obyek kajian, tetapi berbeda perspektif, metode analisis,
dan hasil yang diperoleh.?’

Selanjutnya buku karya Abdul Manan yang merupakan
desertasinya dengan judul “Reformasi Hukum Islam di Indonesia™
mebahas secara luas dan mendalam persoalan hukum Islam di
Indonesia, Mulai dari sejarah hukum Islam di Indonesia kemudian
memasuki babak pembaharuan dengan berbagai tipologinya,
metodologinya dan juga mengemukakan pembaharuan hukum
Islam di beberapa negara yang penduduknya mayoritas muslim.

BSarifudin, “Ambiguitas Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974: Dalam Perspektif
Metode Penafsiran Historis Undang Undang”, Jurnal ['tibar, Jurnal llmiah [Imu-Ilmu
Keislaman Universitas Islam Gunung Djati. Vol. 06 No. 1, (Mei 2018).
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Dalam buku ini juga dibahas tentang peranan mashlahah mursalah
dalam pembaharuan Hukum Islam. Walaupun pembahasan dalam
buku ini tidak fokus membahas pencatatan perkawinan, tetapi
karena terdapat pembahasan tentang mashlahah mursalah yang
Jjuga menjadi perspektif dalam penelitian penulis, maka buku ini
menjadi salah satu rujukan utama. Fokus penelitian penulis
berbeda dengan fokus pembahasan dalam buku ini.>¢

Selanjutnya Jurnal tulisan Dyah Ochtorina Susanti dan Siti
Nur Shoimah yang berjudul “Urgensi Pencatatan Perkawinan
(Perspektif Utilities)”. Tulisan ini menemukan dan menganalisa
scrta pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan dilakukan guna memberi manfaat yang
sebesar besarnya bagi kebabagiaan hidup manusia. implikasi
positif dari pencatatan perkawinan, sepérti perlindungan, hak asasi,
kepastian hukum. Pencatatan,perkawinan adalah ruh dari Pasal 2
Ayat (2)UUP 1874 yang juga menjadi objek kajian penulis, namun
perspektif yang digunakan‘berbeda dengan perspektif yang penulis
gunakan dalam penelitian ini; |

Berikutnya  tulisan " dalam — jurnal yang  berjudul
“Pembaharuan Hukum Penecatatan~ Perkawinan- di Indonesia
Perspektif Maqasid 'Al-Shari’ah™ Karya "Masrulian. Tulisan ini
menjelaskan tentang pentingnyd \pencatatan perkawinan yang
didukung dengan munculnya berbagai_peraturan. Peraturan yang
banyak tentang pencatatan ‘perkawinarrmienurit Masruhan malah
membuat kabur akan pentingnya pencatatan perkawinan. Bahkan
ditemukan adanya ambiguitas fungsi pencatatan perkawinan antara
kewajiban administrasi dan penentu sahnya perkawinan. Oleh
karena itu direkomendasikan untuk menata ulang perangkat hukum
pencatatan perkawinan. Penataan perangkat hukum tersebut harus
dalam bingkai magasid al-shari’ah. Dari beberapa sisi tulisan ini

®Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2006)

Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan
Perkawinan (Perspektif Utilitics)”, Rechtidee, Jurnal Hukum Universitas Jember. Vol.
11 No, 2{Desember 2016).
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memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan penelitian penulis
khususnya tentang pencatatan perkawinan, sedangkan perspektif
yang digunakan berbeda. Schingga dari tulisan pada jurnal ini
berbeda dengan pokok penelitian penulis.*?

Berikutnya tulisan dalam jurnal yang berjudul “Efektifitas
Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang” karya Moh. Makmun
dan Bahtiar Bagus Pamudi. Tulisan ini membahas tentang
pentingnya pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan
perundang undangan yang telah berlaku di Indonesia. Nanmun
penilitian karya ini di fokuskan pada efektifitas pencatatan
perkawinan di wilayah kecamatan Tembelang Kabupaten
Jombang. Hasil pénelifian menemukan kurang efektifnya
pencatatan perkawinan digWilayahoTembelang karena kurangnya
sosisalisasi tentang biaya perk@winan dan pentingnya pencatatan
perkawinan, sehingga” praktek pernikahan tanpa dicatatkan di
wilayah tersebut. |Rekomendasinya adalah meningkatkan
sosialisasi dengan melibatkan segenap perangkat mulai dari tingkat
pedukuhan, desa, hingga tingkat kecamatan®>® Uraian ini lebih
mengarah | kepada \pentingnya_ -pencatdtan ~perkawinan dalam
lingkup lokalis wilayah Tembelang.Metode penelitian dalam
Jurnal ini adalah metode penelitian kuantitatif, penelitian lapangan,
hal ini berbedal"déngan metodé-penclitiah, yang penulis terapkan
yakni metode penelitian kualitatif berupa penelitian pustaka
(library research). Hasil penelitian yang hendak diwujudkan pun
tidak sama dengan pokok pembahasan dalam penelitian penulis.

Berikutnya jurnal karya Muhammad Igbal Fasa dengan judul
“Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syari’ah Analisis

2Masruhan, “Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Perspektit Maqasid Al-Shari’ah”™, 4i-Takrir, Jumal Pemikiran Islam, Institut Agama
[slam Negeri Ponorogo Vol.13, No. 2 (November 2013)

3Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi, “Efektifitas Pencatatan

Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten
Jombang, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum
Jombang. Vol. 1 Nomor 1{April 2016).



21

Pendekatan Sistem Jasser Auda”. Igbal menguraikan dan
menawarkan reformasi pemikiran Jaser “Audah tentang magasid.
Jasser Auda mengkritik pemahaman magasid klasik yang sempit
dan cenderung hirarkis yang lebih menekankan pada perlindungan
dan penjagaan atau pelestarian. Teori maqasid baru yang
dilontarkan Jasser Auda menekankan pada pembangunan,
pengembangan  (developmenf)  dan  hak-hak  (rights).
Pengembangan dan pembangunan manusia adalah target utama
yang dituju oleh kemaslahatan (public interest). Pendekatan
system yang ditawarkan Jasser adalah nature cognitive,
interrelated, wholeness, openness,multi  dimentionality dan
purposefiiness. pokok pembahasan penulis, sekalipun berkaitan
dengan Magasid al-syari almya pemikir kotemporer Jasser Auda.
Dari sisi perspektif maqasid, jumnal inmemiliki relevansi dengan
penelitian ini, namun objek kajian berbeda. Tulisan dalam jurnal
ini tidak menyinggung sama sékalitentang penerapan Pasal 2 Ayat
(2)UUP 1974.

Kemudian karya Dahlia Haliah Ma’u dengan judul ** Nikah
Siri dan Perlindungan Hak“Hak Wanita dan Anak (Analisis dan
Solusi dalam Bingkai Syari’ah)..Tulisan_ini, damasukkan dalam
telaah pustaka“karena juga-membahas’ tentang ‘pernikahan yang
tidak dicatat dengan ménggunakan \istilah nikah siri. Banyak
persoalan yang ditimbulkan oleh nikah siri, pada hal negara dan
agama telah memiberikan' ‘'acuan" yang-jelas—Persoalan tersebut
diantaranya berkaitan dengan asal usul, perwalian serta
perwarisan. Solusi yang diberikan adalah membangkitkan
kesadaran kepada masyarakat pentingnya mengikuti dan
menegakkan aturan pencatatan pernikahan yang telah berlaku.
Artikel ini lebith menekankan pada memberikan kesadaran pada
pencatatan perkawinan, pisau analisi yang digunakan adalah
hukum Islamdengan menampilkan nash-nash yang berkaitan
dengan pembahasannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan
pisau analisis magasid al-syari’ah Jaser Auda, begitu juga dengan
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hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini khususnya
magqshidyang berbeda dengan objek penelitian penulis.>

Selanjutnya jurnal karya Nasrulloh yang berjudul “Magasid
Shari’ah Scbagai Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam”.
Dalam jurnal ini dikemukankan bahwa Fikih merupakan hasil
ijtihad para fakilt dalam memahami sumber hukum Islam yaitu Al-
Quran dan Hadis. Sehingga tidak ada keharusan untuk taat
sepenuhnya dalam menjalankan fikih, karena ia mengandung
kemungkinan bisa saja benar tetapi juga bisa salah. Maka untuk
mencapai produk fikih yang benar-benar sesuai dengan makna
universal yang dikandung Al-Qur’an dan al-Sunnah, Jasser Auda
menawarkan magasid -al-syari-ah_sebagai pendekatan system
dalam hukum Islam. Jasser Auda mengemukakan lima konsep
guna mengolah dan memahami sumber hukum menuju makna
yang lebih universal dan‘dapat'menjawab setiap persoalan umat
yangmuncul di era sekarang |ini. Lima konsep tersebut sebagai
berikut: validating all-coghition—(validitas pengetahuan), holism
(menyeluruh), openness/and) self-renewal (keterbukaan dan
pembaharuan), multidimensionality (multi  dimensi), dan
purposefuleness ™\ (tujdan_atat. sasaran)>?\ Pémbahasan bersifat
umum yang berbedadengan gesis ini, dengan sasaran penelitian
perundang undangan dari sudut pandang magasid al-syari’ah nya
Jasser Auda.

Berikutnya karya M. Mohsi dengan judul “Dekontruksi
System Sanksi dalam Undang Undang No 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk™ yang dimuat dalam Jurnai
Reflektika. Tulisan ini membahas tentang sanksi pelanggaran atas
aturan pencatatan nikah. Sebagaimana terdapat dalam UU No. 22
Tahun 1946, bahwa sanksi bagi yang melanggar ketentuan ini
adalah denda sebesar Rp. 100,- dan Rp. 50,-. Sehingga sanksi

¥Dahlia Haliazh Ma’u, “Nikah Siri Perlindungan dan Hak-Hak Wanita dan
Anak (Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syari’ah™ ,Jurnal llmu Syari’ali dan Hikun
al Ahkam, Vol. | Nomor I, (Januari-Juni 2016).

¥Nasrulloh., “Maqasid Shari’ah Sebagai Pendckatan Sistem Dalam HUkum
Islam™, Jurnal de jure, Vol. 2, No. 2, (Descmber 2010).
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dengan denda sebesar itu untuk masa kini sangatlah tidak relevan,
tidak memberikan efek jera, daya guna dan kemaslahatan. Maka
sudah waktunya dibutuhkan dekontruksi dengan jalan adanya
revisi atas sistem sanksi tersebut guna terwujudnya supremasi
hukum, kontekstualisasi hukum dan kepastian hukum.?¢ Dicermati
dari bahasan dalam tulisan ini, maka pembahasan dalam kajian
penulis berbeda, sekalipun menyinggung tentang pencatatan
perkawinan.

Berikutnya tulisan Siti Faizah yang berjudul “Dualisme
Hukum Islam Tentang Nikah Siri™. Tulisan ini ditampilkan karena
membahas pernikahan yang tidak tercatat, yang dikenal dengan
nikah siri. Menurut Siti Faizah, dualisme tersebut pertama dari
sudut pandang Fikih, bahwa asal pernikahan memenuhi syarat dan
rukunnya maka adalah sah. Sekaliptn tidak dicatat dan tidak
dipublikasikan, tidak menyebabkan/batalnya pernikahan tersebut.
Kedua dari sudut pandang' hukum positif perkawinan yang tidak
dicatatkan tidak sah, tidak diakui, karenanya tidak memiliki
kekuatan hukum. Persoalan yang timbul sebagai akibat dari
pernikahan yang tidak dicatatkan sering dialami oleh istri dan anak,
baik di ranah hukum, maupun.ranah sosial..Sedangkan pernikahan
yang tercatat sangat 'dirdsakan marfaat.’? Pokok-bahasan kajian
penulis hanya menjadikanydualism pandangan ini sebagai salah
satu pertimbangan untuk menjadikan monoisme dalam pencatatan
pernikahan.

Selanjutnya karya Siti Ummu Adillah dengan judul
“Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi
Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri)
dan Anak-Anak”. Siti mengungkapkan bahwa fenomena nikah siri
bagaikan fenomena gunung es, bahwa praktek nikah siri banyak
terjadi di masyarakat, namun yang muncul kepermukaan hanya

M. Mohsi, “System Sanksi Dalam UU No. 22 Tahun 1946 Tentang
Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Jurna! Reflektika, Vol. I No. 1, (Januari 2018)

¥Siti Faizah. “Dualisme Hukum Islam Tentang Nlkah Siri® fs#i ‘dal Jurnal
Studdi Hukum Islam, Vol. I No. I (Janvari — Juni 2014).
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sedikit. Akan heboh dan menjadi sorotan, mencuat kepermukaan
jika pelaku nikah siri adalah seorang pejabat publik atau tokoh
masyarakat. Istri dan anak adalah orang yang pertama kali
merasakan dampak negatif dari nikah siri. Selanjutnya Siti
mengungkapkan beberapa faktor penyebab siri, yakni karena
faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas atau sekolah,
sulitnya poligami, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap
pelakunya. Pandangan masyarakat bahwa pernikahan siri adalah
sah menurut agama, sedangkan pencatatan nikah hanyalah masalah
administrasi. Dampak negatif nikah sini lebih dominan dirasakan
oleh istri dan anak daripada suami.3® Tulisan ini berbeda dengan
pokok bahasan kajian penulis, namun tulisan ini menjadi salah satu
rujukan berkaitan dengan pertyebab maraknya praktek perkawinan
yang tidak tercatat.

Demikian beberapa jurnal’atau karya tulis yang disampaikan
dalam kajian penelitian terdahulu,, Ditampilkannya jurnal-jurnal
tersebut karena adanya’relevansi pembahasan didalamnya dengan
penelitian penulis. Sebagaimana™disampaikan oleh Sugiyono,
bahwa umumnya tujuan penelitian ada yang bersifat penemuan,
bersifat fgernbukiian/ [dan—bérsif4t~ pengembangan.®® Maka
penelitian ini adalah.penelitian  yang bersifat pengembangan.
Artinya pembahasan~yang- menjadi ‘fokus kajian penelitian ini
bukan penemuan, bafigurtailhiiipeiigétahuan telah dibangun oleh
para pakar dan dibahas oleh orang selain mereka.

Pada bagian tertentu dalam tulisan ini juga telah dibahas
dalam beberapa jurnal tersebut, seperti kajian tentang Pasal 2 Ayat
(2)UUP 1974, pencatatan perkawinan, dan Magasid al-syari’ah,
ataupun maqasid al-syari’ah oleh tokoh tertentu, namun hal
tersebut umumnya dibahas secara terpisah dengan sudut pandang
yang berbeda. Seperti jurnal “Pencatatan Perkawinan Dalam Teks

Bgiti Ummu Adillah, Analisis Hukwm Terhadap Faktor Faktor Yang
Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri)
dan Anaknya”, Jurnal Dinamika Hukum Islam, Vol. 11 Edisi Khusus (Februari 201 1).

¥Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan  Kualitatif,
Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2007), him. 81
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Perundang Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam
Perspektif Ushul Fikih™ yang mengulas hukum positif pencatatan
perkawinan perspektif usul fikih, sedangkan tesis ini perspektif
magasid al-syari'ah. Atau jurnal perspektif maqasid seperti
“Pembaharuan Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia
Perspektif Maqasid Al-Shari’ah™, Jurnal ini menyoroti hukum
pencatatan perkawinan dari sudut pandang maqasid, tetapi secara
umum, sedangkan tesis ini lebih fokus pada maqasid al-syari’ah
Jasser Auda. Sehingga problem akademiknya juga berbeda
dikarenakan perbedaan fokus bahasan. Sedangkan kerangka teori
yang digunakan dalam jurnal-jurnal tersebut menyesuaikan fokus
kajiannya, karena tulisan ini menyoroti hukum positif dari
perspekiif maqasid al-syari”ah:dari seorang tokoh pakar maqasid,
maka kerangka teori yang dibangunZdari konsep-konsep yang
sebagian dibahas dalam jurnal dan penulis yang berbeda. Seperti
konsepsi tentang perkawinam,{penulis merujuk ke jurnal atau
tulisan yang fokus dengan perkawinan, demikian pula tentang
konsepsi pencatatan perkawinan. yang menjadi rufi Pasal 2 Ayat
(2)UUP 1974, begitu juga’ dengan magasid al-syari’ahnya
mengambiinya dari jurnaljurnal-yang  fokus, membahas tentang
magasid.

Tulisan ini menyatukan berbagai/ konsepsi yang terpisah
tersebut dalam satu tulisan yang sistematis. Tegasnya, perbedaan
tulisan dalam jurna~ ljurnal’ yang..ditampitkan dalam kajian
penelitian terdahulu dengan tulisan ini adalah fokus perspektif
maqasid, yang besifat umum sedangkan tesis ini spesifik
maqasidnya Jasser Auda, serta hasil temuan penelitian dalam tesis
ini, dimana temuan dalam penelitian ini tegas menaikkan status
hukum pencatatan perkawinan.

. Kerangka Teori

Penelitian ini  dimaksudkan untuk mengkaji dan
menganalisis kedudukan hukum pencatatan perkawinan yang
merupakan is1 pokok Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
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Tahun 1974 tentang Perkawinan perspektif magasid al-syari’ah
yang disempurnakan dan dikembangkan oleh Jasser Auda.
Harapannya dengan melihat dari perspektif ini akan nampak secara
gamblang dan terang benderang kemaslahatan yang muncul dari
pencatatan perkawinan ini serta juga terlihat dengan jelas berbagai
kerusakan, kesulitan dan kehancuran kehormatan diri dan keluarga
jika perkawinannya tidak dicatatkan. Sehingga pencatatan
perkawinan tidak hanya “sekedar syarat administrasi™ tetapi lebih
tinggi dan meningkat menjadi syarat keabsahan suatu perkawinan.
Untuk mewujudkan harapan tersebut dalam penelitian ini,
maka menurut Neuman seperti yang dikutip oleh Sugiyono perlu
membangun seperangkat konstruksi (konsep), definisi yang
digunakan dalam pedelitian ‘Ini, setta proposisi yang berfungsi
untuk melihat fenomena seéarasistemik, antara kemaslahatan dan
kemafsadatan yang dihubungkan dengan pencatatan perkawinan.
Sehingga dapat berguna menjelaskan fenomena tersebut.*® Hal ini
juga merupakan kandungan. makna dan pengertian kata
“penerapan” dalam tulisan ini; yakni berupa fenomena-fenomena
yang ada pada masyarkat dalam mengerti dan memahami segenap
peraturan | termasuk/ implikasinya. | Schingga makna kata
“penerapan” dalam tulisan inj, tidak fokus dan menjurus kepada
komitmen orang ddlam—menegakkan aturan dan tidak pula
menjurus padd efektihatan tidak-efektifnya suatu aturan. Melihat
dan mencermati fenomena-fenomena untuk mencapai hasil
sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini, ada tiga
kerangka teori yang dianggap penting untuk dapat mengantarkan
kepada pemahaman serta gambaran secara komprehensif yaitu
perkawinan, pencatatan perkawinan, dan Maqasid al-syari’ah.

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan sinonim dari pernikahan. Kedua istilah
ini dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan yang

“Lihar Sugiyono, Metode Penelitiun Pendidikun: Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010), him. 52.



27

berlaku di Indonesia. Pada tulisan ini akan dikemukakan
pengertian perkawinan dari dua sudut pandang yaitu sudut
pandang hukum Islam yang berisi pengertian dari sisi bahasa
dan pandangan ulama. Kemudian dari sudut pandang hukum

posttif berupa definisi yang dicantumkan dalam peraturan yang
berlaku di republik ini.

a. Perkawinan dari Sudut Pandang Hukum Islam

Kata Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab
adalah nikah (\»\%%) yang merupakan isim masdar dari £i’il
madhi dan mudhari’ 754 —S5 yang dalam bahasa Indonesia
“1semakna dengan
kata zawaj (z's0). |MNamun ‘terdapat perbedaan dan
pergeseran dalam penerapan isttlah nikah dan kawin dalam
kehidupan masyargkats, Kata Kawin di pergunakan secara
umum, baik untuk manusia,"Thewan maupun tumbuh-
tumbuhan yang |menunjukkan | proses generatif secara
alami. Sedangkan‘-kata nikahj hanya digunakan untuk
manusia, karena dalam kata tersebut terkandung keabsahan
dan legalyformal sgcara hakurn, jadat istiadat, dan terutama
menurut agama.** Unfuk mendapatkan pemahaman yang
mendalam tentand | pengertian’\ kata nikah, menurut
Abdurrahman jal-Jazairi, dapatediperoleh dari tiga sudut
pandang, yaitu'darisisi bahasa; ushuli (makna menurut
syar'l) dan ahli fikih (fukaha’).

Pertama, dan sisi bahasa (Jughawi) kata “nikah”
mengandung makna “bergabung atau menyatu™ 3 +kjl)
(2= Jika disampaikan ungkapan “fanakahati al

diterjemahkan dengan nikah atau kawin,

Y Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia, cet. 25,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1461.

“¥Tihami dan Sohari Sahran, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,
cet. 2, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada,2010), him.7.

 Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fikih Ala al-Mazahib al-Arba ab. Juz. IV,
Cet. ], (Beirut: Dar al-Kutub al-1lmiah,2003), hlm. 7.
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asyjary” maka ini mengandung arti pepohonan itu
menyatu, saling menggabung.* Menurut Az-Zujjaj, kata
nikah dari sisi bahasa juga mengandung arti akad (3i%) atau
perjanjian  dan  bersetubuh  (s=sM).*  Al-Azhari
berpandangan bahwa makna asal dari kata nikah dalam
kalam Arab adalah bersetubuh (s:5!), makanya kawin
disebut nikah karena kawin menjadi sebab bersetubuh
(+531.46 Perbedaan arti kedua kata tersebut menurut Al-
Farisi hanya perbedaan tipis. Jika orang Arab mengatakan
“dia telah menikahi fulanah™ maka yang dimaksud adalah
dia telah melaksanakan akad nikah dengan fulanah. Namun
jika dikatakan *“Saya telah.menikahi istriku” maka yang
dimaksud adaléh saya telal bersetubuh dengan istriku”.*’
Kedua dari sisi usShuliy, atau syara’, terdapat perbedaan
pandangan ulamiag dalam| mengartikan kata nikah,
perbedaan tersebut tentang manakah di antara kedua makna
tersebut (akad atauvarhi ) yang menjadi makna hakiki(arti
yang sebenarhiya) dan--mana yang makna majazi
(metaforis)?. ~_Al-Qadhi = Husaian_ mengungkapkan
pandangan ulama-tenfang-hal i’

1). Makna | halgki lafaz nikah adalah al-wathi’
(bersetubuh) sedangkan akad (perjanjian)
adalah.makna“iizajazi/-Ini adalah padapat dari
ulama Hanafiyah.

¥Imam Tagiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, Kifayeh

al_Akhyar,alih bahasaSyarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Kifayatul Akhyar
Kelengkapan Orang Shalih, (Surabaya: Bina Iman, 1993), blm. 77.

Sibid.

%lbn Manzhur al-Anshari Al-Ifriqi, Lisan al-‘Arab, (Beirut: Dar Kutub al-

limiyyah, 2009), him. 4536.

Syaikh Kamil Muhammad “Uwidah, Fikif Wanita, {(Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 1998), hlm. 375.
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Makna hakiki lafaz nikah adalah akad
(perjanjian) sedangkan makna majazi adalah
bersetubuh (al-wathi’), ini sejalan dengan
pandangan ulama Syafi’iyah dan Malikiyah.

Di antara dua pendapat di atas, menurut Al-
Qadhi Abu al-Thoyyib, setelah beliau
berpanjang lebar menyampaikan dalil-dalil
yang juga dibenarkan oleh Al-Mutawalli bahwa
pandangan yang menyatakan bahwa makna
hakiki kata nikah adalah akad lebih kuat dan
shahihdari padamakna hakiki kata nikah adalah

wathi’ 4

3). Makna nikah sec¢ara hakiki adalah gabungan dari

akad dan (wathi’ Oterkadang dalam nash
dipergunakan kata nikah dalam makna akad
tetapi dilain kesempatan nash menggunakan
kata nikah-d4lam pengertian wathi’.** Mahmud
yunus juga menegaskan bahwa dari keterangan
dalil{dalil jarig-béliat Thdmi nyatalah bahwa
arti nikah ada ,dua : berkawin (akad) dan
bersetubuh 2

Ketiga dari sisi” ahli " Fikih; “merdurit golongan ulama
Hanafiah, nikah adalah :

iacnd Faall il 3y e 43 S

“Nirah itu adalah akad yang memfaidahkan memiliki,
bersenang-senang dengan sengaja”

T7-78.

“Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, Kifayah... him.

¥ Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fikih... him. 7.

Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalan Islam Mermurut Mazhab Syafi'i,

Hanafi, Maliki, Hambali, cet. 10, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), him. 1
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Lagiza _5‘
“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan

hukum kebolehan watha’ dengan lafadz nikah atau
tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”

Menurut ulama Malikiyah pengertian nikah adalah:

P

-

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan
hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’,
bersenang-senangedan ménikmati apa yang ada pada
diri seorang wanita yang dinikahinya”

Sedangkan menurut golongan ulama Hanbaliyah,
mendefinisikan bahwa nikah adalah :
glaul) Azdia o mag 30 o IS0 Laily dGe g

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz

nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat,

bersenang-senang dengan wanita™.>!

S'Abdurrahman al-Jazairi, Kitab al-Fikih... hlm. 8.
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Lafaz nikah di dalam Al-Qur’ansemuanya mengandung
arti akad (23=) kecuali dalam firman Allah surat al-
Bagarah [2]:230:%

Mo e W g3 oS s Doy e 4l o i Lgilha 4
353 Lady o Bl of Leand i o Lagale 2 liaMid sl

“Kemudian jika sisuami mentalaknya (setelah talakyang
kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya
hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian
jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada
dosa bagi keduanya (bekas-suami pertama dan istri)
untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan
dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-
hukum Allah diterangkaniNya kepada kaum yang (mau)
mengetahui.>

Pengertian nikahsebagaimana, yang disampaikan oleh
mazhab-mazhab tetsebut berkisar tentang “kebolehan dan
kenikmatan”, lebih_bersifat_ kebutuhan._dan kepuasan
biologis.” D1 "sisi laitn-Imam-Taqiydddin-menyampaikan
pengertian nikahCyang menfokuskan pada proses dan -
persyaratan pernikahan, beliau menyatakan bahwa nikah
adalah :

.L:ijJ‘_,uEJ&ié&Mi)M\ﬁﬂlucs_)g&

32Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, Faisiru al-allam Svarh 'Umdai al-
Ahkam, alih bahasa, Kathur Suhardi, Syarah Pilihan hadis Bukhari-Muslim, cet.7,
(Jakarta: Darus Sunah,2008), hlm. 739,

¥Departemen Agama RI, Al-Qur 'an dar Terjemahannya, (Jakarta: CV. Ferlia
Citra Utama, 2001}, hlm.56.
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“Ungkapan tentang akad (perjanjian) yang telah
masyhur (dikenal masyarakat) yang mengandung rukun-
rukun dan syarat-syarat.”>

Pengertian yang disampaikan oleh Imam Tagiyuddin ini,
barangkali mengacu kepada definisi ibadah-ibadah yang di
dalam Islam. Kebanyakan definisi ibadah yang
dikemukakan oleh para ulama tidak lepas dari rukun dan
syarat, seperti pengertian wudhu, sholat, puasa dan zakat.
Hal ini dapat dimaklumi, karena memang perkawinan
dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pengertian
perkawinan yang lain dikemukakan oleh Abbas Mahmud
al-Aqgad yaity-suatu perjanjian atau kesepakatan untuk
bercampur atayd bergaul dengan sebaik-baiknya antara
seorang laki-laki dengan, seorang perempuan dalam status
suami istri yangisah>>Defifisi ini memuat empat hal, yaitu
kebolehan bercampun atad | bergaul, tatacara pergaulan
adalah pergaulan; yvang baik, kebolehan bergaul bagi
seorang laki-laki-dan perempuan yang bukan mahram, dan
sebagai pasangan suami istri yang sah. Poin-poin ini paling
tidak’ lebih Yuas—di bandingkatrdengan definisi yang
disampaikan 6leh mazhab-mazhab sebelumnya. Definisi
perkawinan selanjutnya dari sudut pandang hukum positif.

Perkawinan dari sudut Hukum Positif

Hukum positif yang dimaksud adalah semua peraturan
yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang
perkawinan. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang
merupakan Intruksi Presiden tentang peraturan perkawinan
khusus bagi masyarakat muslim disebutkan bahwa

77.

3 Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, Kifayah... him,

$Syauqgi Nawawi, “Sikap Islam Tentang Poligami dan Monogami®, dalam

Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, (ed.)Problematika Hiukum Islam
Kontemporer, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), him. 112.
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perkawinan adalah akad yang sangat kuat (misagan
galizan) untuk mentaati  perintah  Allah  dan
melaksanakannya merupakan ibadah®® yang bertujuan
untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah.”’

Implikasi dari akad yang sangat kuat ini adalah
dibolehkannya (dihalalkannya) laki-laki dan perempuan
bergaul sebagai suami istri yang sebelum akad merupakan
sesuatu yang terlarang (haram). Perkawinan dalam rangka
mentaati perintah Allah, tetapi ulama berbeda pandangan
tentang hukum perkawinan. Jumhur ulama berpendapat
bahwa hukum nikah adalah sunnat. Menurut Daud (ahli
zahir), hukumnya wajib bagi mereka yang telah kuasa dan
mampu untuk menikah.4Sedangkan sebagian ulama yang
lainmenyatakan bahwa hukummikah ada yang wajib, ada
yang sunnat dan bahkan'ada yang haram.

Perbedaan hukum|ini tergantung kondisi dan motivasi yang
bersangkutan. Hukum wajib berlaku bagi mereka yang
sudah sanggup (lahir ‘bathin) untuk menikah, takut dirinya
Jjatuh kelembah kejahatan (perzinaan).Hukum sunnat,
karena memarng Hukum ‘asalitya'adalah surnat. Sedangkan
haramnya hukum®nikah jika mofivasi seseorang menikah
tiada mau_menunaikan kewajibannya terhadap istrinya,
baik nafkah'lahir-atawnafkah-bathin 4

Pada Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah * ikatan
lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah

*Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Peaksanaan
Instruksi Presiden RI Nomor | Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991, Kompilasi Hukum
Islam (KHI), Bab I1,Pasal 2.

37K HI, pasal 3.
Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan... hlm, 2-3.
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tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.
Definisi perkawinan dalam Undang Undang ini lebih luas
dan mendalam pemaknaannya dari defnisi yang diutarakan
oleh ulama mazhab dan yang terdapat dalam KHI.
Beberapa unsur dan pokok pikiran dalam definisi
perkawinan menurut Undang Undang ini sebagai berikut®”:
1). Perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal tidak

2).

dapat dipisahkan, tidak hanya sekedar ikatan lahir
atau hanya sekedar ikatan batin, melainkan
keduanya harus terpadu erat. lkatan lahir
menunjukan—bahwa,_ia dapat dilihat dan juga
mengandiung makna | bahwa ikatan suami istri
terdapat -hubungan hukum. Ikatan lahir disebut
juga denganeikatan formal yang mengikat antara
suami dan istri serfap pihak ketiga. Sedangkan
ikatan batin adalah-ikatan yang ahanya dapat
dirasakan‘oleh mereka berdua.

Perkawinam tetsebut antara.seorang pria dan
seorang~wanita, priay yang sesungguhnya dan
wanita yang sesungguhnya pula. Negara tidak
mengakni__dan’' ‘melasang), perkawinan sejenis.
Perkawinan tidak dapat dilakukan antara pria
dengan pria ataupun antara wanita dengan wanita.
Ungkapan ini juga memberikan pemahaman
bahwa undang undang Perkawinan menganut asas
monogami.

3). Sebagai suami istri, ikatan antara seorang pria dan

seorang wanita dipandang sebagai ikatan suami
istrt apabila telah memenuhi syarat-syarat yang

¥R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Undang Undang

Perkawinan di Indonesia, {(Bandung: Airlangga University Press, 1988), him, 38.
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ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
Syarat sahnya suatu perkawinan terbagi menjadi
syarat intern dan ekstern. Syarat intern berkaitan
dengan para pihak yang akan melakukan
perkawinan, sedangkan syarat ekstern
berhubungan dengan formalitas-formalitas yang
harus dipenuhi dan dijalani oleh dalam
melangsungkan perkawinan. Disinilah letak
kekuatan hukum yang melandasi perkawinan yang
diberikan oleh negara kepada warga negaranya.

4). Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

5).

dan kekal, ini merupakan tujuan dari perkawinan.
Keluarga merupakan institusi masyarakat yang
paling kecil/yang terdiri dari ayah, ibu dan anak.
Keluarga | dibangun 'dengan suatu harapan
memberikarrkebahagiaan kepada seluruh anggota
keluarga selama:lamadnya, sampai kematian yag
memisahkan.

BerdasarkKan—Ketulianan' “Yang~ Maha Esa,
mengandung, imakna /bahwa perkawinan tidak
dapat,_dilepaskan dari ;agama dan kerohanian.
Sehingga-dalam "undang-undang ini, perkawinan
dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut
hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya. Perkawinan yang dilaksanakan
diluar hukum agama secara otomatis tertolak dan
tidak sah.

Menurut penulis pengetian perkawinan
yang terdapat dalam Undang-Undang inilah yang
mengakomodir pengertian nikah dari berbagai sisi,
baik sisi bahasa, Fikih dan sosial budaya
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masyarakat  Indonesia.  Sehingga  konsep
perkawinan inilah yang menjadi acuan dalam
penelitian ini.

2. Pencatatan perkawinan

Kalimat Pencatatan perkawinan terdiri dari dua kata yaitu
pencatatan dan perkawinan. Sebelumnya sudah di sampaikan
pengertian tentang perkawinan. Pencatatan berasal dari kata
“catat’” yang berarti tulis, mencatat artinya menuliskan sesuatu
untuk peringatan ( dalam buku catatan) atau memasukkan
kedalam buku daftar, semakna dengan mendaftar.®® Ruang
ligkup proses péncatatan’ perkawinan tercantum dalam
Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019. Pada
PMA tersebut di|sampatkan bahwa pencatatan perkawinan
meliputi lima hal, yaitu sebagaiberikut :

1). Pendaftaran kehendak/nikah

2). Pemeriksaan kehendak-nikah

3). Pengumuman kehendak nikah

4). Pelaksahadn percatataivnikah

5). Penyerahan buku nikah

Kelima hal ini,~dimuldr-\dasi \ pendaftaran sampai pada
puncaknya penyerahan bulu-nikah (kutipan akta nikah) kepada
suami dan istri” meérupakan” rangkaian yang tidak dapat
dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena setiap
tahapan adalah bagian dari yang lain dalam menghasilkan
validitas dan keabsahan pencatatan.

Pendaftaran kehendak nikah dilakukan oleh calon mempelai
atau wali atau orang yang diberi kuasa di Kantor Urusan Agama
(KUA) tempat akan dilangsungkannya akad nikah secara
tertulis. Waktu pendaftaran paling lambat 10 hari kerja sebelum
pelaksanaan nikah.Namun jika dikarenakan sesuatu hal,

89Departemen Pendidikan Nasional, Kamus ...,him, 103.
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pelaksanaan nikah dapat di lakukan kurang dari sepuluh hari
dari pendaftaran tetapi harus ada dispensasi dari Camat atas
nama walikota atau bupati. Karena pendaftaran dilakukan
secara tertulis, maka harus mengisi formulir pendaftaran
dengan melampirkan: surat pengantar nikah dari desa, foto kopi
akta lahir atau surat keterangan lahir, foto kopi Kartu Tanda
Penduduk (KTP), foto kopi kartu keluarga, surat rekomendasi
nikah, surat persetujuan mempelai, izin tertulis dari orang tua
atau wali atau pengadilan (apabila tidak ada orang tua dan wali),
jika calon mempelai berumur kurang dari 21 tahun, dispensasi
pengadilan jika calon mempelai baik laki-laki maupun
perempuan masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun), izin
atasan bagi anggota Tenfara Naisonal Indonesia (TNI) atau
Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), izin poligami dari
pengadilan jika status|¢alon sumamnsudah beristri, serta akta
cerai atau akta kematian bagi status duda atau janda.%! Semua
lampiran ini merupakan‘persyaratan-administrasi.

Pemeriksaan dokumen-dilakukan di KUA oleh petugas yang
berwenang dengan metighadirkan—calon mempelai dan wali
untuk memastikan, tidak-adanya-halangan menikah. Setelah
pemeriksaan-dan dinyatakan ledgkap,” maka“ealon mempelai
dan wali serta kepald KU / pénghulu®? membubuhkan tanda
tangan di formulir pemeriksaan, Namun jika persyaratan belum
lengkap, kepala'KUA“atau penghulu-mémberitahukan secara
tertulis kepada yang bersangkutan (calon mempelai atau wali)
untuk segera melengkapi kekurangan persyaratan. Kekurangan
persyaratan tersebut paling lambat diserahkan satu hart kerja

1L ihat: Pasal 3, ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan pasal 4 ayat (1), huruf a —n,
Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pernikahan,

Terdapat perbedaan antara kepala KUA dan penghulu, kepala KUA adalah
penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai kepala KUA, sehingga setiap kepala KUA
adalah penghulu tetapi tidak setiap penghulu kepala KUA. Lihat:pasal | angka 7
Peraturan Menteri Agama R[ (PMA), Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan
Pemikahan.
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sebelum pelaksanaan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat
memenuhi kekurangan persyaratan atau terdapat halangan
pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka
pernikahannya ditolak. Penolakan oleh Kepala KUA atau
penghulu kepada yang bersangkutan secara tertulis dengan
mencantumkan alasan penolakannya.5?

Pengumuman kehendak nikah dilakukan jika semua ketentuan
pernikahan telah terpenuhi. Pengumuman dibuat oleh kepala
KUA selanjutnya dipasang di tempat yang dapat diakses oleh
masyarakat.®® Ketentuan tentang pengumuman kehendak
merupakan suatu usaha pemerintah untuk memberitahukan
kepada kalayak ramai-tentang-rencana pernikahan seseorang,
sehingga memberi” peluang kepada setiap orang untuk
menggugat atau menghalangi- pernikahannya jika tenyata
terdapat pemalsuan atall penipuan identitas yang belum
diketahui oleh petugas KUA.

Pelaksanaan pencatatart nikah—dilakukan setelah selesainya
proses akad nikah./Sedangkan proses akad nikah dapat
dilaksanakan jika semua ketentuan persyaratan administrasi
serta syarat dan tvkun-nikah-terpenuhi)\ Rikun nikah tersebut
meliputi adanya ¢alon suami, calon istri, wali, dua orang saksi
dan ijab qabul.Jika salahsatu dari lima rukun nikah ini tidak
terpenuhi, maka_akad) nikahmya-dapat, dipastikan tidak sah.
Setelah akad nikah dilaksanakan maka akad nikah tersebut
dicatat dalam akta nikah, kemudian kedua mempelai, wali, dua
orang saksi dan kepala KUA/penghulu membubuhkan tanda
tangan pada formulir akta nikah tersebut. %3

63 ihat:Pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 Peraturan Menteri Agama RI (PMA),

Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

4L jhat; Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI (PMA), Nomor 20 Tahun 2019

Tentang Pencatatan Pernikahan.

550 ihat Pasal 9, pasall0, dan pasal 20Pcraturan Menteri Agama RI (PMA),

Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.
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Penyerahan buku nikah dilaksanakan sesaat setelah terjadinya
akad nikah. Buku nikah berjumlah dua buah, yaitu untuk suami
dan untuk istri. Masing-masing mempunyai hak atas buku
nikahnya, salah satu pihak tidak boleh mengambil secara paksa
atau menyembunyikan tanpa sepengetahuan pihak lain, buku
nikah yang bukan menjadi haknya. Jika terdapat halangan,
penyerahan buku nikah bisa dilakukan maksimal tujuh hari
setelah terjadinya akad nikah. Sebagai bukti fisik yang otentik
suatu pernikahan, maka buku nikah ditandatangani oleh kepala
KUA. Disamping buku nikah, KUA juga menyerahkan kartu
nikah. Pada kartu nikah terdapat foto kedua mempelai, juga
terdapat barcode yang jika dicek berisi tentang data pernikahan
kedua mempelai.®® Halini memberikan kemudahan, efektif dan
efisien bagi pemiliknya,karena kartt tersebut dapat disimpan di
dalam dompet dan dibawa kemanapun pergi.

Dari uraian di atas disimpulkanahwa pencatatan perkawinan
adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa perkawinan yang
diakukan oleh petugas yang berwenang setelah lengkap dan
terpenuhinya semua ketentitan dan persyaratan perkawinan.

3. Magqasid al~syari’alt Jasser Auda

Magasid al-syari’ah'terdiri-dari ‘dua’kata, yakni maqasid dan
syari’ah. Secarapbahasa magasid=( €= Le\)merupakan bentuk
jamak dari magshad (<2« ) yang berarti maksud atau tujuan
(2<3).°7 maqasid merupakan derivasi dari kata 3el - »iyang
memiliki beragam makna, yaitu menuju suatu arah, tujuan,
tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus,

¢ihat: pasal 21 Peraturan Menteri Agama Rl (PMA), Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Pernikahan.

57Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Coan, (ed.),
{London: Macdonal and Evans LTD, 1980), hlm. 767.Lihat juga:Ahmad Warson
Munawwir, Kamus...,hlm. 2246.
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tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan.®*Makna lain
dari kata kedua adalah al-syari'ah (*=—,—3) yang secara
bahasa berarti sebagai jalan menuju sumber air, yakni jalan ke
arah sumber pokok kehidupan.®®Sedangkan kata al-syari’ah
secara etimologi berasal dari kata :le ,d-¢ »&—¢ »5 yang berarti
membuat syari’at atau undang-undang, menerangkan serta
menyatakan.Dikatakan =% s g5 berarti ia telah
menunjukkan jalan kepada mereka ataubermakna sannayang
berarti menunjukkan jalan atau peraturan.’

Dalam terminologi fikih, syari’ah berarti hukum-hukum yang
disyari‘at oleh Allah untuk hambaNya baik yang ditetapkan
melalui al-Qur’an maupun-as-Sunnah yang berupa perkataan,
perbuatan, atau ketétapan Nabi;’| Syari’ah juga mengandung
makna “hukum-hikuni Islam-'yang dianggap suci karena
diambil langsung|dari al=Qur'an dan Hadis, hukum ini
mengandung  aturan-atufan yang sangat detail hingga
menyangkut setiap-sisi-Kehidupan kaum muslimin.
Berdasarkan uraian‘tentang/ syari’ah di atas dapat disimpulkan
bahwa syari“ah adalah hukum yang ditetapkan Allah dan
tingkat kebenarandya-bersifatanutlak/Sehitgga hal ini berbeda
dengan fikih yangimerupakanj hal ijtihad yang kebenarannya
bersifat relatif, temporal dan lokalistik. Dalam kajian keilmuan

88 Ahmad [mam Mawardi, Fikih Minoritas: Fikih al-aglivyat dan dan Evolusi

MAQASID asy-Syari ah dari Konsep ke Pendekatan, (Yogyakarta: LkiS, 2010), him.
178-179,

$Ibn Manzhur al-Anshari al-Ifrigi, Lisan al-"Arab, (Beirut: Dar Kuwb al-

Ilmiyyah, 2009), him. 209. Lihat juga: Fazlur Rahman, fslam, alih bahasa Ahsin
Muhammad, (Bandung: Pustaka,984), him. 140.

" ihat: Hasbi Umar, Nalar Figih Kontemporer, (Jakarta: Gaung Persada

Press, 2007}, him. 36.

" Ahmad Imam Mawardi, Fikih..., him, 118.

Lihat: Karen Amstrong, Berperang demi Twhan; melanjuthan kesuksesan

sefarah Tuhan, Fundamentalisme dalam Islam, Kresten dan Yahudi, cet. 11, (Bandung:
Mizan, 2001), hlm. 594.
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syariat Islam dilakukan dalam ilmu fikih, meskipun fikih sendiri
berbeda dengan syari“at namun Fikih merupakan interpretasi
dan penjabaran lebih lanjut dari syari“at Islam.”

Menurut Satria Efendi, maqasid al-syari’ah mengandung dua
pengertian, pengertian umum dan pengertian khusus.
Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang
dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik
yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan
yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum
itu identik dengan pengertian istilah magasid as-syari’ (maksud
Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah
dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian
magqasid al-syari’ah yang bersifat khusus adalah substansi atau
tujuan yang hendak |dicapai, olel suatu rumusan hukum.’
Secara etimologi, sebagaimana tercantum dalam kamus 2 jam
al-ma’ani al-jami’, pengertiandari magasid al-syari'ah adalah:

Pl teaay 0l Calaals
“tujuan (yang hendak diraih)-ditetapkannya syari’ah”

MenurutnAbu/ Zahrah, hukum-hikutm itu (syari’ah) -
ditetapkan pasti memiliki tujuan, tujuannya bukan untuk
hukum itu sendiri; hamun ada ‘tujuan lain diluar hukum
itu, yakni 'keémaslahatan ~Meraih/"dan mewujudkan
kemaslahatan inilah yang merupakan tujuan hakiki
ditetapkannya hukum Islam.” Dinyatakan dalam kaidah

"Muniron,dkk, Studi Islam di Perguruan Tinggi, (Jember: STAIN Press,
2010}, him. 46.

™Satria Efendi dan M. Zein, Ushau! Fikik, hlm. 233.
BMu’jam al-Ma’ani al-Jami’, dikutip dari

hitps://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D9 %85%D9%:82D8%B5%D8%AF/. digkscs
pada Sclasa, 26 Mei 2020 waktu 10.27 WIB.

"SMuhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fikih, (Mesir: Dar al-Fikr al-*Arabi,
1958), him, 366.
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ushuliyyah bahwa tujuan umum Syari’ (pembuat
syari’at) dalam mensyari’atkan hukum adalah untuk
merealisir kemashalahatan manusia dalam kehidupan ini,
menarik keuntungan untuk mereka dan melenyapkan
bahaya dari mereka.”” Maka dengan demikian Magasid
al-syari’ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai
dari suatu penetapan hukum, ®sebagaimana diungkapkan
oleh Syathibi :

Plaa a1y Jaladh 8 Suall mllical a Lail g U auia g B

“sesungguhnya sydri’ (pembuat shari’at) dalam
mensyari’atkan hukumnya bertujuan untukmewujudkan
kemaslahatan hambanyd baik di dunia maupun di akhirat
secara bersamaan”

Tujuannya penetapan syariat adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan umat-manusia,-nicwujudkan kebaikan sekaligus
menghindarkan keburukan,/atau menarik manfaat dan menolak
mudharat.?
terbagi | tiga \tingkatan, ~vakti | denferiyald (primer), hajivat
(sekunder), dan taksiniyat (tersier).

Daruriyat bertujuan untuk menjaga lima prinsip pokok dalam

Kemaslahatan yang hendak diwujudkan tersebut

kehidupan | | “\manuia) | \(agama, /jiwa, akal, harta,
kehormatan/keturunan), lima prinsip pokok ini disebut juga

"Abdul Wahhab Khallaf, Mmu Ushul Fikik, , alih bahasa Noer I[skandar Al-

Barsany dan Tolkhah Mansur, Kaidah-Kaidah Hukum {slam, cet.3,(Jakarta: Rajawali,
1993), hlm. 331.

" Asafri Jaya, Konsep Maqasid al-svari'ah Menurut al-Syathibi,( Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

™Abu Ishaq al-Syathibi, Ai-Muawafagar Fi Ushul al-Svari’ah, (Beirut: Dar al-

Ma’rifah, 1997), him. 7.

0Amir Mu'allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikivan Hukum Islam,

(Yogyakarta:UIIPress, 1999), him. 92,
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dengan al-mabadi’ al-khamsah. Jika pemeliharaan dan
penjagaan terhadap lima aspek pokok ini tidak terwujud maka
akan merusak kehidupan di dunia dan akhirat. Hajiyat bertujuan
unntuk menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan
hidup, sehingga menjadikan lima prinsip tersebut lebih baik.
Pengabaian terhadap hajiayat tidak sampai merusak lima
prinsip pokok terebut, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi
manusia. Tahsiniyat dimaksudkan agar manusia dapat
melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan
lima prinsip pokok dan tercapai akhlak yang mulia. Pengabaian
terhadap tahsiniyat menjadikan pemeliharaan terhadap lima
prinsip pokok tidak sempurna.®!

Pemahaman dan pemaknaan oleh wlama klasik terhadap a/-
mabadi’ al-khamsahiny, bersifat [6kal, tertutup dan terbatas
serta individualistik, tidak bersifat universal yang sesuai dengan
tuntutan dan perkembanganiZaman. Jasser Audah datang
menggeser paradigma t€ori magasid klasik yang dikembangkan
oleh ulama klasik ‘menjadi teori Magasid al-syari’ah
kontemporer.®?

Pergeseran, patadigma ~magasid- klasik, menuju magasid
kontemporer-adalah dalanrrangkamenjdwab tantangan zaman
yang terus berkembang, Schingga hukum Islam betul-betul
sesuat dengan kondisi waktu dan_tempat, menjadi solusi atas
setiap persoalan‘yang-dihadapi oleh umat.

Lima prinsip dasar dalam beragama (kullivat al-khamsah) yang
terdiri  dari  menjaga/melindungi agama (hifz  ad-din),
menjaga/melindungi akal (hifz al-‘aql),
menjaga/melindungijiwa (hifz al-nasf), menjaga/melindungi
harta (hifz al-mal), dan menjaga/melindungi kehormatan ( hifz
al’irdh) umumnya kelima pemaknaannya berkisar antara

81Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Mueawafagar... him.29-22,

#2Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum
Islam Dalam Merespon Globalisasi”, Asy-Syir'ah, Jumal llmn Syari’ah dan Hukum
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 46, No.ll,
(Juli-Desember, 2012), him. 364.
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aqidah, ibadah, tidak merusak akal, perkawinan dan larangan
berzina, serta mempertahankan harta yang menjadi haknya.
Formula kelima prinsip pokok ini dianggap baku dan tidak perlu
dipertanyakan ulang seiring dengan perkembangan dan
perubahan zaman.®® Pandangan wmum ini tidak diikuti oleh
Jasser Auda, ia tidak serta merta menerima begitu saja tanpa
mau mengkritisi. Menurutnya, jika memang kuliyyat al-khams
ini penting dan fungsional, dalam artian berfungsi dan dapat
membawa perubahan kehidupan umat pada era kontemporer
saat ini, maka seharusnya umat Islam telah berada di puncak
kejayaan, atau minimal telah menjadi acuan dan solusi atas
persoalan umat manusta—di—permukaan bumi ini. Namun
kenyataan yang dip¢roleh oleh Jasser sangat jauh dari harapan,
jika tidak ingin dikatakan bettolak belakang dengan idealnya.
Pertanyaan yang diajukan-Jasser, kenapa dalam kenyataan
hidup di dunia sehari-hari, fegara-negara yang mayoritas
berpenduduk muslim—jtstru—masih miskin, banyak menjadi
sumber masalah dari/pada pemecah masalah, tertinggal dan
negara-negara lain yang dulunya juga sama-sama negara
tertinggal? | Pertanyaan. ifii\ bukanlaii~pertanyaan tanpa data,
Jasser memperlihatkan data otentik berdasarkan laporan dari
United Nation Development ~ Programme (UNDP) yang
menyebutkan ‘bahwd Hinnair-Developizent Index (HDI) dengan
beberapa kriteria yang menjadi acuan menyatakan negara-
negara yang mayoritas berpenduduk Muslim, HDI nya masih
rendah 3

Terdapatnya jurang yang dalam dan jauh antara harapan dan
kenyataan sebagaimana uraian diatas, mendorong Jasser untuk

BAmin Abdullah, “ Epistemologi Keilmuan Kalam dan Fikih Dalam

Merespon Perubahan di Era Negara-Bangsa dan Globalisasi (Pemikiran Filsafat
Keilmuan Agama I[slam Jasser Auda), Media Syari 'ah, Jurnal Hukum Islam dan Pranata
Sosial Vol. XIV, No. 2, (Juli-Desember 2012), Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm 129,

Blhid.
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mencari sumber dan akar masalah. Ia mencermati dan
menganalisa dari berbagai sudut ilmu sesuai dasar dan latar
belakang pengetahuan yang diperolehnya sebelumnya.
Menurutnya perlu membongkar, memilih dan memilah,
membenahi pola pikir (wordview)® berkaitan dengan magasid,
khususnya kuliyyat al-khams yang telah mengakar, mendarah
dan mendaging, alias telah membudaya dalam pola pikir umat
Islam dimanapun mereka berada, sehingga sangat diperlukan
paradigma baru yangsudah barang tentu bukan hal yang mudah.
Itulah batu karang budaya pemikiran yang dihadapi Jasser dan
dicoba diurainya kembali asal-usul, perubahan dan
perkembangannya lewat pendekatan systems. 5

Magqasid al-syari'ah yang digagas dan dikembangkan berbeda
dengan digagas oleh< ulama seébelumnya. Jasser ingin
menjadikan magasid, tidak hanya sub bahasan konsep dalam
ushul Fikih, namun hatuis sebagai metodologi fundamental.?’
Menurutnya magqgasid | ‘bukan) hanya| bersifat individual dan
parsial, melainkan harus besifat/ sesial dan integral. Konsep
maqasid  digagas dan  dikembangkannya merupakan
transformasi dari yang bereorak proteetion(perlindungan) dan
preservation™ ~ (penjagdan) menuju © Ke devélopment
(pembangunan) dan rights (hak-hak'wanusia). Selain itu funman
development juga  bagian dari..mabda’ , dari Magasid al-
syari'ah.%8

8 Wordview adalah hasil atau produk dari sekian jumlah faktor yang dapat

membentuk seseorang memiliki pengetahuan yang luas. la dihasilkan dari segala sesuatu
yang mengelilingi kit atau apa yang ada di sekitar kita, seperti agama, lingkungan,
politik, masyarakat, ekonomi, bahasa, dan sebagainya. Nasrullah, *Maqasid Shariah
Sebagai Pendekatan Sistem Dalam Hukwin Islam”, de jure, Jurnal Syari’ah 1AIN Sunan
Ampel, Vol. 2 No. 2, (Desember, 2010), hlm. 103,

857hif.,
871bid., hlm. vxv.

81bid., him. 23-25.
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Pendekatan sistem (a systemn approach) yang
ditawarkan Jasser turut mengubah konstruksi magasid a system
approach tersebut memandang sesuatu secara holistik dan
terdiri dari sejumlah sub-sistem yang saling berhubungan.
Definisi sistem yang dimaksud oleh Jasser adalah serangkaian
interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah
keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk beberapa
fungsi.®® Menurutnya istimbat hukum Islam dengan pendekatan
sistem (a system approach) pada maqasid al-syari'ah
mensyarakatkan adanya fitur-fitur atau elemen-elemen sistem,
Jaser mengusulkan fitur-fitur sistem tersebut yakni kognisi
(cognition), keutuhan(wheleness), keterbukaan (openness),
keterkaitan  anta’  tingkatan  (interrelated-hierarchy),
multidimensionalitas (multidemensionality), dan
kebermaksudan (pofposefulnes).’’sebagai berikut :

% Jasser Audah, Membumikan Hukum Islam Melalwi Maqasid Syariah,

(Bandung: Mizan, 2015), hlm, 70.

Wlasser Auda, Magasid al-Shariah... hlm. 250.
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Kebermaksud

Gambar 1. Fitur~f Pendekatan Sistem menurut

KJ@—ﬁMkeyakinan seseorang
tentarﬂ\l% NEgaPﬂkan dari proses

berpikir tentang sesuatu. Artinya, Jasser dalam fitur
ini memisahkan antara wahyu dan kognisi manusia.
Fikih menurutnya harus digeser dari klaim sebagai
pengetahuan ilahiyah yang sakral, absolut dan tidak
bisa diganggu gugat menuju kognisi manusia yang
mengandung kemungkinan salah dan keliru. Cara
pandang seperti ini akan menyadarkan, bahwa ayat-
ayat al-Qur’an adalah wahyu (nash) yang tidak
berubah dan diyakini kebenarannya, berbeda
dengan Fikih yang merupakan hasil interpretasi
ulama terhadap nash, sehingga bersifat subjektif.
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Maka tidak ada klaim bahwa pendapatnya lah yang
paling benar dan paling baik. Hal ini sangat
diperlukan guna membangun Fikih yang
responsif.’!

2). Utuh (Wholeness)

Fitur sistem ini menghendaki cara pandang
yang utuh dan menyeluruh, segala sesuatu harus
dilihat secara holistik. Setiap relas sebab akibat
adalah satu bagian dari keseluruhan, di mana setiap
hubungan menghasilkan sesuatu yang menyeluruh
dan utdh.”® . Deéngan demikian pendekatan
universalitas _ddn_ pfinsip-prinsip dasar filsafat
hukum Islammmenjadi bekal penting bagi seorang
fagih kontemporer.

3). Keterbukaan {Opcrunes)

Agar hukum Islam tetap “hidup” dan
responsif serta solutif atas-setiap masalah yang
muncull @an terus bergerak disetiap tempat dan
setiap masa, maka harus terbuka. Selain membuka
diri, setiaphasil ijtiiadjuga-harus terbuka terhadap
berbagai kemungkinan kritik, perbaikan dan
penyempurnaan. Schingga fitur ini menghendaki
adanya pendekatan interdisipliner, multidisipliner,
bahkan transdisipliner guna memecahkan berbagai
persoalan®.

Y1 Jasser Audah, Magasid ... him. 46.

2fbid.

SInterdisipliner adalah pemecahan terhadap suatu masalah menggunakan
tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu.
Multidisipliner adalah penggabungan beberapa disiplin ilmu untuk bersama-sama
memecahkan masalah, Traasdisipliner adalah integrasi dari multidisipliner untuk
membahas dan memecahkan masalah.
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4). Keterkaitan antar tingkatan ( Interrelated-hierarchy)

Sekalipun dalam Maqasid al-syari’ah
klasik terdapat hirarki atau tingkatan-tingkatan,
namun tingkatan tersebut saling berkaitan dan sama
pentingnya. Sehingga hajiyat dan tahsiniyat tidak
selalu tunduk pada daruriyat. Pemenuhan salah satu
kebutuhan harus dalam rangka mewujudkan
kebutuhan dasar dibawahnya.* Aplikasi fitur ini
seperti, sholat sebagai aspek daruriyat, olah raga
yang merupakan aspek Ahajiyat, dan rekreasi yang
termasuk aspek tahisiniyat adalah sama-sama
penting untyk Idilakukan, karena pemenuhan
terhadap kebutuhangasmani dan rohani.?

5). Multidimensionalitas (Multy+dimesionality)

Umumnya-eara berfikir, terkhusus cara
berfikir dalamhal keagamaan, seringkali fenomena
dan ide diungkapkan dalam istilah yang bersifat
dikhotomis \bahkali “teskesan berlawanan, seperti
fisika-metafisika, empiris-rasional, agama-ilmu,
deduktif-induktif, kolektif-individual, dan begitu
seterusnya.. _Cara| berfikip | geperti ini  hanya
merepresentasikan terbatas satu tingkatan berfikir
saja, karna hanya memperhatikan satu faktor saja.
Pada hal di masing-masing pasangan tersebut dapat
dilihat dari sisi saling melengkapi (complementary).
Contoh antara agama dan ilmu, agama atau wahyu
ilahi sebagai sesutau yang lebih sentral, lebih

NJasser Auda, Magasid..., him. 48.

% Amin Abdullah, “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan: Pendckatan
Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial”, Swlgm, Jumal Studi Masyarakat Islam,
Universitas Muhamaddiyah Malang. Vol. 14, No. 1, (januari — Juni 2011, hlm. 28.
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penting. Padahal jika dilihat dari dimensi lain
keduanya dapat saling melengkapi dalam usaha
manusia mencapai kebahagiaan, atau untuk
menjelaskan asal mula kehidupan, sehingga tidak
meletakkan pada posisi dikhotomis.

Berkaitan dengan dalil-dalil yang terkesan
bertentangan (¢a 'arudh al-adillah), untuk mengatasi
problematika ini Jasser menyarankan agar para
ulama fikih kontemporer menggunakan kerangka
berfikir magasid, yakni mengambil skala prioritas
pada teks dengan mempertimbangkan kondisi sosial
dan buddya'<yang’ ada, bukannya teks tersebut
dipandang® beéntentangan kemudian dihapus,
ditangguhkanwatad didiamkan. Sebab, menurut
Jasser, bagaimana mungkin firman-firman Allah
yang diturunkan_ oleh Allah sendiri saling
bertentangan? /Hal)|iri/ bahkan akan melemahkan,
merendahkan dan bahkan menuduh bahwa Allah
tidak | semipurna-* “Sehingga), pandangan terhadap
teks yang. dianggap saling bertentangan seperti
diuraikan™di—atas ‘hatus dihindari. Dengan fitur
multidimesionaligypara-pemethati pemikiran hukum
Islam akan sadar bahwa hukum Islam sesungguhnya
menggunakan dan melibatkan banyak dimensi,
yang diantaranya sumber-sumber, asal usul
kebahasaan, metode berfikir, mazhab-mazhab,
sampai budaya dan sejarah. Kritis, multi-dimensi,
berfikir bebasiskan sistem serta orientasi berfikir
kepada tujuan (magasid) diyakini Jasser akan dapat
memberikan jawaban kerangka berfikir yang

S8Amin Abdullah, Epistemologi..., him.140-141,
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memadai dalam analisis serta pengembangan teori
hukum Islam.?” bahkan lebih dari yang diharapkan.

6). Kebermaksudan ( purposefulness)

Maksudnya, semua fitur-fitur dalam
sistem ini selalu mengacu kepada tujuan utama,
tidak boleh lepas darinya. Masing msaing fitur
sangatlan saling berkait berkelindan, tidak ada yang
berdiri sendiri, tidak ada yang lepas antara yang satu
dengan yang lainnya, sebab jik ada yang terlepas
maka bukan sistem namanya.”®

Magasid( gl-syari’ah dalam perspektif klasik
yang terbagi dalam tiga'level; daruriyyat (Sl sz,
hajivat (<\as\sl), danahsiniyat (<hiaill), ymumnya
dipahami secara hierarkis dan,binary-valued. Sehingga
klasifikasi maqasid_al’syari’ah perspektif tradisonal
dapat digambarkan sebagai berikut:*°

l-llﬂ;‘.;“ C'.\Llﬂ_)_,_)_"...h“ Gt el

NOONES LA——

4 - N
.L'n.i\A a1l

=
el Jeall Joad b Sanl Tl

Gambar 2. Klasifikai magasid al-Syaria'ah Dalam
Perspektif Tradisional

1hid., him. 142.
B ihid.

P bid., hlm. 3.



Tabel 1. Contoh Maqasid al-syari'ah Dalam Kategori
Daruriyat

Magasid al-syari'ah dalam kategori daruriyyat
perspektif tradisional :

RN Iman dengan rukun-rukunnya,
syahadatain, dasar-dasar aqidah
dan dasar-dasar ibadah (sholat,
cpall zakat, haji, dll).

s Dakwah, menghadapi musuh,
jihad, menindak yang murtad,
mencegah pendangkalan akidah.

Al Kewajiban  mencari  nafkah,
A pemikahan.
laga Haramnya merusak tanaman,

ditegakkannya hukum gishias.
sl Allah memberikan akal kepda
setiap  manusia,  kewajiban

Jaali menuntut ilmu dasar.
Jada Haramnya mengkonsumsi yang
dapat  menghilangkan  akal
(khomar).
) Disyari’atkannya berbagai
(i bentuk mu’amalat/transaksi.
Jlall BT Haramnya mencuri, adanya
hukuman pencurian,larangan
mertisak harta orang.
Ao Disyari’atkannya pernikahan.
a el Ll Pt Dilarangnya  perzinahan dan

aborsi, adanya hukuman bagi
penzina dan penuduhnya.

Dalam kategori hajiyat
Tabel 2. Contoh Magasid al-syari'ah dalam Ketegori
Hajiyyat

cuddl Disyari’atkannya rukhshah (dispensasi)
seperti jama’ sholat (an tayamum.
Tidak ditcgakkannya gishas karena

il ketidak jelasan pembunuhan dan diganti
dengan diat (denda).
Jaxdl Kewajiban belajar dan menuntut ilmu

lebih dalam.
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Dibolehkannya mu’'malah yang terlepas

JLali dari kaidah umum, seperti akad salam,
istisna’, muzara'ah,
oa_ali Jaill Disyariatkannya pernikahan.

Sedangkan dalam kategori fahsiniyat
Tabel 3. Contoh Maqasid al-syari'ah dalam Ketegori

Tahsiniyyat
O-‘-"“ Memakai pakaian yang bagus ke masjid
- dan menjalankan hal-hal sunnah.
Makan dengan aneka rupa menu dan

il bervitamin.

Jaady Melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan lebih tinggi, kelengkapan
belajar.dengan fasilitas komputer.

Lt Larangan| membeli barang najis dan
membeli atas tawaran orang lain.

et Ll Permijkahan dengan resepsi.

Interpretasi magasid-klasik/beérkaitan dengan lima prinsip
pokok ini menurut Jasser dimaknai dengan paradigma baru

menuju patadigmamagasid Kontemmporer (yaitu
Tabel 4. Pergereran Paradigma Teori Magqadis Klasik
Menuju Kontemperer

No Teori Teort
magasidKlasik magqasidKontemporer
1 Menjaga Agama Menjaga, melindungi
(ad-Din) dan menghormati
kebebasan  beragama
dan berkepercayaan
2 Menjaga  Jiwa| Menjaga dan
(an-Nafs) dan melindungi  martabat
kehormatan (a@/-| kemanusiaan, menjaga
‘Irdh) dan melindungi hak-
hak asasi manusia
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3 Menjaga akal (al-

Melipatgandakan pola

‘Aql) pikir dan research
ilmiah; mengutamakan
perjalanan untuk
mencari ilmu
pengetahuan; menekan
pola pikir yang
mendahulukan
kriminalitas,
kerumunan
gerombolan,
menghindari  upaya-
upaya untuk
meremehkan kerja
otak.

4 Menjaga Teori yang berorientasi

Ketarupan (an- pada perlindungan

Nasl) keluarga; kepedulian

yang lebih terhadap
institusi keluarga.

5 Menjaga Harta
(al-Mal)

Mengutamakan

kepedulian sosial;
menaruh perhatian
pada pembangunan dan
pengembangan

ekonomi; mendorong
kesejahteraan manusia;
menghilangkan jurang
antara miskin dan kaya.

Prioritas mabda’ Magasid al-syari’ah dalam perspektif
klasik adalah menjadikan kemaslahatan agama sebagai
prioritas dan barometer utama. Sedangkan perspektif
Jasser magasid al-syari’ah dipahami secara integratif dan
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multi-valued, dengan membaginya kedalam tiga kategori
yakni magasid al-ammah (A4=)), | dan maqasid al-juz ivah
(e 32l)), magasid al-khashah (=<=\3). magasid al —
ammah ditujukan kepada seluruh hukum Islam, tidak
terkecuali daruriyat dan hajivat dengan penambahan
tujuan yaitu keadilan dan falisitasi. Magasid al-juz ivah
ditujukan pada keputusan tertentu. Semisal upaya
mendapatkan kebenaran dengan menghadirkan sejumlah
saksi dalam persidangan pengadilan atau tujuan
menghilangkan keberatan/kesulitan (masyagqah)
denganmemberikan rukhsah (dispensasi) untuk tidak
berpuasa bagi yang sakit. Sedangkan magasid al-khassah
ditujukan pada bagiam Teilgnty, dalahm hukum Islam.
j dalam keluarga dan
pencegahan krimi El da ulgxm pidana.Penggambaran
ammah, juz 'ivah dpsi ke sgblagai berikut :'%°

agasid al-ammah

qasid al-juz’ivah

A&L’-k}mshah

Gambar 3. Klasifikasi Magasid al syari'ah Kontemporer

Ketiga kategori ini terintegrasi tanpa ada skala prioritas
dalam kebutuhan dasar manusia, karena masing-masing
elemen dalam kehidupan manusia saling bersinergi secara
imparsial dan membentuk suatu sistem. Jika digambarkan,
perspektif Jasser tentang magasid yang terintegrasi adalah

sebagai berikut ;'"!

1001bid., him. 5.
0 bid., hlm. 3.
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Gambar 4. Hubungan Interaksi Daruriyyat, Hajiyyat dan
tahsiniyyat Menurut Jasser Auda

Sinergitas komponen-komponen ini jika diaplikasikan
misalnya dalam masalah pernikahan, maka terwujudnya
keluarga yang sakinah merupakan tujuan hukum
(magasid), oleh karena itu agama menggariskanpentingnya
regenerasi dengan memerintahkan manusia untuk menikah
dengan lawan genis (dawurinyat). Keluarga sakinah akan
dapat diraih denga prinsip equality (kafa'ah)'*
ak| (hajiyyat). Dalam rangka
q‘f%l ‘ah ini, maka Islam mengatur
inarﬁ yang merupakan momen
penting sebelum: pernik hary Jadi, khitbah adalah bagian
dari aspek taﬁﬁnzyatyané “dilakukan pra nikah untuk

mene ajae i fyatdalam mencapai
sakmgmmme Aﬁan sebagai aspek
daruriyat.'" IS I_ A M

Demiki e 7 ikritisi, difermulasikan
dan dimgﬁg’ﬁﬁf a‘tidak menghilangkan
atau meninggalkan sama sekali konsep magasid yang telah
dibagun  oleh  ulama-ulama  terdahulu, namun

menyuntikkan semangat pembangunan dan pengembangan
dan penghargaan yang tinggi kepada hak-hak manusia.

'92Kafa’'ah atau yang populer dengan istilah “sekufu” adalah keseimbangan

keadaan antara calon suami dan calon istri, baik dari sisi agama, usia, pendidikan,
ckonomi, dan sebagainya.

1%Maulidi. *Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam: Sebuah

Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda™, 4/-Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum, Vol.
3, No. 1, (Juni, 2015), him. 14.
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Sehingga eksistensi hukum Islam selalu menjadi solusi di
setiap zaman dan tempat.

Perlu juga diutarakan dalam kerangka teori ini, bahwa
penerapan peraturan atau hukum bertujuan untuk
menjamin  dan memberikan perlindungan  kepada
masyarakat, namun di sisi lain dijumpai masyarakat yang
kurang memiliki kesadaran dalam penegakan hukum. Hal
ini juga terjadi dalam aturan pencatatan perkawinan.

Oleh karena itu, efektif atau tidaknya penegakkan hukum
serta tercapai atau tidaknya tujuan hukum menurut
Lawrence M. Friedmen, seorang pakar sosiologi hukum,
sangat tergantung kepada tiga sistem hukum yaitu Stucture
of law (struktur hukum), substance of the law(substansi
hukum), dan legal cultwe (Budaya hukum). Struktur
hukum berkaitan dengany lembaga dan penegak hukum
termasuk juga di|‘dalamnya legislatif serta bagaimana
hukum  dijalankan |menurut  Ketentuan-ketentuan
formalnya. Struktur  ini- juga, mengandung makna,
bagaimana lembaga pengadilan, pembuat hukum dan serta
proses hukum,itu berjalan-dan-dijalankan. %

Sedangkan 'substas: huleum ‘adalah hukum'itu sendiri yang
berupa aturan atai'nerma séita prilaku nyata manusia yang
hidup dalam sistem tersebut, Substansi hukum merupakan
seperangkat peraturanperundang-undangan yang mengikat
dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Berikutnya
budaya hukum yang berkaitan dengan kebiasaaan, cara
berpikir dan bertindak, keyakinan, harapan, dan pendapat
dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi
kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan
tertentu.'®

"™Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarata: Ekonisia, 2005, hlm. 24.

I05E K.M. Masinambow, (ed), Hukum dun Kemajemukan Budaya, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 2003), him. 1.
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Ketiga hal ini harus sejalan dan saling menopang dalam
mewujudkan tujuan hukum, sehingga bekerjanya hukum
bukan hanya sebagai fungsi perundang-undangan belaka,
namun juga aktifitas birokrasi pelaksananya. Berdasarkan
teori ini, penerapan pencatatan perkawinan bagi setiap
warga negara akan efektif jika ketiga unsur tersebut
berjalan baik. Dalam tulisan ini, pembahasannya diarahkan
pada substansi hukum, dalam artian perlunya
meningkatkan derajat hukum pencatatan dari “sekedar”
syarat administrasi menjadi salah saty syarat keabsahan
perkawinan.



BAB IT1
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang kajiannya
menggunakan data dan informasi serta sumber teori yang diperoleh dari
kepustakaan. Data dan informasi tersebut selanjutnya dianalisis,
dijabarkan dan pada akhimya dilakukan penilaian. Karena penelitian ini
sangat mengutamakan data dan informasi, maka penulis mencari
metode yang relevan dengan Kkarakteristik obyek studi dan
konseptualisasi teoritiknya.'%

A, Jenis Penelitian dan Pendekatan

Agar penelitian ini vbegjalan_dengan baik dan memenuhi
kriteria ilmiah yang dapat* diperfanggungjawabkan, maka
diperiukan metode tertentuZAdapun Metode yang penulis gunakan
dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, menganalisa
dan menghasilkan data-deskriptif yang hasilnya berupa kata-
kata, hasil penélitiamlebilinmenekankan\ makna dari pada
generalisir. sehingga tidak menekankan pada angka,'"” dengan
kajian pustaka (/fbrary reseach). Penelitian dengan kajian
pustaka adalah penelitian yang menjadikan sumber data berasal

dari literature kepustakaan, %

'%Noeng Muhajir, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rakeh
Surasih, 2000), him. 14.

WSugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet. 18,
(Bandung: Alfabeta, 2013), him.13.

19%Suryo Sukamto, Pengantar Penelitian Hukum, cetlll, (Yogyakarta: Ull
Press, 1986), him. 13.
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Sclanjut penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu
difokuskan pada pembahasan pencarian solusi atau pemecahan
terhadap masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau
masalah aktual.!%’

objektif dan rinci permasalahan pencatatan perkawinan dalam

Memaparkan dan menggambarkan secara

hukum positif dan pandangan Fikih, kemudian menganalisanya
dengan mempergunakan pisau analisis magasid al-syari’ah
yang dikembangkan oleh pemikir muslim kontemporer
sekaligus penggiat maqasid yakni Jasser Auda.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah-penelitian. kualitatif dengan pendekatan
yuridis normatif. Pénhdekatan yuridis normatifyaitu penelitian
hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder sebagai. babanzdasar untuk diteliti dengan
menelususri  dan|>menghimpun  peraturan-peraturan  dan
literatur-literatur 'yang“ bekaitan dengan persoalan yang
diteliti,'' yang dalam’ hal ini'masalah perkawinan, pencatatan
perkawinan dan Magasid _al-syari’ah, khususnya yang
dikembangkan loleh lpakarvnagasid kentemporer yaitu Jasser
Auda. Sekalipunjdéngan pendekatan yuridis normatif, namun
penelitian ini juga berangkat dari sosiologis empiris berupa
pengamatan| “erhadap | “Kenyataan £akan komitmen dan
pelaksanaan hukum dalam masyarakat, yaitu tentang ketidak
patuhan sebagian masyarakat dalam menegakkan peraturan
(hukum) pencatatan perkawinan terlepas dari bebagai alasan
yang mereka lontarkan.

Karena fokus kajian berupa perspektif magasid sementara itu
magasid al-syari’ah merupakan filsafat hukum Islam, maka
pendekatan filosofis diterapkan dalam penelitian ini melalui

1"Winarno Surakhmad, Pengantur Penelitian ltmiah: Dasar, Metode dan

Teknik, ed ke 7, (Bandung: Tarsito,1994), him. 139.

S aerjonoSockamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (suam

Tinjanan Singkat), (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), him. 13-14.
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magqasid al-syari’ah Jasser Auda. Sehingga kedudukan hukum
perncatatan perkawinan akan dilihat dari sudut pandang
magqasid al- ammah, magasid al-khashah dan maqasid juz 'ivah.
Analisis lebih dipertajam dari sudut pandang magasid al-
ammah yang meliputi perlindungan dan pelestarian tehadap
lima hal pokok, yang lebih dikenal dengan magasid al-khamsah
yaitu hifzh al-din (perlindungan terhadap agama), Hifzh al-nafs
(perlindungan terhadap jiwa), hifzh al-agl{perlindungan
terhadap akal), hifzh  al-nasi(perlindungan  terhadap
keturunan)dan hifzh al-mal(perlindungan terhadap harta).
Termasuk magasid tambahan atau pelengkap berupa hifz al-
irdh(perlindungan terhadap kehormatan). Sebagaimana dalam
hukum positif yang berlaku _di Indonesia tentang pencatatan
perkawinan terkesan ambiguitas, di satu sisi ingin mewujudkan
keluarga yang kokoh/ dan stangguh yang salah satunya
perkawinan harus dibing’ diataslandasan hukum yang kuat dan
kokoh pula, yakni dengan dicatat. Namun disisi lain perawinan
yang tidak tercatat tetap beralan, dengan leluasa, karena
ketentuan utnuk pencatatant”™’ tidak tegas dan masih
kompromistis., Hal ;ini tidak bisa-dipungkiri, karena memang
pandangan yang berkembang adatiya pemahanian yang terpisah
antara syarat sah perkawinan \dah Syarat sah administrasi
perkawinan. Pencatatan perkawinan menurut pandangan diatas
adalah syarat administrasi,.sehinggaidak“berpengaruh kepada
keabsahan perkawinan itu sendiri. Melalui pendekatan Magasid
al-syari’ah yang dikembangkan dan diformulasikan oleh Jasser
Auda ini, dengan dasar argumentasi yang kokoh, pencatatan
perkawinan dapat dapat diletakkan pada posisi yang lebih
maslahat (posisi yang ideal) bagi kehidupan keluarga muslim.
Posisi hukum pencatatan yang dimaksud adalah meningkatnya
status pencatatan perkawinan dari hanya “sekedar” syarat
administrasi menjadi salah satu syarat keabsahan pernikahan.
Tentunya naiknya status pencatatan perkawinan ditopang oleh
dasar argumentasi yang kuat, terukur dan dapat
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dipertanggungjawabkan, yakni menggunakan nalar magasid a!-
syari'ah.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sekunder yaitu berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam serta karya Jasser Audah, terutama buku
“Magasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System
Approach” dan “Magasid al-syari’ah, A Beginner Guide”. Kedua
buku karya Jasser Auda ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia dengan judul “Membumikan Hukum Islam Melalui
Magasid Syariah: Pendekatan- Sistem™ dan “Al-Maqasid Untuk
Pemula”. Selanjutnya buku-buku,sjurnal dan makalah Penelitian
ini menelusuri data-data yangsbersumber dari kitab-kitab fikih,
diantaranya, Kifayah dal-Akliyarfi Ghayah al-Ikhtisar karya Imam
Taqiyuddin, Bidayah @al- Mujtahid wa Nihayah Mugtasid karya
Ibdu Rusyd, dan Kitab al-Fikih-Ala\al-Mazahib al-Arba’ah karya
Abdurrahman al-Jazair. dan hukum positif (peraturan perundang
undangan) khusunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum
Islam (KHI), | Karend Kajian, iib berupa, perspektif pemikiran
magasid Jasser Auda=maka penulis,juga menelusuri buku-buku
diantaranya Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, karya Amir
Mu’allim dan|Yusfani{ Memiu-Fikili Keluarga Progresif karya
Yusdani, Hukim Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim karya
Khoiruddin Nasution, serta Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum
Islam karya llyas Supeno , dan Reformasi Hukum Islam Di
Indonesia karya Abdul Manan merupakan desertasi yang
dibukukan. Jurnal yang berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (2)UU
Perkawinan (pencatatan perkawinan), diantaranya Kedudukan
Pasal 2 avat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Terhadap Konsep Hak asasi di Indonesia, tulisan
Nice Cristian Basarah dalam jurnal Wawasan Yuridika.
Berikutnya Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Mashiahah oleh
Sulastri Caniago dalam Jurnal ilmiah Syariah (Juris).
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Seleksi Sumber

Seleksi sumber data dilakukan untuk memilih sumber data
yang akan dianalisa. Tahapan ini dimulai dengan menyeleksi buku-
buku, jurnal dan karya tulis lainnya, yang terkait erat dengan pokok
pembahasan dan memisahkannya dari karya tulis yang tidak
berhubungan sama sekali dengan fokus pembahasan. Beberapa
karya tulis yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan
sebagaimana bunyi Pasal 2 Ayat (2)UU No. | tahun 1974 dan yang
berkaitan dengan magasid al-syari’ah Jasser Audah masuk dalam
kategori sumber data utama.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data| merupakan ~salah satu tahapan yang
sangat penting dalam sebuah genglitian, Pegumpulan data yang
benarakan berpengaruh kepada “Kredibel atau tidaknya suatu
penelitian. Pengumpulan” data| bersifat triangulasi, yakni
menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan
atau simultan.'!'Teknik “pengumpulan/ data dalam penelitian
kualitatif cukup beragam dan bervariasi. Pada penelitian ini penulis
menggunakan salah satu'tgkaik dari beberapatekaik pengumpulan
data pada penelitian kualitatif, yakni dengan cara kajian dokumen
{(dokumentasi), termasuk™kajian’ file ‘yang berupa pengalman
penulis yang berketimpiing di bidang-péncatatan perkawinan.

Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan sebuah upaya untuk mencari dan
menata secara sistematis catatan hasi observasi, wawancara, dan
lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah
yang sedang diteliti dan menyajikankannya sebagai temuan kepada
orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman analisis
ini perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.''? Pada

MSugiyeno, Metode Penelitian. .., hlm. 8.
2Noeng Muhadjir, Metodologi ..., hlm. 104,
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penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, tidak
mengenalisir namun lebih menckankan pada makna.''’ Makna
yang, tersirat (kontekstual) dibalik makna yang tersurat (tekstual).

Di antara upaya pencarian makna dalam penelitian ini adalah
tentang pencatatan pernikahan. Secara tersurat (tekstual) tidak
dijumpai adanya perintah, anjuran atau pembahasan tentang
pencatatan perkawinan, terutama di masa Nabi Muhammad Saw.
dan sahabat.

Ruang lingkup pembahasan perkawinan oleh mayoritas
ulama sekitar masalah syarat dan rukun nikah, belum menyentuh
dan membahastentang pencatatan perkawinan. Namun jika
dicermati ayat per ayat dalamal-Quran, maka akan ditemukan ayat
yang membahas tenfang “pencatatan” yaitu berkaitan dengan
interaksi ekonomi, khusufiya, hutang piutang namun apakah
perintah pencatatan tersebithanya berlaku pada tarnsaksi hutang
pituang atau dapat berlaku pada traksasi secara umum, tidak hanya
terbatas pada hutang -pjutang,. disinilah dibutuhkan kajian dan
analisa melalui metode hermeneutik. Karena berkaitan dengan
hukum maka dapat disebutkan hermeneutik hukum.

Menurut “\Nizay Ah -hermenentik\, adalah upaya untuk
mengungkapkan, menjelaskan, memahami dan menelusuri pesan
dan pengertian dasar, yang-mefigejewantah dalam redaksi atau teks
kitab suci sehingga dapatsdipahdmi isi, makna dan maksud
terdalam dari teks tersebut.'"*Sedangkan menurut Suryadi
hermeneutik adalah proses yang dinamis menafsirkan teks
berdasarkan asumsi-asumsi, pengalaman-pengalaman scrta
terjadinya silang penafsiran antar teks atas teks yang kemudian
melahirkan jaringan dan lingkaran interteks. Mengutip pernyataan
Amina Wadud, dia menyampaikan bahwa dalam hermeneutik,
terdapat tiga aspek yang harus menjadi pertimbangan yakni; dalam
konteks apa suatu teks ditulis, bagaimana komposisi tata bahasa

W35ugiyono, Metode Penelitian..., hlm. 9.

WNijzar Ali, Hermeneutika dalam Tradisi Keilmnan Hadis: Studi tentang
Tipologi Pemahaman Hadis, (Yogyakarta: Proyck Perguruan Tinggi Agama JAIN
Sunan Kalijaga,1999), him. 33.
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suatu teks dan dalam bentuk apa pengungkapannya serta
bagaimana pandangan hidup yang terkandung dalam keseluruhan
teks. Menurutnya, dengan mengutip pendapat dari Komaruddin
Hidayat, bahwa ada empat agenda dalam memahami sebuah teks
yaitu; memiliki persyaratan yang cukup yang diperlukan untuk
menangkap gagasan dari luar, memiliki data yang cukup yang
berkaitan dengan kualitas pribadi dan intelektual serta kondisi
sosio-kultural saat teks tersebut lahir, mengetahui cara
menghubungkan teks dengan pengarangnya, dan yang terakhir
adalah mengetahui kriteria memahami teks secara tepat dan
benar.!!®
Sebagai sebuah teori interpretasi, hermeneutik, menurut
Nurun Najwah dihadirkan;, dalam upaya menjembatani
keterasingan dalam distansi waktu, wilayah dan sosio kultural
antara teks dengan audien¢e,!’Langkah konkrit penerapan metode
hermeneutik yang ditawarkan olelviNurun sebagai berikut : pertama
dengan memahami dari aspek bahasa, kedua memahami konteks
historis, ketiga mengkomparasikan secara tematik (komprehensif
dan integral), keempat memaknai-teks’ dengan menyarikan ide
dasarnya dengan mempertimbangkan data-data-sebelumnya.'!’?
Teks ayat Al-Qur'anyang'-secara “spesifik  bérbicara tentang
perintah mencatat atau niénulis peristiwa/transaksi terdapat dalam
ayat terpanjang di dalam surat terpanjang yaitu surat al-Bagarah
ayat 282 :
B e doat U o a3 130 el o0l e
) _,.l_':i

"SSuryadi, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis Nabi,” dalam Jumal Esensia
Vol. 2 No. I, (Januari 2001), hlm. 99.

"Nurun Najwah, fimu Ma'ani! Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi:
Teori dun Aplikasi, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), him. 17.

"ibid., hlm, 18-19.
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“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya.!!8

Pada Al-Qur’an dan terjemahannya yang dikeluarkan oleh
Deparlemen Agama, kata pislad  diterjemahkan dengan
bermu’amalah.Bermu’amalah mencakup seperti jual beli,
berhutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.!'”Konsep
bermu’amalah sama dengan konsep transaksi. Transaksi
merupakan kesepakatan dan perjanjian yang melibatkan minimal
dua pihak, dengan segenap aturannya.

Terdapat pandangan ulama yang menganggap pernikahan
sama dengan transaksi-jual-beli;~schingga asal calon mempelai
putri telah sah dalam melakukan trasaksi jual beli, maka iapun sah
melakukan pernikahan ¢tanpa “harus melibatkan walinya.
Sebagaimana diketahui bahwa diantara rukun nikah adalah al-
mabhal (calon pengantint-laki-laki dan perempuan), wali dan shighat
(ijab-qabul). Wajhul giyas-antara-pernikahan dan jual beli yakni,
menurut fukaha dalam-jual beli terdapat rukun yang menjadikan
sah atau tidaknya jual beli. Di antara rukun tersebut adalah al-
‘agidan (penjual dan’ pembell),—al-ma Gud Jalaih (barang yang
diperjual belikan dan barga yang disepakati), dan al-shighat (1afaz
transaksi/ ijab-gabul), “Al-Showi " menjelaskan bahwa al-
mahal(calon suami istri) adalah-al~ma 'qud ‘alaiah, maka posisi
calon suami dan istri disamakan dengan a/-tsaman dan al-
mutsman. Artinya penjual tidak akan dapat a/-tsaman (harga),
demikian pula pembeli tidak akan memperoleh a/-mutsman tanpa
akad atau sighat jual beli yang sah. Pada pernikahan, calon suami
tidak akan mendapatkan status halal calon istri dan calon istripun
tidak akan mendapatkan status halal suami kecuali dengan akad
atau sighat ijab gabul yang sah. dalam jual beli.'*’Maka ayat ini

"*Depatemen Agama RI, A/-Qur 'an._., hlm. 179.

W ibid,
2Ahmad Bin Muhammad Al-Showi, Hasyivah al-Showi ‘Ala Tafsir al-
Jalalurn, (BeirutDar al-Kutub al-Ilmiyah,tt), him. 294.
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menjadi landasan yang kuat dalam membahas pencatatan
perkawinan. Berikutnya akan dibedah dengan pisau analisis
Maqasid al-syari’ah nya Jasser Audah, tentang penjagaan,
pemeliharaan, dan pelestarian MAQASID al-khamsah dengan
pemaknaan yang lebih luas dan sesuai dengan perkembangan dan

tuntutan zaman sebagaimana yang diformulasikan oleh Jasser
Audah.



BAB 1V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah lahirnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor | Tahun 1974
Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP 1974), terdapat
berbagai dinamika peristiwa yang menguras pikiran dan rasa,
khususnya bagi [ulama, cendikiawan dan politisi muslim.
Kenyataannya Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya
pada tahun 1945 serientara -UUP 1974 baru lahir setelah
hampir tiga puluh4ahun dari usia kemerdekaannya.

a. Sejarah Hukum Islam mdsa Penjajahan Belanda

Keberadaan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari
keberadaan ‘erang. IJslamDitul sendiri>di nusantara ini.
Sekalipun terdapat perbedaan pandangan ahli sejarah
tentang kapan pertama kalinya Islam masuk ke Indonesia,
namun yang jelas) Islanrtelah miénjadi agama mayoritas
warga negaranya,'?!

Islam masuk pertama kali ke Indonesia melalui dan dari

orang per orang, dengan jumnlah sedikit dan terbatas serta

12Ipada umumnya sumber Barat mencatat bahwa Islam masuk ke Indonesia
sekitar abad ke 13, pendapat ini didasari dengan ditemukannya batu nisan raja Islam di
pertama di Pasai pada tabun 12 97. Tetapi pada tahun 1976 diadakan seminar Sejarah
Islam di Medan dan dilanjutkan di Aceh pada tahun 1980. Kesimpulan dari hasil seminar
tersebut adalah bahwa Islam telah masuk ke nusantara di abad pertama hijriyah, yakni
sekitar abad ke-8 atau ke-9 Masehi. Sumber Barat scbenamnya tidak mengingkari
kenyataan, bahwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad Saw. Sudah terjalin hubungan
perdagangan antara Arab dengan Cina meclalui laut, termasuk selat Malaka. Maka
keyakinan Islam masuk di abad pertama hijriyah didukung oleh fakta scjarah. Aqib
Suminto,Politik Istam Hindia Belanda, cet.2, (Jukarta: LP3ES, 1986), hlm. 16.
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Jjuga menempati wilayah yang terbatas. Pada kondisi
seperti demikian, penerapan hukum Islam tentunya juga
sangat sederhana. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan
asal telah mencukupi rukun nikah. Kalaupun tidak
terpenuhi, seperti ketiadaan wali nikah, maka akad nikah
dilaksanakan dengan memakai wali muhakam, yaitu calon
suami istri menunjuk dan menyepakati orang lain untuk
dapat menikahkan mereka berdua. Tatkala jumlah orang
Islam telah mulai banyak, namun belum terbentuknya
sebuah tatanan lembaga yang mengatur kehidupan sosial,
maka orang yang berwenang memutuskan suatu masalah
tentang hukum Islam ditunjuk melalui musyawarah.
Musyawarah tersebtit dapaf sajasmelibatkan banyak orang,
atau dapat juga hanya tokeh adat, kepata suku atau orang-
orang terkemuka dikalangan mereka.'

Pada awalnya, Belanda“enggan,untuk ikut campur dalam
masalah Islam. Hal4ni ter¢ermin dari Peraturan Pemerintah
Belanda (Regeeringsreglement) ayat 119 RR yang
berbunyi : * Setiap warga riegara bebas menganut pendapat
agamanya, tidak kehilangan perlindungan-masyarakat dan
anggotanya atas’ pelanggaran peraturan™~umum hukum
agamanya”.!?® Beitihg dengan/| perkembangan sosial,
nampaknya  Belanda_tidak konsisten dengan aturan
tersebut. Hal ini-terlihat dari-campur-tangannya Belanda
dalam penyelenggaran ibadah Haji. Jamaah haji sering
dicurigai, dianggap fanatik dan tukang pemberontak.
Bahkan pada tahun 1859, secara tegas Gubernur Jenderal
dibenarkan untuk mencampuri masalah agama, mengawasi

gerak gerik para ulama jika hal tersebut dipandang perlu.'?*

122Lihat: Sumadi Matrais, *Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif
Undang-Undang Peradilan Agama”, Jurnal Hukim, Vol. 15, No. 1, (fanuari 2008), him.
124.

1231bid., hlm. 10.

"Menurut G.F. Pijper sebagaimana yang dikutip olech Aqib, keengganan
Belanda mencampuri urusan agama lebih kepada keengganan untuk membantu masjid.
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Sikap pemerintah Belanda sebagaimana yang di utarakan
sebelumnya di pandang oleh Snouck Hurgrunje sebagai
sikap yang keliru. Menurutnya politik Islam dalam
masyrakat muslim Indonesia dapat dibagi kedalam tiga
bagian, yaitu : pertama berkaitan dengan dogma dan
perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah
bersikap netral, kedua berkaitan dengan masalah
perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam,
menuntut penghormatan, ketiga tiada satu pun bentuk Pan
Islam'?® dibiarkan dan boleh diterima oleh kekuasaan
Eropa.!26

Khusus masalah hukum perkawinan dan hukum waris,
sebagaimana (vang telah~ dikemukakan oleh Snouck,
dijadikan pegangafi 'elehU pemerintah Belanda dalam
menjalankan kebijakamnya- di Indonesia. Hukum Islam
yang yang meliputi hukum perkawinan dan warisan ini
ditetapkan oleh’ pemerintah’ Belanda (VOC) pada tanggal
25 Mei 1760".dalam’ | Compendium Freijer yaitu Kitab

Sementar persoaldn haji ketentuan ~terscbut” dikcsampingkdn justeru karena alasan
ketertiban dan keamanan. fbid@renariknya, sctelah kedatangan Snouck Hurgronje pada
tahun 1889, baru pemerintah Belanda-mempunyti‘kebijakan yang jelas tentang Islam.
Snouck menyampaikan bahwa _dalam | Islam_.tidak  dikenal lapisan kependetaan
sebagaimana Krnisten.| Ryai tidak ) apriori~fanatik, genghulu merupakan bawahan
pemerintah pribumi dan bukan atasannya. Ulama indenpenden, bukanlah komplotan
penjahat, scbab mereka hanya fokus kepada masalah ibadah. Pergi haji ke Makkah pun
bukan berarti fanatik berjiwa pemberontak. fhid., him. 11

125pan Islam atau Pan [slamisme secara klasik adalah penyatuan seluruh dunia
Islam daibawah satu kekuasaan politik dan agama yang dikepalai oleh seorang khalifah.
Pan Islamisme adalah gerakan pembaharuan [slam yang digagas oleh Jamaluddin al-
Afghani. Mclihat kondisi keterpurukan umat Islam dalam jajahan Barat, menuruinya
umat Islam harus bersatu padu, khususnya bangsa-bangsa Arab dan umumnya umat
Islam seluruh dunia untuk mempertahankan diri dari pemusnahan dan penghancuran
yang dilakukan Barat. Umat Islam harus mengubur perselisihan-perselisihan diantara
mereka, merapatkan barisan dan beguang dibawah panji bersama. Mercka harus
menguasal teknik-teknik kemajuan Barat dan mempelajari rahasia kekuatan Barat,
schingga memiliki harkat martabat dan kehormatan scrta harga diri sebagai manusia.
Harun Nasution, Pembaharuan dalam Islam Sejarah dan Gerakan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1986), hlm. 56.

126 Aqib Suminto, Pelitik..., him. 13.
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hukum yang berisi hukum perkawinan dan hukum waris. "%’
Kitab hukum ini adalah buah karya D.W Friejer, yang
kemudian isinya ditelaah, direvisi dan disempurnakan olch
para penghulu, bersifat lokalistik, tidak berlaku untuk
semua wilayah di nusantara. Pada tanggal 3 Agustus 1828
secar resmi VOC menyerahkan kekunasannya kepada
pemerintahan Hindia Belanda. Compendium Friejer
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Hukum
perkawinan diserahkan kepada hukum adat, artinya hukum
Islam pun ditundukkan kepada hukum adat. Namun ada
kalangan tertentu yang tidak tunduk kepada hukum adat,
terutama warga negara asing. Berikutnya pada tahun 1919
Pemerintah Hindia | Belanda™ mengeluarkan /Indische
Staatsregeling yang merupakan/Undang-Undang Dasarnya
Hindia Belanda yang baru dan menganut asas hukum adat.
Maka dengan berlakunyaPasal 131 ayat (2) sub b Indische
Staatsregeling, berarti dasar perkawinan adalah hukum
adat.'"2Hukum Islam berlaku, dan diterapkan dalam
masyarakat ketika pemerintahan Hindia Belanda pada
masa Deandels dan-.lnggrs ,pada,masa Thomas 8.
Raffles.'?®

Jika dikemudian han terdapat _perselisihan perkawinan,
maka ulama pula lah yang memutuskannya. Pelembagaan
yvang khusus® ‘menangani ~kasus /dalam Islam olch
pemerintah Belanda lebih difokuskan ke wilayah Jawa dan
Madura, karena menurutnya kedua wilayah tersebut

127Moh. Hatta, “Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia”, 4/-
Qarun, Jurnal Pemikiran dan Pembaharvan Hukum Islam Universitas Islam Negeri
Surabaya, Vol. 11, No. 1, (Juni, 2008}, hlm. 152.

'%R. Wigono Prodjodikoro, Hukwm Perkawinan di Indonesia, {Bandung:
Sumur, 1974), hlm. 14.

1%Masruhan, “Positiviasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan
Hingga Masa Orde Baru™ Al-Hukama, Jurnal Hukum Keluarga Indonesia, Fakutas
Syari’ah Universitas [slam Negeri Syarif [Hidayatullah Jakarta. Vol. | No. 1, (Desember
2011), him_ 118.
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merupakat pilot proyek untuk menguasai wilayah
Indonesia seluruhnya. Oleh karena itu dikedua wilayah
inilah didirikan Pengadilan Agama yang disebut dengan
Priesterraden, sementara di luar wilayah tersebut
penanganan kasus hukum Islam diserahkan kepada ulama,
peraturan adat ataupun swapraj a.l>®

Berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam, yang tentu
termasuk di dalamnya hukum perkawinan di masa
pemerintahan Belanda, ada hal yang perlu menjadi
perhatian, yaitu perubahan pandangan Belanda karena
perubahan teori yang di jadikan acuan dalam membuat
kebijakan. Berdasarkan teori receptio in complexu yaitu
paham yang mengatakan \bahwa hukum bagi orang
Indonesia mengikufi ‘agamanya, yang dicetuskan oleh
L.W.C. Van Den Berrg(1845-1927) mengusulkan adanya
peraturan perundangrundangan tersendiri yang lebih
konkrit atas pelaksanaan hukum Islam. Usulan tersebut
dipenuhi pemerintah-Belafida dengan terbitnya Stbl. 1882
No. 152 tentang pembentukan lembaga pengadilan Agama
di Jawavdan /Madura, Namun £eori-ini ditentang oleh
seorang pakar-hukum, adat berkebangsaan Belanda juga
yaitu C. Snoutk’Hurgronje (1857-1936) yang mencetuskan
teori batu yaituteetivideepsie, Teori ini bertolak belakang
dengan teori sebelumnya. Teori receptie menyatakan
sebenarnya yang belaku di Indonesia adalah hukum adat
asli. Hukum Islam datang, masuk dan telah mempengaruhi
hukum adat. Oleh karena itu hukum Islam baru bisa
mempunyai kekuatan jika telah dikehendaki dan diterima
oleh hukum adat. Selanjutnya hukum Islam yang sudah
diterima oleh hukum adat tersebut lahirlah sebagai hukum
adat, bukan sebagai hukum Islam.'?!

Teori ini sangat mempengaruhi sistem sosial penduduk
muslim Indonesia. Teori ini menempatkan posisi adat di

30shid., him. 127.
B ipid.
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atas posisi agama, hukum agama harus tunduk kepada
hukum adat. Implikasi lebih lanjut adalah timbulnya
gesekan negatif hubungan antara kaum agama dan kaum
adat. Sangat jelas dari teori ini kaum adat merasa berada di
atas angin dan sangat diuntungkan olehnya. Namun disisi
lain kaum agama tidak dapat menerima kanyataan jika
hukum agama harus tunduk kepada hukum adat. Hal ini
menimbulkan banyak reaksi dan kekecewaan dalam
masyarakat Islam, terlebih lagi bagi para tokoh agama dan
ulama. Segala sesutunya harus mendapat persetujuan dari
tokoh adat. Kasus yang cukup terkenal di tahun 1930
mengenai hal ini adalah kasus Sikubang, Suliki di Sumatra
Barat. Karena tidak mendapatkan restu dan persetujuan
dari lembaga nagari dan datuk-datuk (tokoh adat di
Sumatra Barat) makajpengajian (dan sekolah untuk anak-
anak dan dewasa ¥Yang  diadakan oleh organisasi
Muhammadiyah ditutup oleh wali nagari. Muhammadiyah
disebutnya sebagai partij yang patut dicurigai dan selalu
diawasi. Pengajian-“dan“sekolah ini di tutup lebih
disebabkan karena berbasis keagamaan yang diusung oleh
organisasi Muhammadiyah*dan didukung'oleh para ulama.
Seandainya kegiatan tersebut adalah kegiatan pertunjukan
kesenian dan hiburan yang vang dibalut atas nama budaya,
barangkalitidak-akan/mendapat-pertentangan sckeras itu
oleh kaum adat. Teks larangan dan sekaligus penutupan
kegiatan pengajian dan sekolah oleh wali nagari tersebut
berbunyi ;32

“ Diberitahukan kepada pengurus sekolah anak
yatim Kubang, bahawa sekolah yang tersebut
sedapat surat ini musi ditutup buat sementara, begitu
juga sekolah malam bagi laki-laki dan sekolah siang
bagi perempuan yang besar-besar, disebabkan
pengurus itu masuk patij Muhammadiyah dan di
sekolah itu sudah pula sekolah yatim

132Aqib Sumanto, Politik..., hlm.194
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Muhammadiyah, begitu juga partij Muhammadiyah
tidak boleh diteruskan karena belum semufakat
dengan Datuk-datuk negen Kubang. Yang mana
akan memasuki patij itu sekali-sekali belum
dimufakati dengan Datuk-datuk ataun anggota
kerapatan negeri Kubang seperti yang dimaksud
kebulatan kerapatan negeri Kubang yang tertulis
pada 9 Januari 1929 no. 2 dan yang tertulis 10 April
1930.”

Demikian juga dengan hukum perkawinan khususnya dan
hukum Islam pada umumnya, harus diseplir kedalam
hukum adat. Berbagai peratoran tentang perkawinan yang
dibuat oleh pemerintah ko¢lonial Belanda lebih bersifat
pragmatis, tidak pernah membawa semua warga Indonesia
untuk tunduk dan berada di bawah satu undang-undang.
Belanda baru ikut campur dalam persoalan keluarga jika
ada tekanan dari eksternal; semisal dari gereja yang
menghendaki peraturan khusus. Pada bagian penjelasan
umum dari UUP-1974 nemos-2 terlihat pluralisme dari
huktm"” perkawifian ‘wafisan * pemeérintahan  kolonial
Belanda, yaitu sebagai/berikut,:

a)., Bagi_orang-orang, Indonesia asli yang bergama
[slam berlaku hukum'yang telah diseplir dalam
Hukum Adat;

b). Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku
hukum adat;

c). Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama
Kristen berlaku Huwelijks Ordonatie Christen
Indonesia (Stbl, 1933 Nomor 74);

d). Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara
Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-
ketentuan Kitab Hukum Perdata dengan sedikit
perubahan;
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¢). Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan
warganegara Indonesia keturunan Timur Asing
lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;

f). Bagi orang-orang Eropa dan warganegara
Indonesia Keturunan Eropa dan vyang
disamakan dengan mereka berlaku Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.'3

Pada tahun 1937 Pemerintah Belandan mengeluarkan
rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (Ontwerp
Ordonantie op de Ingesschreven Huwelijken). Ordonansi
ini merupakan peraturan yang hanya berlaku bagi warga
pribumi. Ordonansiinidmengatur tiga hal, sebagai berikut :
Pertama, seorang laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari
satu orang istri (poligami).) Kedua, ikatan perrkawinan
tidak dapat putus ‘keewali Joleh tiga sebab yaitu
meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu
pasangan dua tahum lebih tanpa kabar berita, dan adanya
putusan perceraian“~dari””'pengadilan. Ketiga, setiap
perkawinan harus dicatatkan pada.catan sipil.!>*

Ordonansi 'int mendapat protes 'dan ‘pénclakan keras dari
pihak yang kontra‘maupun’dukungan dari pihak yang pro.
Dalam kasus penolakan terhadap poligami, jauh
sebelumnya! telah/ disuarakan- eleh /organisasi-organisasi
perempuan, Puteri Indonesia, Persaudaraan Isteri,
Persatuan Isteri, dan Wanita Sejati pada tanggal 13 Oktober
1929 berkumpul di Bandung dan membuat ketetapan
tentang larangan poligami. Selanjutnya pada bulan Juni
1931 di Jakarta, Kongres Isteri Sedar memperkuat resolusi
larangan poligami ini. Namunkenyataannya tidak semua

1%3Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 230.

ML ihat: Moh Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum
Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,
1995), hlm. 122-123,
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organisai perempuan setuju dengan larangan poligami ini.
Sebut saja, Sarekat Isteri Jakarta pada pertemuannya di
Jakarta seminggu setelah Kongres Isteri Sedar -
memberikan tanggapan negatif terhadap larangan tersebut.
Sarekat Isteri Jakarta memprotes keputusan resolusi
larangan poligami. Demikian juga Ratna Sari, Ketua dari
organisasi keagamaan perempuan, Persatuan Muslim
Indonesia (Permi) yang meyampaikan penolakannya atas
larangan poligami pada kongres seluruh Wanita Indonesia
di Jakarta tahun 1935.

Dengan demikian, dari apa yang telah diuraikan di atas,
pada masa pemerintahan Belanda Hukum perkawinan
diatur dalam Compenditm Freijer (masa VOC tahun 1750
— 1765 M). SelanjutiyaHukum Islam pada masa Deandels
tahun 1800-181! M., dan Hukum Islam pada masa T.S.
Rafles tahun 1811-1816, serta R/Staatblad (Stbl.) 1885 No.
2 dan Stbl. 1925 Ne, 416, Semua peraturan ini tidak
mengatur persoalan -administrasi pencatatan perkawinan
menurut hukum Islam, sehingga juga tidak dijumpai bukti
fisik yang dapat-dijadikan pégangan‘atas setiap peristiwa
perkawinan. Bukti perkawinannya adalah adanya wali dan
saksi serta pengakuan-dari‘drang-orang yang mengetahui
terjadinya pernilahan tersebut.

Sejarah Hukum Perkawinan Masa Penjajahan
Jepang

Jepang masuk ke Indonesia pada tahun 1942 setelah
Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia. Pada awal
kedatangan Jepang di Indonesia, mendapat sambutan
hangat dan bersahabat dari warga Indonesia, karena Jepang
datang dengan memproklamirkan sebagai saudara tua.
Namun setelah Jepang mengusai wilayah dan titi-titik
sentral pemerintahan yang ditinggalkan Belanda, baru
kelihatan watak ash penjajahnya. Tiga setengah tahun
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dibawah kekuasan Jepang, masyarakat Indonesia
mengalami penderitaan, penyiksaan dan tekanan yang luar
biasa.

Fokus penjajahan Jepang lebih eksplorasi sumberdaya
alam, menguras hasil bumi Indonesia untuk
mempertahankan kekuasaannya. Untuk masalah hukum
Islam, apalagi hukum perkawinan tidak mengalami
perubahan yang berarti. Peraturan-peraturan yang
berkaitan dengan hukum Islam peninggalan pemerintah
Belanda masih tetap berjalan. Sedang dalam masalah tata
kelola pemerintahan mengaju pada undang-undang yang
disebut Gun Sirei melalui Osamu Sirei. Petunjuk teknis
pelaksanaan Osami sireidisébut dengan Osamu Kanrei.
Isinya mengenai peraturan-peraturan yang dibutuhkan oleh
pemerintah Jepang (dalam menjaga keamanan dan
ketertiban. Padall masai“pefijajahan Jepang hukum
Perkawinan dilaksanakan oleh pemuka agama yang
terkadang persoalan-persoalan yang dihadapi diangkat
dalam rapat agama“yang“disebut dengan Sooyo Hooin.
Keberadaan Sooyo Hoovindiatur dalam Gua.Sirei nomor 14
tahun 1942."*% Tidale- banyak '‘penibahdn” dalam hukum
perkawinan di ma$sa hingga‘akhirnya Jepang hengkang dari
bumi Indonesia karena kalah dalam perang dunia ke-2
dengan di jatuhkannya bom. atomkota hiroshima pada
tanggal 6 Agustus 1945 oleh tentara Amerika dan
diselanjutnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1945
dijatuhkan bom atom kedua di kota Nagasaki.

"BSE-Kampus Hukum, Sejarah Tata Hukum Indonesia Pada Masa
Pendudukan Jepang {Osamu Sirei), dalam https:/fe-
kampushukum.blogspot.com/2016/05/sejarah-tata-hukum-indonesia-pada-
masa_12.html, diakses pada Rabu, 15 Juli 2020, jam. 14.23 WIB.
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Sejarah Hukum Perkawinan setelah kemerdekaan
sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan.

Lima belas bulan setelah proklamir kemerdekaan

Indonesia oleh Sukarno — Hatta, tepatnya tanggal 21

Nopember 1946 pemerintah Indonesia, Presiden

menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946

tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-

Undang ini merupakan panyatuan dari seluruh staatsblad

tentang Nikah, Talak, dan Rujuk yang ada sebelumnya.

Undang-Undang ini memuat 7 pasal yang secara garis

besar isinya sebagai bgnikut:

a). Pasal 1 | terdiripdariZz 6 ayat yang menyatakan
diantaranya: (nikahJyang dilakukan umat Islam di
awasi olel' Pegawar Pencatatan nikah (PPN) yang
diangkat | 6leh Menteri| Agama, Talak dan Rujuk
diberitahukan kepada-PPN, dan biaya Nikah, Talak
dan Rujuk ditentukan oleh Menteri Agama.

b).|Pasal 2 terdiri-dai 3 qangintinya PPN berkewajiban
melakukan pencatatan setiap peristiwa Nikah,
Rujuk ,dan’Talak:

c). Pasal\3 terdiriydari S-ayat,jisinya diantaranya sanksi
terhadap orang yang melakukan pernikahan tidak
dihadapan PPN atau pun petugas yang tidak
berwenang.

d). Pasal 4 isinya hal-hal yang dapat dijatuhi sanksi
hukum dalam pasal 3 dipandang sebagai
pelanggaran.

e). Pasal 5 berisi peraturang yang dipandang perlu untuk
menjalankan undang-undang ini ditetapkan oleh
Menteri Agama.

f). Pasal 6 terdiri dari 2 ayat, isinya nama undang-undang
dan berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.
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g). Pasal 7 menyatakan bahwa peraturan perundang-
undnagan ini berlaku untuk wilayah Jawa dan
Madura.!*

Pengkhususan wilayah dalam penerapan peraturan
perundang-undangan ini lebih kepada pertimbangan
kondisi dan situasi yang belum kondusif. Undang undang
ini diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Februan 1947,
Namun setelah pemberlakuan selama lebih kurang delapan
tahun, pelaksanaan Undang Undang ini di wilayah Jawa
dan Madura, maka pada tahun 1954 undang-undang ini
diberlakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah
Indonesia. Pemberlakuanuntuk-seluruh Wilayah Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 yang
disahkan oleh PresiderSukarmo [pada tanggal 26 Qktober
1954.137

Keinginan untuk membuat peraturan perundang-undangn
mengenai perkawinanyang bersifat universal telah muncul
sejak lama. Usaha-ini'terus’berlanjut sekalipun telah ada
Undang-Undang nomor 22 tahun 1946. Pada waktu KH.
Wahid Hasyim ménjadi Méntei A gafa\(1949-1950 dalam
kabinet Republik dfidonesia, Serikat)'*%, pada tahun 1950,
melalui Surat Perintah Menteri Agama Nomor B/2/4299
tertanggal |1\ [Oktober “1950,OKH- Wahid Hasyim
membentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum

Departemen Agama, Pedoman Pencatat Nikah, (Jakarta: Departemen
Agama Rl, 2003), hlm. 73-77.

""Khairuddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadup
Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Maluaysia,
(Jakarta: INIS, 2002), hlm. 147,

'*¥Nama lengkap Beliau KH. Abdul Wahid Hasyim. Menjadi Menteri gama
dalam 4 kabinet pemerintahan. Jabatan schagai Menteri Dalam Kabinet Presidentiil dari
19 Agustus — 14 November 1945, Pada Kabinct Republik Indonesia Serikat (RIS) dari
20 Desember 1949 — 6 September 1950. Dalam Kabinct Natsir dari 6 September 1950 —
3 April 1951, dan terakhir dalam kabinet Sukiman Suwirjo dari 27 April 1951 — 3 April

1952. Lihat: https:/fid.wikipedia.org/wiki/Daftar_Menteri_Agama_Indonesia, diakscs
pada tanggal 16 Juli 2020 jam. 12:32 WIB.
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Nikah, Talak, dan Rujuk (selanjutnya ditulis P3H-NTR)
yang mempunyai tugas pokok meninjau kembali semua
peraturan yang telah ada, yang berkenaan dengan
perkawinan. Panitia ini di ketuai oleh Mr. Teuku
Muhammad Hasan.!*

Pada masa Menteri agama KH. Muhammad Ilyas yang
menjabat dari 1955 -1959, rancangan undang-undang yang
digagas oleh P3H-NTR, pernah diajukan ke kabinet dengan
alasan untuk pemenuhan kebutuhan yang mendesak bagi
umat Islam yang mayoritas rakyat di negeri ini. Memasuki
masa sidang, ternyata salah seorang anggota DPR dari
fraksi Partai Nasional Indonesia (PNI), Ny. Sumari
mengajukan pula” sebuah- |RUU, kuat dugaan RUU
Perkawinan tersebut merujuk kepada RUU Perkawinan
bersifat umum cdari"P3H-NTR karena isinya yang sangat
mirip. Munculnya RUU dari Ny. Sumari ini menunjukkan
adanya keretdkan _di\lantara dua partai yang menjadi
pendukung utama Kabinet, yaitu PNI dan Nahdlatul Ulama
(NU). Meskipun telah dibentuk panitia ad loc yang
beranggotakantiga-unsur yakni satu dari pemerintah dan
dua unsur yang,berbeda, tetapi panitia ini tidakdapat
membuat sat~ kata’ SepaKat, schingga tidak pernah
menerniikaiijalan kéha-0

Menindaklanjuti pembahasan tentang rancangan Undang-
Undnag perkawinan, pada masa awal pemerintahan
Indonesia di bawah Orde Baru tahun 1966, Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Tahun 1966,
mengeluarkan ketetapan No. XXVIII/ MPRS/1966 yang
tercantum dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera
diadakan Undang-Undang tentang perkawinan. Ketetapan
MPRS ini direspon dan ditindaklanjuti oleh pemerintah

SLili Rasjidi, Hiukum Perkawinan dan Hukim Perceraian di Malaysia dan

Indonesia, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Him. 18.

140Lihat: Zaini Ahmad Noch, “Perkembangan Hukum Kecluarga Islam setelah

50 Tahun Kemerdekaan (Catatan untuk Ulang Tahun Emas Departemen Agama),”
Mimbar Hukum, No. 24 Tahun VII (Januari-Pebruari 1996), him. 12.
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orde baru dengan menyampaikan dua buah RUU
Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong (DPRGR) pada tahun 1967 dan 1968, yaitu (1)
RUUPerkawinan tentang pernikahan Umat Islam; (2)
RUUPerkawinan tentang ketentuan pokok Perkawinan,
Namun kedua RUU tidak mendapatkan persetujuan dan
dukungan penuh DPRGR.
Sekalipun RUU Perkawinan tersebut berhenti di gedung
parlemen dan dikembalikan kepada pemerintah, namun
desakan kepada pemerintah untuk kembali mengajukannya
ke parlemen tidak pernah surut, Bahkan untuk memperkuat
landasan argumentasi hukum daru RUU tersebut, pada
tanggal 29 Januari /972, Tkatan Sarjana Wanita Indonesia
(ISW]) mengadakan simposium guna menilai isi RUU
tersebut. Simposium menghasilkan pokok-pokok pikiran:
pertama  semakin' dirasakan,bahwa sudah sangat
mendesaknya keperluan |akan—-UU perkawinan. Kedua
mencatat adanya upaya memigiimalisir perbedaan di antara
berbagai umat, dengan“mengacu kepada asas-asas
perkawinan_ yang , dapat. ditetima, oleb. semua umat
beragama; sehingga ‘bagian materinya tidak lagi menjadi
sumber perdebatan-Ketiga yang masih menjadi halangan
adalah belum adanya kesesuaian mengenai sistem antara
diferensiasi atau.unifikasi. !
Sejalan dengan desakan ISWI, Badan Musyawarah
Organisasi- Organisasi Islam Wanita Indonesia dalam
keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972 mendesak
pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang
pernah tidak disetujui DPRGR kepada DPR hasil pemilu
1971.

Tahun 1973 merupakan tahun dengan suhu politik yang
paling hangat dalam konteks agama berkaitan dengan

HNety Hermawati, * Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia, A/-
Mizan, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Gorontalo, Vol. 11 No. 1 (Juni, 2015), him.
37-38.
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pengesahan RUU Perkawinan ini. Belum lagi pemerintah
menyampaikan keterangan secara resmi penyampaian
kembali RUU Perkawinan ke Parlemen, berbagai reaksi
bermunculan untuk menentangnya, terutama oleh
organisasi massa bebasis keagamaan. Diantaranya ada
yang turun kejalan melakukan demonstrasi dengan teriakan
sahut menyahut “Allahu Akbar”. Demikian pula dengan
media massa yang tidak henti-hentinya memberitakan
reaksi penentangan ini. Para mubaligh juga tidak
ketinggalan, mereka ikut menyuarakan melalui ceramah,
khutbah-khutbah di masjid, pernyataan-pernyataan,
delegasi-delegasi dan media lain. 14?
Adapun pasal-pasal’dalam RUU Perkawinan yang menjadi
sasaran kritik palingtkeras dari kaum muslimin Indonesia
adalah:

1). Rancangan aturan pencatatan perkawinan sebagai

syarat sall pernikahan
2). Poligami‘hamus mendapat izin dari pengadilan
3). Pembatasan usia minimal boleh menikah, 21 tahun
unfuk laki-laki, [dan 18 untuk-perempuan.

4). Perkawinan antar,pemeluk agamaPertunangan

6). Perceraian harus dengan izin pengadilan

7). Pengangkatan anak:

Salah satu Anggota parlemen yang mengomentari
tentang pembatasan usia pernikahan adalah Asmah
Sjahroni, ia menyampaikan bahwa aturan pembatasan
pernikahan jika calon pengantin sudah berumur 21 tahun,
Jjustru memberikan peluang tumbuh suburnya pergaulan
bebas. Sebagian besar pihak yang menentang RUU
Perkawinan menganggap poin-poin di atas bertentangan

"“2Ahmad Rifa’i, dkk., “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat
Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-
19747, Journal of Indonesian History, Fakultas Imu Sosial Univessitas Negeri
Scemarang. Vol. 4 No.1 (Oktober 2015), him. 2.
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dengan ketentuan syariat Islam dan juga tidak mengakar
pada kebutuhan dan situasi Indonesia.'*?

Akhimya setelah bekerja keras, pemerintah dapat
menyiapkan sebuah RUU Perkawinan baru. Pada tanggal
31 Juli 1973 pemerintah menyampaikan RUU Perkawinan
yang baru ke DPR yang terdiri dari 15 bab dan 73 pasal.
Setelah terjadi perdebatan dan proses negosiasi yang
panjang, akhirnya RUU Perkawinan ini disahkan DPR
menjadi Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan yang terdiri dari 14 bab yang dibagi dalam 67
pasal. UUP 1974 ini mempunyai tiga tujuan, yaitu:
Pertama, memberikan kepastian hukum bagl masalah-
masalah perkawinan. Scbab sebelumnya hanya ada judge
made law!'**; Kedua; melindungihak-hak kaum perempuan
dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum
perempuan. Ketiga,‘meneiptakan UU yang sesuai dengan
tuntutan zaman.'#
Meskipun undang-undang inistelah disahkan namun tidak
serta merta dapat’ "dijalankan, perlu adanya aturan
pelaksanaan, Maka satu-tahu berikutnya terbitlah Peraturan
Pemerintah (PP) No. 9tahun 1975. Dalam Pasal 67 PP No.
0 tahun 1975 disebutkan:

(1) PP ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975,

(2) Mulai berlakunyaPP'ini merapakdnpelaksanaan secara
efektif dari UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pencatatan Pernikahan bagi umat Islam diatur dalam PMA
no. 3 dan no. 4 tahun 1975 (yang kemudian diganti dengan
PMA no. 2 tahun 1990). Pegawai yang berwenang

¥ Nety Hermawati, “ Respon..., him. 39.

Y4 Judge made law ialah bahwa hakim memiliki peranan di dalam membentuk
suatu norma hukum yang mengikat yang didasarkan pada kasus-kasus konkrit, sehingga
hukum di dalam pengertian ini benar-benar membentuk suatu norma hukum baru, guna
mencapai kepastian hukum.

45Nety Hermawati, “Respon..., hlm. 38.
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mencatatnya adalah Pegawai Pencatat Nikah yanng
bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA). Bagi warga
negara yang beragama selain Islam diatur dalam Keputusan
Mendagri No. 22l1a Tahun 1975 tentang Pencatatan
perkawinan dan Perceraian pada kantor catatan sipil
(Dukcapil).

2. Pencatatan Perkawinan Dalam Tinjauan Fikih

Kewajiban mencatatkan setiap peristiwa pernikahan bagi umat
Islam jika ditanyakan dasar atau dalilnya secara sarih baik dari
al-Qur’an maupun Hadis, maka jawabannya adalah “tidak ada™.
Karena memang seceara-cksplisit.Hukum Islam tidak mengatur
tentang pencatatan| perkawinanZAnjuran pencatatan dalam al-
Qur’an secara ekplisit béthubungan denga transaksi mu’amalah
yang berkaitan denga hutang piatang, jual beli non tunai, dan
sewa menyewa. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surat al-
Baqarah ayat 282:

BN pps Wy N | JUTETIIRAT AN PR U BURY. [ PRI

Artinya: \Hai—orang-orang gang-beriman, apabila
kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk
waktu—yang / ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannyac?®

Ayat ini merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur’an, terkenal
dengan ayat mudayanah(ayat hutang piutang). Beberapa poin
pokok dalam ayat tersebut antara lain :
a). Halalnya transaksi atau bisnis tidak secara tunai;
b). Anjuran mencatat atau menuliskan transaksi
tersebut dengan benar;
¢). Tidak boleh enggan dan menganggap remech
menulis transaksi, baik dengan jumlah banyak
atau pun sedikit;

H6Departemen Agama RI, Af Qur'an..., him_ 70.
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d). Dalam pencatatan transaksi, mencantumkan nama
yang berhutang, jumlah hutang, teknik dan waktu
pelunasan;

¢). Tidak boleh ada kecurangan;

f). Jika yang berhutang tidak mampu untuk
mendiktekan perihal hutangnya, maka dapat
menguasakan kepada orang lain;

g). Transaksi di saksikan oleh dua orang laki-laki atau
jika tidak ada, dibolehkan satu orang laki-laki
dan dua orang perempuan;

h). Para saksi adalah orang yang diridhoi oleh kedua
belah pihak yang bertransaksi;

1). Salah satly) fungsi saksi adalah memberikan
kesaksian jika térjadi sengketa dan mengingatkan
jika ada yang ltipa;

j)- Fungsi pecatatan transaksi, lebih adil, menguatkan
persaksian, dan‘menghilangkan keragu-raguan;

k). Transaksi tunai'boleh'tidak dicatat;

1). Dalam jual beli tetap dianjurkan adanya saksi dan
dicatat.

n). Pencatat ddii saksi tidak boleh saling menyulitkan
(lempar tanggung jawab);

m). Prilaku_/saling™ imenyulitkan adalah suatu
kefasikan.

Berkaitan dengan ayat transaksi ini, para imam mazhab hanya
fokus dalam masalah transaksi mu’amalah, tidak menyinggung
sama sekali berkaitan dengan pencatatan nikah. Barangkali
dikarenakan tidak ada dalil yang menganjurkan ataupun
melarang pencatatan perkawinan maka ulama tidegitu menaruh
perhatian kepadanya, karena dipandang tidak merupakan
sesuatu yang penting sebagai alat bukti otentik sebuah
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perkawinan.!¥’ Kondisi masyarakat Arab kala itu yang lebih
mengutamakan ingatan dan pengakuan (legitimasi) bersama
atas setiap peristiwa penting yang dialami, serta tidak
pentingnya “bukti fisik” pernikahan berupa catatan di atas
kertas, batu, atau pelepah kurma dan sebagainya merupakan
sebab tidak perlu adanya pencatatan nikah. Karena mereka juga
belum tahu fungsi dan kegunaan bukti fisik perkawinan berupa
catatan tersebut. Tentunya hal ini sangat berbeda jika
dibandingkan dengan situasi dan kondisi saat ini, bahwa bukut
fisik perkawinan yang otentik berupa akta nikah merupakan
sesuatu yang penting, berimplikasi terhadap kepastian, jaminan
dan pengakuan masyarakat dan negara.

Menurut Ibnu Kasirg transaksi mu’amalah dalam ayat tersebut
tidak hanya terbatas-hutang piutang, namun lebih luas meliputi
perniagaan, pinjam-meminjam secara kredit yang dilakukan
secara sah dan halal-Pencatatan snerupakan dokumen yang kuat
berkaitan dengan|jumlah\barang atau uang serta sistem
pembayaran dan “lebill-—mengukuhkan bagi orang yang
menyaksikannya.'*8

Pencatatan dan salksi-dalam hutang piltang, adalah alat bukti,
dokumen yang menjadi pegangan salah satu atau kedua belah
pihak, sedangkan'saksi-adalah pefiguat dan pengukuh terjadinya
transaksi yafig [persaksiandya-tidaki dapat dibantah. Sehingga
apabila terjadi sengketa baik berkaitan dengan jumlah uang,
barang dan sebagainya maka dimintakan kesaksian dari para
saksi. Namun saksi pertama dapat saja lupa karena berbagai
sebab, seperti lamanya waktu atau karena sakit, maka
dikukuhkan dengan persaksian dari sak kedua. Persoalannya
bagaimana jika saksi yang kedua meyakini adanya hutang
piutang namun tidak yakin (ragu-ragu) berkaitan dengan jumlah

WBaharudin Ahmad, Hukum Perkawinan di Indonesia, Studis Historis
Metodologis, cet. 1, (Jambi: Syari’ah Press IAIN STS Jambt, 2008), hlm. 80-81.

145 A . Imam Ibnu Katsir al-Dimasyqi, Tafsir Ihae Katsir, Juz 111, (Bandung:
Sinar Bari Algenensindo, 2000}, hIm. 185.
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dan batas waktu pelunasannya, maka jalan keluarnya adalah
dikembalikan kepada catatan sebagai dokumen otentik
transaksi tersebut.
Dalam ayat tersebut transaksi mu’amalah tidak hanya
dianjurkan untuk dicatat tetapi juga di persaksikan, sebagai
tindakan antisipasi dan menjaga jangan sampai ada kekeliruan,
keraguan, dan ketidakpastian. Mu’amalah dalam makna yang
lebih luas juga mencakup pernikahan, bahkan pernikahan
bukanlah mu’amalah biasa yang dibatasi waktu, tetapi ia
merupakan perjanjian yang kokoh dan sangat kuat yang tidak
dibatasi waktu sebagaimana dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa’
ayat 21:

CRaTy sy (ST a8 5 43504 1 Cas

Artinya: Bagaimana kamu ‘akan rmengambilnya kembali,
pada hal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan

yang lain sebagai suanii-istri, danmereka (istri-istrimu) telah

mengambil darimu perjanjian yang-kuat,'4°

Sisi persamdaahn antarq tfansaksymuldimalal\dehgan pernikahan
adalah pada rukunnya, yakni sama-sama adanya ‘agid (orang
yang melakukan transaksi)-saksiy dan'sighat akad. Kemudian
keduanya memiliki hikmah, yang-menjadi anotivasi penerapan
hukum yaitu pencapaian kemaslahatan dan menolak
kemudaratan (illah) dalam pencatatan yang sama.'*® flluh nya
yaitu sama-sama menjadi bukti keabsahan transaksi
mu’amalah, menghilangkan  keraguan, mendatangkan

HDepartemen Agama, Al-Quean..., hlm. 120.

150/)jah atau fMat dari sisi bahasa berarti *, karena itu si Fulan dikatakan ber-
illah jika berubah dari sehat menjadi sakit. Dipahami bahwa *illat jtu suatu keadaan atau
sifat yang jelas, dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan dia-lah yang menjadi
alasan penetapan sesuatu ketentuan syar’l guna mewujudkan kemaslahatan bagi
manusia. Sccara terminologi menurut Wahab Khallaf /llas adalah suatu sifat pada asal
yang di bina atasnya hukum dan diketahui dengannya hukutn pada sesuatu. Abdul Wahab
Khallaf, fimu Usul Fikih, (Kairo : Dar al-Qalam, 1978), hlm. 63.
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kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Sehingga
transaksi hutang piutang saja di anjurkan untuk ditulis (dicatat),
mestinya pernikahan yang mengikat kuat dua insan, luhur,
sunah (diatas mubah), dan sakral, tentu lebih utama untuk
dicatatkan. Dengan demikian atas dasar giyas (perbandingan)
sebagaimana kaidah :

Shally Sy GRS ety caglsh

“ sestatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti
{keterangan) sepadan dengan yang telah
ditetapkan berdasarkan kenyataan™!®!

Maka pencatatan pernikahan—lebih dianjurkan oleh Islam
sebagaimana pencatatan terhadap transaksi hutang piutang,
Sementara dalam;; pérsoalan- |perkawinan Islam, yang
dipraktekkan Nabi Muhammad dan dicontoh oleh para sahabat
dari generasi ke generasi berikiithya, adanya dua orang saksi
menjadi salah satu—raledr nikah; namun tidak ada kewajiban
pencatatan. Jika dibandingkan dengan transaksi hutang piutang,
dilihat dari segi kemungkinan akan timbulnya persengketaan
dalam pernikahang tentufiya-bitkan berkaitan dengan materi
pernikahan, seumpama apakah, kedua belah pihak betul-betul
telah menikah? Atau apakah calon pengantin pria betul-betul
menikah dengan cdlon| pengantin putri yang dikenalnya?.
Kenyataannya persengkataan antara suami dan istri dalam
pernikahan umumnya berkaitan dengan kesalahpahaman dan
pertengkaran sebagai akibat dari tersumbatnya saluran
komunikasi antara kedua belah pihak. Sumber persengketaan
anatar suami dan istri yang lain di antaranya masalah ekonomi,
persoalan moral (akhlak), masalah Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT).

Karena pernikahan dalam Islam dinilai ibadah, maka untuk
memastikan pernikahan itu sah secara Islam, maka harus

51Sayyid Qutb, Al-Adalah al-Ijtima 'iyah ff al-Istam, (Beirut: Dar al-Kutub al-

Arabi, t.th), him. 223.
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memenuhi syarat rukunnya sesuai yvang dicontohkan Nabi
Muhammad Saw. Agar tidak menimbulkan fitnah serta adanya
pengakuan tidak tertulis dari masyarakat (legitimasi sosial)
bahwa seorang laki-laki telah menikah dengan seorang
perempuan, maka dianjurkan untuk “mengumumkan dan
memproklamir” pernikahannya kepada khalayak ramai.
Pengumuman pernikahan tersebut tidak dalam bentuk
menyuruh seseorang berteriak keliling kampung untuk
memberitahukan bahwa telah terjadinya pernikahan, namun
dalam bentuk perayaan dengan mengundang orang lain yang
dalam Islam dikenal dengan walimah.”*?Jumhur ulama
(mayoritas ulama) menyepakati bahwa mengadakan
walimahtersebut hukuminya sunrali mu 'akkadah(sunat yang
sangat dianjurkan, tetapi tidak, sampai kepada hukum wajib)
berdasarkan sabda Nabi'Saw,

S oal Ge b shall dnenie BTG Ui dal o gy O ) 1o Wina
455 B il a8 6 G YN 8l pab g 55 40 o yuald AL
153802 51y ol o) ot galle e ALl gua ) JUB 03 (30 B 55

152Walimath berasal dari kata al-walima (2)51) artinya makanan pengantin ( pl=b
S5, yaitu hidangan khusus dalam pesta perkawinan. Walimah bissanya diadakan
ketika akad nikah berlangsung atau sesudahnya. Tetpi dapat juga dilaksanakan pada
waktu lain tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.Imam Tagiyuddin
Abu Bakar Bin Muhammad al-Husaini, Kifayah al-Akhyar fi Ghayah al-Tkhtisar, Juz 2,
( t.tp: Dar al-Ihya al-Kutub al-*Arabiyyah, tt), him. 68.

13 Ahu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahif al-Bukhari, Jilid
VI, {Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 27. Dalam kitab tersebut terdapat sekitar 10 jalur sanad
yang berbeda dengan matan yang semakna.
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Anjuran atau perintah dari Nabi Saw. kepada sahabat Abdu ar-
Rahman bin Auf untuk mengadakan walimalr meskipun hanya
dengan seekor kambing menunjukkan penting dan besarnya
perhatian kepada “pemberitahuan™ berita gembira pernikahan
dengan mengadakan pesta yang menyuguhkan hidangan daging
kambing. Sehingga masyarakat sekitar akan ikut merasa
bahagia sabagaimana Abdu ar-Rahman bin Auf bahagia.
Dengan diadakannya walimah, para sahabat otomatis telah
memberikan pengakuan tidak tertulis dan kesaksiaan atas
pernikahan Abdu ar-Rahman bin Auf dengan wanita Anshor
tersebut. Sehingga tidak diperlukan adanya pencatatan
pernikahan.

Ada beberapa faktor barangkali yang menjadikan sahabat tidak
begitu memberikan-perhiatian lebih kepada pencatatan nikah,
diantaranya adanyarldfangafi dari baginda Rasulullah Saw.
untuk menulis selain Al-Qur’an, kemudian tradisi Arab di awal
Islam yang lebih mengandalkan|kekuatan hafalan dari pada
tulisan, yang berdampak| [kiitang berkembangnya kultur
menulis. Berikutnya, pengakuan dan persaksian bersama
melalui acarawalimah-sudah dianggap’sebagai bukti terjadinya
pernikahan. Kemudian adanya kesan bahwa perkawinan yang
terjadi pada masa-awal-awal/ Islam umumnya antara calon
suami dan calonristri‘beradardalam wilayah yang sama, bukan
antar negara yang berbeda, sehingga alat bukti perkawinan
berupa catatan belum dibutuhkan.!>*

Menurut Khoiruddin Nasution, di samping adanya perintah
untuk membuat bukti tertulis (catatan) dalam transaksi
mu’‘amalah tersebut, ada juga perubahan ‘illah yang sama di
masa Nabi Saw. dan masa sekarang, sesuai dengan
perkembangan dan perubahan zaman. ‘Hlah dari walimah di
masa Nabi Muhammad Saw. adalah pengakuan masyarakat dan
penjaminan hak. Sementara dengan kondisi perkembangan
zaman seperti sekarang ini, bentuk pengakuan dan jaminan hak

5 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum..., him.120-121.
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tidak cukup lagi hanya dengan walimahan tetapi dibutuhkan
bukti tertulis (akta nikah).'%®

Demikianlah posisi pencatatan perkawinan ditinjau dari sudut
pandang fikih, secara jelas (sarih) memang tidak ada nash nya,
namun jika difahami dan dicermati dari #ash yang ada tentang
perintah mencatat transaksi, serta tradisi Islam tentang walimah
yang diperintahkan Nabi Muhammad Saw., kemudian
disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta tuntutan zaman,
seperti saat sekarang ini, maka pencatatan pernikahan memiliki
landasan hukum yang kuat dalam Islam.

3. Pencatatan Perkawinan dalam Dinamika Kehidupan
Masyarakat

Realitas di masyarakat (bahwia praktek perkawinan yang tidak
tercatat masih tetap berlangsung hingga saat ini. Istilah yang
paling populer dari perkawinan|tidak tercatat adalah nikah atau
kawin siri, yaitu perkawinan/yang hanya berdasarkan kepada
rukun nikah menurut mayoritas ulama. Asalkan rukun nikahnya
terpenuhi, maka perkawinan tersebut dipandang sah, yaitu
adanya mempelai laki-laka-danperempuan,\ada-ijab qabul ada
wali nikah dan ada dua.orang saksi, hanya saja saksi diminta
untuk merahasiakan’ atau—tidak* meémberitahukan terjadinya
pernikahan tersgbut kepada khalayalktamai, dengan sendirinya
tidak ada walimat al- ‘ursy atau dalam bentuk yang lain.!®

Berkaitan dengan rukun nikah, terdapat khilafiyah di antara
ulama mazhab. Tentang keharusan adanya saksi, sebagian
menyatakan bahwa saksi harus ada dalam nikah, oleh karenanya
nikah tidak sah tanpa ada saksi.!”” Menurut Umar, *Ali ibn Abi

133K hoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan
Perbandingan  Hukum  Pevkawinan  di  Dunia  Musiim,  (Yogyakarta:
ACAdeMIA+TAZZAFA, 2008), hlim. 368.
156 Muhammad Ra’fat ‘Utsman, "Agd ael-Zawwdj: Arkdnuhit wa Syuriithu
Shihatihi fi al-Figh al-Isldmi, (t.t.: tpn. t.th.), hlm. 299

157Wahbah al-Zuhayli, Figh al-Islami wa Adiflatuh. him. 70-71
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Thalib, Ibn ‘Abbas Sayyid ibn Musayyab, Jabir ibn Zayd, al-
Hasan, al-Nakha'‘1, Qatadah, al-Tsawri dan al-Auza*1, kemudian
ulama Hanafiyyah, Syafi‘iyyah dan pendapat yang masyhur
dari Imdm Ahmad ibn Hanbal, mengatakan bahwa nikah tidak
sah tanpa kehadiran dua orang saksi. Sedangkan berdasarkan
riwayat dari Imdm Ahmad, Ibn ‘Umar al-Hasén ibn Ali, lbn
Zubayr, Salim, Ibn ‘Abdullah ibn ‘Umar dan sebagian dari
kalangan Syi‘ah Imimiyyah menyatakan bahwa nikah tanpa
saksi hukumnya sah selama calon mempelai telah balig dan
cerdas (rusyd).'>®

Kasus perkawinan yang tidak dicatatkan yang terjadi di
Indonesia pada umumnya memenuhi rukun nikah, artinya ada
wali, dua orang mempelai, sigat ijab qabul dan saksi. Hanya
saja, apakah wali yang menikahkan adalah orang yang berhak
menjadi wali ataur tidak“%secara hukum Islam? Ternyata
jawabannya belum entu. | Kasus |yang terjadi di Yogyakarta
sebagai kota pelajar-adalah; pelaksanaan kawin siri dengan wali
yang tidak berhak, 'Kasus||vang pernah penulis hadapi,
pengakuan dari seorang laki-laki dan perempuan yang berstatus
mahasiswa telah ‘melaksanakan, nikah/siri~dengan wali bapak
kos nya si perempuan. Hal tersebut meeka lakukan karena si
perempuan telah' terlanjuf hamil," dan takut berterus terang
kepada kedudorang tuanyal Mertnit pengakuan mereka, guna
menghindari dosa yang berkelanjutan, mereka memilih nikah
siri. Tentu pernikahan seperti ini, tidak bisa dibenarkan dari sisi
hukum Islam.

Pada kesempatan lain, penulis pernah didatangi oleh dua orang
perangkat desa di wilayah Kecamatan Ngemplak Sleman yang
melaporkan bahwa ada warganya yang yang telah
melaksanakan nikah tidak tercatat (nikah sir1) dalam satu
keluarga. Tbunya yang berstatus janda ditinggal mati, nikah sir
dengan seorang laki-laki yang masih dalam ikatan perkawinan
dengan wanita lain. Sementara, anak perempuannya yang masih

5¥]pid_, him. 72.
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dalam ikatan perkawinan, namun telah pisah ranjang dan belum
bercerai, nikah siri dengan laki-laki lain. Informasi yang didapat
menyatakan bahwa si ibu dan anak perempuannya dinikah
sirikan oleh wali nikah seorang tokoh agama.

Tentu masih banyak kisah dan model perkawinan tidak tercatat
lainnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga
persoalannya tidak hanya sekedar terpenuhinya rukun nikah,
namun juga, apakah mereka yang terlibat dalam pernkawinan
tersebut memenuhi persyaratan.

-Kasus seperti yang diuraikan diatas akan terus muncul jika tidak
ada perubahan terhadap peraturan perundangan tentang
perkawinan, khususnya pada aturan pencatatan perkawinan.
Tidak dapat di sangkal, sebagian pelaku perkawinan tidak
tercatat berpedoman pada /mage bahwa yang penting adalah
perkawinannya sah menurut agama, sekalipun tidak sah
menurut negara. Pemisahantantara agama dan negara dalam
persoalan perkawinan berangkat dari peraturang yang ada.
Pernyataan yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2)UUP 1974,
“tiap-tiap perkawinan “‘harus“ dicatat menurut peraturan
perundang-undangna,  yang —berlaku’. dimaknai terpisah
(interpretasi diferensif) dengan ayat(1) pasal 20U P 1974 yang
menyatakan “Perkawinah adalah /\ sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya
itu. Sehingga kebasahan perkawinan berdasarkan hukum agama
sedangkan pencatatan perkawinan sebagai masalah
administratif yang tidak ada kaitannya dengan keabsahan
pernikahan. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan
sebagai berikut:

a. Pencatatan perkawinan bukanlah merupakan
faktor yang menetukan sahnya perkawinan.

b. Pencatatn perkawinan merupakan kewajiban
administratif yang diwajibkan berdasarkan
perundang-undangan. Adapun faktor yang
menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-
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syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-
masing pasangan calon pengantin.'*®

Hal senada juga di sampaikan oleh Majelis Ulama Indonesta,
sebagaimana yang telah diutarakan dalam latar belakang
masalah, yang menyatakan bahwa nikah siri adalah sah, jika
terpenuhi syarat dan rukun nikah. Pandangan ini, menurut
penulis, telah menjadi payung tepat berlindung bagi para pelaku
nikah siri.

Berdasarkan informasi yang dirilis Republika online tahun 2012
saja di Yogyakarta, berdasarkan keterangan yang disampaikan
oleh direktur Women Crisis Center (WCC) Yogyakarta,
Suharti, bahwa setiap tahunnya)kasus perselingkungan dan
nikah sir terus meningkat. *¢"

Pandangan bahwa $nikabsiFiradalah sah menurut agama Islam™
wajib untuk diluruskan. Kenyataannya tidak setiap nikah siri
yang diakui dan dinggap-l¢h pelakunya telah memenuhi rukun
nikah, setelah diselidiki-dan-diteliti lebih dalam, ternyata
pernikahan sirinya tidak sah. [tulah sebabnya Negara
membenkan ‘peluang kepada pelaku nikah-tidak tercatat untuk
menetapkan keabsahan perkawinannya, karena perkawinannya
tidak dapat dibuktikan-dengan akta nikah yang di keluarkan
oleh PegawdinPéncafaty Nikah- (PPN)/\melalui isbat nikah.'®!
Dengan isbat nikah perkawinan tidak tercatat akan
mendapatkan pengakuan, kebsahan, dan jaminan serta
kepastian hukum.

Terkadang timbul pertanyaan, apakah para pelaku perkawinan
yang tidak dicatatkan tidak mengetahui dampak negatif yang
akan timbul dari perbuatannya tersebut?. Dengan kondisi
kemajuan informasi seperti saat ini, sulit untuk mengatakan

Putusan Mahkamah Kenstitusi Nomer 46/PUU-VIL2010 di kutip dar
www.mahkamahkonstitusigo.id., diakses pada tanggal 20 Juli 2020, jam 15.28 WIB.

160 Yulianngsih, (reporter), https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-
tengah-diy-nasional/12/12/10/met2ik-wec-kasus-nikah-siri-dan-perselingkuhan-di-
yvogyakarta-tinggi, diakses pada 17 Agustus 2020 jam 15:41 WIB.

163 Lihat: Ayat (2} dan (3) Pasal 7 Kompilasa Hukum lslam (KHI)
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mereka tidak mengetahui dampak negatifnya. Artinya,
peraturan perundang-undangan tentang keharusan mencatatkan
tiap-tiap perkawinan masih dipandang sebelah mata bagi
sebagian orang.

Beragam dampak negatif dari perkawinan tidak tercatat, mulai
dari istri dan anak yang kehilangan haknya, tidak jelasnya status
anak, Kesulitan dalam pengurusan kebutuhan yang bersifat
administrasi, sampai tidak adanya perlindungan dan jaminan
hukum bagi anggota keluarga, menimbulkan keprihatinan
tersendiri. Derita anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat
akan bertambah manakala keluarga ayahnya tidak mengakui
keberadaan dan eksistensinya.

Dari dinamika realitas/yang ada, ini, diperbandingkan antara
kemaslahatan dan kemudartan,yangZtimbul akibat perkawinan
tidat tercatat, maka kemudaratannya lebih banyak dan lebih
besar serta berkelanjutan, darjpada manfaatnya yang sedikit
dan sesaat.

Pencatatan Perkawinan Dari-Sudut Pandang
Kemaslahatan dan Kemafsadatan

Islam adalah sistem nilai dan tata cara dan praktek hidup. Islam
memiliki nilai-nilai terténtu- ¥ang ‘mengatur dan membatasi
gerak langkah manusiaydalam hidupayar Tata cara dan konsep
hidup itu bukan sekedar bertujuan untuk membatasi gerak dan
aktivitas manusia. akan tetapi segala bentuk peraturan tersebut
dalam rangka untuk menjamin kebahagiaan individu tersebut di
dunia dan di akhirat, ketertiban, kelancaran semua makhluk
hidup. Demikian pula dengan pencatatan pernikahan, karena
semua makhluk hidup di dunia ini saling bergantung satu sama
lain dan saling berhubungan erat, saling membangun
komunikasi dan interaksi guna memenuhi kebutuhan hidupnya
dalam bermasyarakat dan bernegara.

Pada pencatatan perkawinan, setiap orang secara naluri pasti
tidak menginginkan kesulitan, kepayahan dan kesusahan.
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Manusia cenderung kepada kemudahan, simple, ada jaminan
dan pengakuan, pencatatan nikah yang menghasilkan produk
bukti otentik pernikahan berupa akta nikah dapat memenuhi
kencenderungan manusia ini.

Dari sisi kemaslahatan (manfaat), pencatatan nikah dapat
memberikan manfaat sebagai berikut :

a). Menjadi alat bukti sah dan otentik telah terjadinya
perkawinan antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan.

b). Pemikahannya memiliki kekuatan hukum,
kepastian hukum, dan menjaga jangan sampai
menimbulkan kekacauan. 62

c). Memberikan jaminan terciptanya ketertiban
perkawinari'®?

d). Memberikan kemudalan dalam segala urusan yang
berkaitan dengan administrasi dalam memenuhi
dan mencapal kehidupan dunia yang sejahtera.

¢). Mendatangkan' kepercayaan diri, penghormatan,
dan, . harga —disi , -pelaku~ keluarga dan
lingkungammya * “dalam “ interaksi sosial dn
kehidupan berriegara;

f). Melahirkan. kepastian..dan, kemantapan silsilah
keturunan-(pernasaban) yang berimplikasi pada
perwalian dan maworis,

g). Menjadi bukti pokok untuk dapat melakukan
tuntutan oleh para pihak, melalui jalur hukum
jika terjadi pelanggaran dan pengabaian
tanggung jawab, kekerasan dan penganiayaan.

'2Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang
penetapan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan
Perkawinan, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura yang berbunyi
* Maksud pasal ini iatah supaya nikah, talak, dan rujuk menurut aga Islam supaya dicatat
agar mendapatkan kepastian hukum®™.

"3Lihat: Pasal 5 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam.
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). Menjadi syarat pokok administrasi untuk
“mengakhiri” perkawinan dengan perceraian
secara terhormat dan bertanggung jawab, melalui
putusan hakim pengadilan.

Sebaliknya, dari sisi kemafSadatan, perkawinan yang tidak
tercatat menimbulkan kerugian (implikasi negatif) sebagai
berikut :

a). Tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum.

b). Tidak memiliki bukti otentik perkawinan yang
sah, tidak ada pengakuan dan perlindungan
hukum, karena Negara memandang tidak pernah
terjadi perkawinan.

c). Ditolaknya, perkara _yang berkaitan dengan
pengadilan karen@ tidakcdapat menunjukkan bukti
otentik perkawinan.

d). Rendah dan’bahkan hilangnya penghargaan dan
kepercayaan diri-dalam kehidupan bermasyarakat.

€). Kesulitan dan kesusahan/dalam mengurus segala
sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan
trapsaksi, \baik™ deéngan | instansi-atau lembaga
negeri mapplun lembaga swasta.

f). Tidak ada bukti sah untuk menentukan kepastian
nasabl dan perwahan Sehiigga‘dapat memutus hak
wartsar.

g). Istri dan anak tidak dapat melakukan tuntutan
melalui proses hukum jika terjadi penelantaran,
pengabaian, dan kekerasan.

i}. Istri tidak memiliki hak gugat cerai untuk memutus
perkawinan,

j). Suami bebas menceraikan tanpa adanya akibat
hukum apapun, atau suami bebas melakukan
pernikahan lagi (poligami) tanpa ijin dan kerelaan
istri pertama.



Perlu juga disampaikan pada bagian ini tentang beberapa
motivasi dan alasan mengapa seseorang melakukan praktek
perkawinan tidak tercatat, diantaranya sebagai berikut:

(1). Jalan pintas karena perkawinannya tidak direstui
orang tua. Perkawinan dengan alasan seperti
mengandung  kemungkinan  besar  tidak
memenuhi syarat dan rukun nikah. Umpamanya,
karena orang tua tidak merestui, kemudian
mereka tetap melakukan pernikahan dengan wali
tokoh agama, pertanyaanya apakah tokoh agama
tersebut sah menjadi wali nikah? Pada hal
bapaknyasi—calon~istri masih ada? Sehingga
pernikahan semacam ini membawa banyak
masalaly

(2). Menghindatitprosedur dan aturan yang dianggap
berbelitzbelit. [Hal ini jika dicermati lebih dalam,
bahwa pada dasarnya kesulitan terjadi karena
yang bersangkutan sedang dalam “masalah®,
seperti tidak-mau~menjalanicpersidangan untuk
mendapatkan izin poligami karen kondisi calon
suami ._masib“A\terikat perkanwinan dengan
perempuan lain.

(3). Karemna'si wanita sudah terlanjur hamil, sementara
keduanya atau salah satu pihak masih di dibawah
umur.

(4). Takut atau kwatir terjerumus kedalam perzinaan.
Ini merupakan alasan klasik yang tidak
mendasar, sebab perkawinan bukan perkara yang
tiba-tiba {mendadak), umumya sudah
direncanakan sebelumnya. Jika memang takut
berzina, kenapa tidak langsung menikah sesuai
aturan perundang-undangan?. Apalagi saat ini,
pemerintah memberikan apresiasi yang besar
kepada calon pengantin dengan menjadikan
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biaya 0,- rupiah jiak pernaikahan dilaksanakan di
KUA dalam jam kerja.

(5). Menjaga agar “‘uang pensiun” tidak hilang. Sebab
janda yang mendapat uang pensiun dari bekas
suaminya yang wafat akan hilang jika yang
bersangkutan menikah dengan laki-laki lain.

Berkaitan dengan kemafsadatan yang timbul dari perkawinan
yang tidak dicatatkan, terutama kepada istri dan anak.
Merekalah yang sangat menderita dan dirugikan dari
perkawinan tidak tercatat tersebut. Musdah Mulia mengusulkan
wajibnya pencatatan perkawinan melalui penggabungan ayat
(1) dan Pasal 2 Ayat (2)UUP 1974, sehingga berbunyi “
Perkawinan adalah sah apabila’ dilakukan menurut hukum
masing-masing dan kepercaydannya, itu dan wajib dicatatkan
menurut peraturan perundangeundangan yang berlaku”.
Selanjutnya disertakan. sanksi ¥ang ketat bagi yang
melanggarnya. Sanksi |tersebut| betul-betul didilaksanakan.'®
Pandangan Musdah ini"memiliki(semangat yang sama dengan
pemaknaan magqasid yang direfomulasi oleh Jasser Auda jika
dikaitkan dengantintutan-dai perkermbangan Zdman.

Inilah beberapa implikasi positif (kemaslahatan) dan dampak
negatif (kemafsadatan)) lserta—alasan-alasan mereka yang
menjadi pelakujperkawinan yang-tidak tercatat. Semua uraian
tersebut memberikan™ gambaranyang ‘jelas, sebagai garis
pembeda antara perkawinan tercatat dari perkawinan yang tidak
tercatat.

B. Pembahasan

Kemaslahatan (maslahah), esensinya merupakan segala
bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan
ukhrawi, material dan spiritual serta individualdan kolektif.
Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur

16931ti Musdah Mulia, Mustimah Reformis: Perempuan pembaru Keagamaan,
(Bandung: Mizan, 2005), 363-364,
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yang menjadi tujuan ketetapan syari’ah (Magasid al-syari’ah)
yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan, dan
ketaqwaan (din), akal (agl), keturunan (nas/), harta benda (maal),
jiwa (nafs) dan kehormatan (‘ird).

1.

Pencatatan Perkawinan Perspektif Magasid al-syari’ah
JasserAuda

Konsep Maqgasid al-syaria’ah yang diformulasikan oleh Jasser
merupakan konsep Magasid kontemporer. Artinya, bagaimana
hukum Islam tersebut betul-betul al-sholiliu fi kulli zaman wa
makan (sesuai untuk segala waktu dan tempat), dapat menjadi
mesin penggerak merubah-umat.kepada kemajuan, dan solutif
bagi setiap persoalan’yang muncul dalam kehidupan.
Maraknya aksi kriminal daw terorisme yang terjadi di Barat
khususnya di London. pada Z~waktu itu (2007) dengan
mengatasnamakan | Thukum I[slam™ (Islamic law) dan itu
dilakukan oleh orang-yang beridentitas muslim. Sehingga tidak
heran jika orang barat banyak yang beranggapan bahwa hukum
Islam syarat dengan kriminalitas dan pembunuhan terhadap
orang lain.. ‘Selain i, “berdasarkan—indeéks HDI (Human
Development Indeks)ybahwa umat muslim menempati level
yang masih rendah apalagi faktor-faktor determinan yang
dipakai dalamw HDI( tersebut=meliputi, tingkat buta aksara,
pendidikan, partisipasi politik, ekonomi dan pemberdayaan atau
emansipasi wanita, umat Islam masih berada di bawah standar
minimal.'®® peristiwa ini menyentak hati dan menggugah
pikiran Jasser untuk merekonstruksi pemikiran tentang Islam
dan Hukum Islam kemudian menyajikannya kembali menjadi
Islam yang damai, Islam yang membangun, Islam yang
menjujung tinggi hak-hak manusia (right)

Pemaknaan teori maqasid klasik, menurut Jasser harus
dikembangkan dan disempurnakan. Orientasi magqasid klasik
yang lebih mengarah kepada perlindungan (protection) dan

5 Jasser Auda, Magasid al-Sharigh,... him. xxii.
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penjagaan {preservation) yang dalam ungkapan lain desebut
dengan “pelestarian”, bukanlah sesuatu yang salah dan keliru,
namun pemaknaan seperti demikian terkesan sempit, kaku, dan
tidak memiliki semangat perubahan. Orientasi magasid
kontemporer mengarah kepada pembangunan (development)
dan hak-hak manusia (righf). Maka salah satu usaha untuk
menjadikan hukum Islam yang sesuai dengan tuntutan zaman,
yaitu dengan mengembangkan pemaknaan terhadap tujuan
pembentukan hukum Islam itu sendin.

Dalam teori kontemporer, Jasser menunjukkan teori
magqasidnya, misalnya, perlindungan dan penjagaan terhadap
keturunan ( /ifz an-nasl) yang sebelumnya pemahaman hanya
berputar di sekitar kewdjiban,menikah dan larangan berzina,
berkembang menjadi “kepedulian képada keluarga™.'®® Bentuk
kepedulian ini tentunya tidak hanya sebatas pernikahan dan
larangan berzina, naimun{ilebihy luas, termasuk usaha
mempersiapkan diri sebglum/masuk dalam perkawinan, karena
harus peduli kepada keluarga; -sebab perkawinan atau keluarga
yang dibina di atas pondasr yang rapuh sangat rentan terjadinya
kekerasan dan perceraian~Fada giliranya, jika. lahir generasi
dari keluarga-seperti ihi, tentunya-akan nienjadi persolan yang
berkelanjutan. Maka, |usah@, untuk memberikan bekal
pengetahuan dan _ ketrampilan__kepada calon pengantin
merupakan salah saw/ bentuk' pemahantans dari hifz an-nasl
dalam konteks magasid kontemporer.

Adapun perlindungan dan penjagaan terhadap akal (hifz al-aql)
berkembang menjadi “‘pengembangan pemikiran ilmiah,
perjalanan menuntut ilmu, dan menekan mentalitas ikut-ikutan
(taglid)”.'” Karena pada dasarnya manusi dilahirkan dalam
keadan tidak bisa berfikir, tidak langsung pandai, masing-
masing memiliki potensi. Maka hifz  af-aql harus

156 Jasser Auda, Membumikan... him. 320.

187 jhat: Jasser Auda, Membumikan... hlm. 320.
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memaksimalkan potensi dan fungsi akal. Usaha-usaha yang
mengarah kepada pengembangan pemikiran, penghargaan
terhadap keilmuan wajib didukung, termasuk kepada siapa pun
yang terlibat di dalamnya. Mulai dari tenaga pendidik, anak
didik, lingkungan serta sarana dan prasarana kearah
peningkatan dan pengembangan akal (pemikiran). Setiap orang
tidak boleh terbelenggu dan terkungkung dalam jeruji
pemikiran orang lain. Mendorong kearah pemikiran yang bebas,
berdasar, dan bertanggungjawab secara ilmiah. Termasuk
dalam Aifz al-aq! membatasi dan menghindari imigrasi para ahli
dari berbagai bidang, keluar dani daerahnya secara permanen,
sehingga negerinya terbenam dalam keterbelakangan,
sementara “negeri drang” menjad) maju karena keahliannya.!%®
Schingga keahlian| penduduk negeri hendaknya memberikan
dampak perubahan kebaikaf dan kemajuan kepada negerinya
sendirl.

Berikutnya hifz al-Trd_yang berarti “pelestarian kehormatan™
berkembang menjadi’pelestarian harga diri dan menjujung
tinggi hak-hak asasi manusia (HAM). Kehormatan dan harga
diri secara bertingkat- dumilai | dari/dirt~sendiri (pribadi),
keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hak asasi manusia
bersifat universal,“karenanya ‘tidak ada pertentangan Islam
dengan nilai-nilai tnyersalteisebit, Islam harus didorong untuk
dapat mengambil peran dengan menambah dimensi-dimensi
positif baru dalam hak-hak asasi manusia.'®® Seumpama dalam
kondisi perperangan, terkadang karena dorongan keserakahan
dan ambisi menguasai, segala cara dilakukan oleh pihak-pihak
yang terlibat. Penghancuran gedung-gedung pelayanan publik,
pohon-pohon, penembakan ataupun pengebomam yang tanpa
perhitungan, sehingga merenggut nyawa bayi-bayi, anak-anak,
wanita dan orang lanjut usia merupakan hal yang tidak dapat
dibenarkan meskipun dalam kondisi perperangan. Dalam hifz al

1457pid.

' fbid,
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‘ird ini, guna menjaga HAM, tanpa memandang ras, suku,
agama, dan bangsanya, Islam dapat menawar konsep
perperangan yang beradab dan bermatabat. Tentunya semua ini
harus dimulai dari umat Islam sendiri. Mencermati kondist
dunia Islam saat ini, nampaknya ini sesuatu yang berat lagi sulit.

Muagqasid al-’ammah Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana yang telah di uraikan sebelumnya, bahwa
magasid al-’ammah adalah magasid yang mencakup seluruh
maslahah (baik dan bermanfaat) yang terdapat dalam perilaku
tasyri’ yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan,
toleransi, kemudahan, perlindungan, jaminan, dan lainnya.
Kemaslahatan yang terdapat dalam pencatatan perkawinan pada
masa sekarang ini dan kedepannya|bagi siapapun, sebagai
warga negara, mesti mengakui“akan pentingnya hal tersebut.
Akta nikah yang lahir dari akhir rangkaian proses pencatatan
pernikahan, merupakan-bukii otentik suatu pernikahan. Akta
nikah terebut memiliki kekuatan) dan kepastian hukum yang ini
dibutuhkan oleh setiap pasangan suami istri.

Adanya akta) mikalh, /menjadikan, suarmpiy), istri dan anak
mendapatkan jaminap., dan _petlindungan hukum yang
menjadikan semua angpeta-keliiarga merasa aman dan nyaman
dalam menjalaniphidop)sebapai Warga masyarakat dan warga
negara. Dengan adanya akta nikah, maka umpamanya perilaku
yang melanggar hukum yang dilakukan oleh suami, akan
mendapatkan hukuman dan sanksi, sebagai wujud perlindungan
kepada anggota keluarga lain yang menjadi korban. Sehingga
dari sisi magasid al- ammah, kemashalahatan yang timbul dari
pencatatan perkawinan berupa keadilan, perlindungan, jaminan
dan kemudahan tidak mungkin dibantah olch siapapun.

a. Hifz al-Din Pencatatan Perkawinan

Perkawinan sebagai titah agama Islam kepada umatnya
yang tidak memiliki halangan syara’ wajib dilaksanakan
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sesual aturan agama. Pelaksanaan pencatatan perkawinan
dasi sisi hifz ad-din adalah memberikan jaminan keabsahan
perkawinan secara agama Islam serta kekuatan dan
kepastian hukum kepada perkawinan itu sendiri. Pencatatan
perkawinan merupakan rangkaian proses yang harus dilalui
tahap demi tahap. Setiap tahapan tidak lepas dari pantauan
petugas (PPN). Tahapan yang harus dilalui adalah
pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah,
pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan
nikah, dan penyerahan buku nikah. Antara tahapan pertama
dengan tahapan berikutnya saling berhubungan.
Meninggalkan atau meloncati satu tahap berakibat
cacatnya proses pencatatan perkawinan. Tahapan ini
tentunya tidakdijuinpai dalam perkawinan yang tidak
tercatat. Pencatatanvpefkawinan juga menjamin bahwa
perkawinan tersebut| | betul| —betul telah sesuai dan
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh agama Islam.
Kemudian dapat dibayangkan akibat perkawinan yang tidat
tercatat bagi suami istri yang telah menalak istrinya lebih
dari duaskali, /karena-tidak Jadanya bukti otentik berupa
dokumen, maka,  bisa, saja, mereka akan melakukan
pernikahan haram;-sebab ‘kKeéduanya sudah berada dalam
talak tiga,, [di“mana fkeduanya tidak boleh menikah lagi,
sebelum istrinya dinikahi oleh laki-laki lain dan kemudian
laki-laki tersebut menceraikannya.'” Oleh karenanya
pencatatan perkawinan memastitkan ada tidaknya
pelanggaran dan juga memastikan bahwa syarat dan rukun
nikah telah terpenuhi. Kekurangan salah satu syarat
pernikahan berimplikasi pada dapatnya ditunda, dicegah,
atau ditolaknya perkawinan seseorang.

Contohnya, ketiadaan bukti akta cerai bagi suami atau istri
yang berstatus duda atau janda karena perceraian (bukan
karena kematian) menjadikan penghalang tidak dapatnya

I"MLihat: Al-Qur’an surat al-Baqarah [2] : 230.
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dilaksanakan  pernikahan.'”  Meskipun  menurut
pengakuannya, bahwa dia dengan istri atau suaminya
sebelumnya telah berpisah melebihi masa iddah. Atau duda
dan janda tersebut dapat menunjukkan akta cerainya untuk
melaksanakan pernikahan baru dengan orang lain, tetapi
masa iddahnya belum habis, hal inipun menjadi sebab
ditundanya pelaksanaan aka nikah. Lebih lanjut pernikahan
yang tidak dicatatkan sangat berpotensi terjadinya
pernikahan “‘aspal” (asli tetapi palsu). Artinya, tetap terjadi
pemikahan, rukun nikahnya juga terpenuhi, tetapi secara
fakta hukum, ada saksi tetapi tidak memenuhi syarat, ada
wali tetapi bukan yang berhak menjadi wali. Di sisi lain,
bahwa kenyataannya tidak,setiap orang Islam memiliki
pengetahuan yang<cukup, tentang seluk-beluk hukum
perkawinan (hukum “munakahat), sehingga Kkarena
keterbatasan  pengetalman, rakhirnya melaksanakan
pernikahan, pada hal dari sudut hukum munakahat tidak
memenuhi syarat. Oleh sebab_itu, penetapan keabsahan
pemikahan yang tidak tercatat harus dibuktikan di
persidangan  pengadilan—agama melalui~ proses istbat
(penetapan) nikah.!™Berdasarkan ‘pehgalaman penulis
selaku “praktisi’] perkawinan.\kgjadian pernikahan yang
tidak dicatatkan_seperti yang disampaikan sebelumnya
cukup banyak ditemukan di masyarakat.

Pernikahan seperti ini tentunya bukan pernikahan yang
dikehendaki oleh agama. Persyaratan perkawinan, baik
meterial maupun formil, tidak bertentangan dengan hukum
Islam, bahkan ia bersifat memastikan, menjamin, dan
menguatkan hukum Islam. Memastikan kebenaran syarat
formil dan material, schinggaperkawinan tersebutlah yang
dikehendaki dan sesuai dengan aturan agama dapat
menjamin ~ keabsahan  perkawinan,  memberikan

"IPagal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
"Pasal 7 ayat (3) Buku I, Kompilasi Hukum Islam.
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perlindungan, keamanan, kekuatan, dan kepastian
hukumyang mana hanya dapat diwujudkan melalui
pernikahan yang tercatat.

Hifzh al-Nasl Pencatatan Perkawinan

Dalam konteks kontemporer hifz an-nasl dimaknai dengan
“kepedulian terhadap keluarga™ sangatlah relevan dengan
pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan musliin
yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA)
kecamatan. Sebagai institusi resmi negara yang berwenang
melakukan pencatatan perkawinan muslim, telah
menjadikan keluarga-atau-anggota keluarga sebagai fokus
program.

Salah satu programWyangtelah me-Indonesia yang bermula
dari Daerah Istimewa Yogyakarta adalah program Desa
Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Semua bentuk kegiatan
dan sasaran yang-ada dalam’ program DBKS merupakan
perwujudan kepedulian/ terhadap keluarga. Klasifikasi
dalam program DBKS yang berupa keluarga pra sakinah,
sakingh W |sakinali 2;"dam sakinah) 3 dengan kriterianya
masing-masing;merupakan petunjuk pelaksanaan kegiatan
yang terencana sébagai bentuk kepedulian pemerintah
kepada| keluarga yang.dimotori aleh KUA. Sebagaimana
telah disampaikan sebelumnya, bahwa pencatatan
perkawinan merupakan serangkaian proses. Hanya KUA
lah yang intens melaksanakan kegiatan pembinaan
perkawinan (Binwin), kursus calon pengantin (suscatin),
penataran pra nikah bagi pasangan calon pengantin
sebelum melaksanakan akah nikah. Artinya, dari sisi Aifz
an-nasl, kepedulian terhadap keluarga telah diawali dari
sebelum calon pengantin membentuk keluarga. Membekali
mereka dengan perbagai pengetahuan yang menyangkut
keluarga akan diperoleh dengan melalui pernikahan yang
tercatat.
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Berikutnya, akta nikah yang mereka dapatkan dari
pencatatan perkawinannya, telah memberikan kepastian
hukum hubungan suami istri yang jika lahir anak darinya,
maka anak tersebut pun mendapatkan kepastian hukum.
Sehingga keluarga ataupun keturunan mendapatkan
jaminan dan terlindungi oleh hukum. Anggota keluarga
akan terhindar dari sengketa perdata warisan karena telah
terlindungi oleh perkawinan yang tercatat tersebut.
Sebagaimana yang disampaiakn sebelumnya pada bagian
latar belakang dalam tulisan ini, berkaitan dengan kasus
Saudari Machica Mukhtar yang menikah tidak tercatat
dengan Moerdiono (Mantan Menteri Sekretaris Negara).
Tentunya kasus yapg menyita waktu, biaya dan tenaga ini,
tidak perlu terjadi jika, jika keduanya mencatatkan
perkawinannya sesuaijdengan aturan yang berlaku. Inilah
sisi hifz an-nas! dalam“konteks, kontemporer, yang tidak
hanya sekedar menganjurkan -pernikahan dan melarang
perzinaan, namun kepedulian terhadap keluarga lebih jauh
dan lebih luas dari“itu, “yaita’ memberikan bekal pra
perkawinan, ,memastikan, dan_menjamin kebenaran
perkawinan, ‘‘melayani’ ‘Konsultasi “Keluarga pasca
perkawinan. Semba, kegidtan/\ini adalah dalam rangka
mewujudkan keluarga yang tangguh, aman dan terlindungi
dibawah payung-hukwmn melalui-péncatatan perkawinan.

Hifzli al-Aql Pencatatan Perkawinan

Hifz al-agl yang berkembang menjadi optimalisasi
pemikiran ilmiah, dalam kaitannya dengan pencatatan
perkawinan yaitu logika dan kecerdasan harus menjadi
dasar dalam menentukan pilihan kemaslahatan dan
kemudaratan antara perkawinan yang tercatat dengan
perkawinan yang tidak tercatat. Bisa jadi perkawinan tidak
tercatat terlthat banyak kemudahan, tanpa melalui prosedur
yang panjang dan sesuai dengan ‘“keinginan™ serta
“kepentingan”™ yang bersangkutan, akan tetapiakibatnya
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dimasa yang akan datang menimbulkan kesulitan dan
kesusahan.

Menjauhkan diri dari berpikir singkat demi keuntungan
sesaat tetapi berfikir jauh kedepan, mempertimbangkan
dampak dan resiko yang akan timbul dari pencatatan
perkawinan. Trend perkawinan yang tidak tercatat yang
dipublikasikan lewat media massa ataupun publikasi lewat
mulut ke mulut di wilayah tertentu, dari sisi hiz al-aql akan
menolak dan tidak ikut-ikutan melakukannya. Cukuplah
akta nikah yang didadapatkan dalam perkawinan yang
tercatat setelah melalui prosedur dan ketentuan yang
berlaku menjadi_dasar argumentasi yang paling logis.
Schingga dari sisi /iifz ‘al-agl pencatatan perkawinan adalah
akta nikah vang Jhemupakan alat bukti otentik yang
diperoleh secara prosedural; adalah hal yang sangat logis
dan paling sah {{egitimate) yang memberikan jaminan dan
perlindungan kepada keluarga.

Hifz al-Mal Pencatatan Perkawinan

Pelestarran, harta ifii| bérkémbangtmenjadi pengembangan
ekonomi danemenckan jurang antar kelas. Pencatatan
perkawinan sangat bérkaitan harta. keluarga, baik secara
internal ‘maupud eksternal. “Dari/sisi internal pencatatan
perkawinan memberikan kepastian hukum tentang harta
wartisan antara pewaris dan penerima warisan (ahli waris).
Informasi tentang pesengketaan harta warisan yang
berujung sampai ke pengadilan, mayoritas berpangkal dari
tidak adanya alat bukti ontentik yang dapat dijadikan dasar
antara pewaris dan para ahli waris. Persoalan harta warisan
ini akan lebih sulit dan runyam jika melibatkan perkawinan
kedua, ketiga yang tidak tercatat, yang melahirkan anak
keturunan.

Adanya pencatatan perkawinan menutup pintu timbulnya
persengketaan harta wartisan dalam keluarga. Sedangkan
dari sisi eksternal, pencatatan perkawinan yang
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memunculkan bukti otentik perkawinan berupa akta nikah,
menjadi salah satu jaminan pokok guna melakukan
transaksi (pinjaman) dengan perbankan (lembaga jasa
keuangan) guna penguatan modal usaha dalam rangka
mengembangkan ekonomi keluarga. Terlebih lagi jika
suami atau istri meminjam (kredit) vang pada bank dengan
jumlah yang besar, persyaratan buku nikah menjadi hal
yang mutlak. Bahkan pada perbankan yang berlabelkan
syari’ah, pinjaman permodalan tidak hanya sebatas
memberikan modal (uang) namun juga memberikan
penyuluhan dan pendampingan dalan usaha meningkatkan
ckonomi keluarga.

Demikian pula bafituan-bantuan yang dikucurkan oleh
pemerintah  dalam<usaha, meningkatkan perekonomian
keluarga juga |menjadikanoO buku nikah sebagai
persyaratannya. Berbagai peluang yang berkaitan dengan
pinjaman atau pun bantuan-bantuan dalam rangka
peningkatan ekonomt keluarga akan tertutup dikarenakan
perkawinan yang tidak tercatat. Bahkan transaksi jual beli
harta tidak, bergeraks-seperti-tanah. yang~dilakukan oleh
salah satu’pihak, suami-atau istri'pun‘tidaktuput dari harus
adanya bukti otentik perKawinan berupa kutipan akta
nikah. Demikianlah pemaknaan /fifz al mal jika
berdasarkan! perspekiif Magasid-al-syari'ah Jasser Auda
yang dikaitkan dengan pencatatan perkawinan. Hifz al-mal
pencatatan perkawinan menjadi dasar dan jaminan
kepastian hak harta secara internal dan membuka peluang
dalam transaksi keuangan sebagi upaya mendapatkan
modal dan penngembangan usaha demi meningkatkan
ekonomi keluarga.

Hifz al-nafs dan al-‘Ird Pencatatan Perkawinan

Hifz al-nasf dan hifz al-‘ird yang berarti “pelestarian jiwa”
dan pelestarian kehormatan™ berkembang menjadi
penghargaan terhadap kehidupan dan harga diri serta
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menjujung tinggi hak-hak asasi manusia (HAM).
Pemaknaan keduanya berkaitan dengan pencatatan
perkawinan yaitu melindungi eksistensi kehidupan dalam
lingkup hubungan suami istri dan keluarga. Pencatatan
perkawinan melahirkan kehormatan dan harga diri, baik
secara individu maupun kolektif keluarga dalam interaksi
yang hidup di masyarakat. Seringkali pelaku perkawinan
yang tidak tercatat melahirkan rasa rendah diri yang dikuti
perasaan malu, yang bersangkutan akan berusaha untuk
menyembunyikan dan menutupi perkawinannya tersebut
agar tidak menjadi konsumsi publik. Jika publik
mengetahui perkawinannya patut diduga kuat harga diri
dan kerhrmatafiya'“akail' ter¢emar dan runtuh’. Apa lagi
jika pelakunyaradalahhtokoh masyarakat, tokoh politik,
ataupun pejabat publike’ Umpama, bagi Aparatur Sipil
Negara atau mungkin pejabat negara yang ketahuan dan
terbukti melakukan Aperkawinan tidak tercatat dapat
berakibat pada +dicepot/~atau diberhentikannya yang
bersangkutan dari jabatan yang sedang diembannya, karena
telah meldiggaf fegulasi yarig ada/\>

Harga diri dan kehormatan tersebut, secara langsung juga
melekat dan' “dimiliki—oleh’ keturunan yang lahir dari
perkawipan [~tercatat, | panak=anak,  yng terlahir dari
perkawinan tercatat dalam interaksi sosialpun memiliki
keberanian, kepercayaan dan harga diri. Hal ini berbeda
denganyang dialami oleh mereka yang lahir dari
perkawinan tidak tercatat, stigma negatif yang diarahkan
kepada mereka telah menjadi tekanan bathin tersendiri.
Imbas lebih lanjut adalah timbulnya perasaan minder,
kehilangan kepercayaan. Pada hal mereka adalah “korban™
dari pilihan kedua orang tuanya yng melakukan
perkawinan tidak tercatat.

I”*Regulasi tersebut berupa Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia

nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun
1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
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Dengan demikian Hifz an-nafs dan hifz al-‘ird
pencatatan perkawinan secara langsung memberikan
kontribusi kepada pelaku dan keluarganya kehormatan,
pengakuan, pengahargaan, dan kepercayaan diri.
Menghilangkan perbedaan ‘‘status” yang sering
diungkapka dalam interaksi dimasyarakat atas perkawinan
yang tidak tercatat. Mereka berani tampil dan berinteraksi
dalam masyarakat secara normal, tanpa beban mental
dibayangi “stigma negatif". Sehingga eksistensinya dalam
masyarakat, hidup dan leluasa berkiprah dalam kehidupan
sosial.

Magasid al-Khassalr Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa
Magqasid al-khassali berkaitan dengan kemaslahatan yang
ada di dalam persoalan tertentit. Kemaslahatan yang ada
dalam pencatatans petkawinan berimplikasi pada
kemudahan, menghilangkanf-késulitan dan kesusahan,
memberikan jaminan, kekuatan dan kepastian hukum
terhadapat petkawinan-yang dilakukan, Dari sisi magasid
al-khassah juga, pencatatan perkawinan telah menutup
pintu yang akan membukaecelahvérjadinya ketidak absahan
suatu perkawinan-menurut Islams-menutup pintu kesulitan
dan  kesusahan” “dalam™— mengurus  administrasi
kependudukan dalam kehidupan sebagai warga negara.
Upaya preventif untuk menghilangkan kesulitan,
kepayahan dan kesusahan yang akan timbul dari suatu
suatu persoalan merupakan kata kunci dari Zajiyyat atau
dalam ungkapan Jasser Auda adalah magasid al-khassah.
Sehingga dari sudut pandang magasid «l-khassah,
pencatatan perkawinan memiliki landasan kuat dalam
hukum Islam dengan membuka pintu kemudahan (fat/ al-
zarra’i) dalam berbagai urusan administrasi yang tidak
mungkin suami, istri, dan anak-anak (keluarga) pada masa
sekarang ini tidak bersentuhan dengan persoalan
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administratif tersebut. Sekaligus pencatatan perkawinan
menutup pintu (sadd al-zarra'i) dari kesulitan, kesusahan,
dan ketidakpastian serta ketidaktertiban dalam pengurusan
administraisi perkawinan.

8 Magasid al-Juz’iyyali Pencatatan Perkawinan

Magqasid al-juz'iyyah lebih bersifat personal dan arahnya
kedalam dirt pelaku perkawinan yang tercatat. Artinya
pencatatan perkawinan harus mereka pahami dan maknai
sebagal usaha dalam rangka kepatuhan kepada aturan
pemerintah. Setiap warga negara harus menyadari dan
meyakini bahwa setiapperaturan yang dibuat oleh
pemerintah sebagai perlindungan, jaminan, dan ketertiban.
Hal ini sejalan_dedganyperintah yang tercantum dalam
firman Allah Swt. suratal-Nisa’ ayat (59):

S 5 s Ml gmadally ) geidab ) siad 0y WL |y
‘;L-!A )Q“

Artinyas Hai orang-prang yang-berinian, ta’atilah Allah
ddn ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di

antarakamu /™
Peraturan pencatatan perkawinan merupakan upaya

pemerintali’ Ldalam’ | melindungi/~setiap warga negara.
Pencatatan  perkawinan  juga  dimaknai  sebagai
perlindungan hukum dan kepedulian, baik bagi suami, istri,
maupun anak keturunannya, Harus disadari bahwa
perkawinan tidak hanya masalah dan kepentingan dua
orang (suami dan istri) dan sesaat, namun ia menjadi

Departemen Agama RI, Al-Quran.., him. 128. Scbagian ulama
berpendapat, ulil amri diartikan scbagai ulama saja. Akan tetapi, Ibn Taimiyah
mengatakan, kata w/if amri dalam kedua ayat di atas memberikan isyarat sebagai ulama
dan umara atau pemerintah. Mercka terdiri atas orang-orang yang terpilih yang
memenuhi syarat-syarat komplementer. Imas Rosyanti, Esensi Al-Quwr'un. (Bandung:
Pustaka Setia, 2002), him. 267
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masalah dan kepentingan banyak pihak, serta waktu yang
panjang.

Dari uraian diatas dapat diilustrasikan dengan gambar
sebagai berikut :

Pencatatan Perkawinan

[ Kepatuhan ]

ueuImey1ad
uBLIMEYIAd

uepes
lInP3ad

Gambar 5. Rumah ‘Magasid Pencatatan Perkawinan

Rumah kelvarga\yahg-dibinatdiatag perkawinan yang sah
dengan berbagai tujuan yang baik merupakan Magasid al-
‘ammah. Sedangkan... atap / \pencatatan perkawinan
merupakan  pMagasid-, yalzkhassahy yang memberikan
perlindungan, keépastian daf jamidan hukum terhadap
perkawinan yang dilakukan. Pencatatan perkawinan
memberikan kemudahan, kelancaran dan menutup
kesulitan bagi anggota keluarga khususnya dalam bidang
administrasi kependudukan sebagai bagian dari warga
negara. Berikutnya ventilasi atau jendela kepatuhan dan
kepedulian merupakan Magasid ai-juz 'iyyah, setiap warga
negara harus memahami, sekalipun pernikahan merupakan
urusan privat, berkaitan dengan keyakinan dan
kepercayaan masing-masing. Namun jika perkawinan tidak
diatur oleh negara, maka perkawinan dapat menimbulkan
kemudharatan, kerugian dan kesewenang-wenangan oleh
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satu pihak kepada pihak lain. Contohnya, bagaimana istri
akan mengadukan dan menuntut haknya kepada suaminya,
sementara dia tidak memiliki bukti otentik tentang ikatan
perkawinannya dengan suaminya tersebut. Sehingga
menetapkan motivasi kesadaran, kepatuhan dan kepedulian
dalam pencatatan perkawinan menjadi hal yang urgen.
Berdasarkan uraian dalam Bab IV ini dapat tarik benang
merah penerapan penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor | tahun 1974 tentang perkawinan, dimana
hal pokok dalam ayat tersebut adalah pencatatan
perkawinan. Dicermati dari perjalanan panjang sejarah
sebelum lahir nya UUP 1974, mengindikasikan betapa
mendesak dan/ pentingniya. adanya peraturan berkaitan
dengan perkawinan ‘secara umum dan pencatatan
perkawinan secaratkhusts. Sekalipun dalam pandangan
Fikih tidak ada-dalil  yang sfarih (jelas) tentang perintah
atau kewajiban> meneatat 'pernikahan, namun indikasi
realistis dan positif] serta|legitimet dari ayat 282 surat Al-
Bagqarah tentang perintah mencatat transaksi berupa hutang
piutang dapatmenjadilandasan comiparasi (givas), terdapat
kesamaan illah_antara pencatatan transaksi muamalah
dalam ayat tersebut-denganvpencatatan perkawinan pada
masa sekarang ~inin, yaitu ¢samassama menjadi bukti
keabsahan transakst mu’amalah, menghilangkan keraguan,
mendatangkan  kemaslahatan  dan  menghindarkan
kemudharatan.

Kemaslahatan  perkawinan  yang  tercatat  dan
kemasfsadatan perkawinan yang tidak tercatat telah
nampak nyata dan dirasakan oleh para pelakunya. Setiap
orang vyang normal pasti menginginkan kebaikan,
keamanan, kemudahan, jaminan dan perlindungan pada
perkawinan dan keluarganya yang dibina diatas
perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah bagi sctiap warga necgara
memberikan semua keinginan tersebut. Sehingga dengan
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pencatatan perkawinan terbuka pintu kemaslahatan dan
tertutup pintu kemafsadatan.

Magasid al-syari’ah bersifat sosial dan integral, tidak
bersifat individual, menghargai dan menghormati hak-hak
asasi. Jika dicermati dan sifat magasid maka perkawinan
yag tidak dicatatkan bersifat individual, mementingkan diri
sendiri, parsial dan hanya kemudahan sesaat namun akibat
lebih lanjut adalah kesulitan dan ketidakpastian hukum.
Ide dan gagasan Jasser Auda tentang magasid kontemporer
telah menginspirasi pemahaman dan pemaknaan magasid
al-khamsah (kulliyah al-khamsah) yaitu Hifz ad-din, hifz
an-nafs, hifz al-aql, hifz al-mal, Hifz an-nafs dan ‘ird
kearah keterbukaani sertapengahargaan kepada Hah-hak
asasi menjadikan | hukunIslamd lebih adaptif, eksis dan
solutif atas setiap| persoalandyang muncul, sesuai dengan
kemajuan dan perkémbangan zaman.

Pemaknaaan kuliyvah al-khamsah kontemporer terhadap
pencatatan perkawinan . melahirkan kesimpulan bahwa
pencatatan perkawinan tidak bertentangan dengan ruh
(jiwa) hukum ,Islam.Bahkan. lebih dari~itu, pencatatan
perkawinan mengontrol ‘dan ‘memastikan keabsahan suatu
perkawinan, memberikan\ jaminan dan perlindungan
hukum serta membuka pintu kemudahan dalam urusan
duniawi sebagaiwarganegara-Sehingga, dari sisi Magasid
al-syari’ah kontemporer yang dikembangkan Jasser Auda
telah tiba waktunya, kalau tidak dikatakan terlambat, untuk
menaikkan status pencatatan perkawinan dari ketentuan
persyaratan administratif menjadi persyaratan keabsahan
perkawinan. Dalam ranah jiez *iyyah atau hajiyyat jika suatu
perbuatan tersebut {dalam hal ini pencatatan perkawinan)
memiliki kemaslahatan lebih besar, maka perbuatan
tersebut masuk dalam kategori rukun. Hal ini sejalan
dengan pemikiran Al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh
Jasser Auda ketika menjelaskan tentang membuka sarana
untuk mewujudkan kemaslahatan dan magasid, bahwa
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apabila ada kemaslahatan yang besar dan paling baik
(afdhal) maka membuka sarana untuk meraih
kemaslahatan tersebut menjadi wajib. Artinya jika ada
kemaslahatan perlindungan, kepastian, jaminan, dan
pengakuan pada perkawinan yang hanya dapat diraih
dengan sarana pencatatan, maka peraturan hukum

pencatatan perkawinan menjadi wajib.'”

1™ Jasser Auda, Membumikan...hlm. 311.



BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan bab demi bab dan menganalisanya
penelitian ini telah dapat menjawab tiga permasalahan pokok yang
telah dirumuskan tentang penerapan Pasal 2 Ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pokok pikiran
dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek perkawinan yang berlaku di\Indonesia telah ada jauh
sebelum Indonesia . mempreklamirkan kemerdekaannya.
Adanya perbedaan dalam| penerapan peraturan perkawinan
terhadap sesama warga negara karena adanya klsifikasi
masyarakat, ada pribumi (asli orang Indonesia), Timur asing
Cina, dan orang-orang- Eropa (sebagar akibat dari aturan
perkawinan peninggalan penjajah serta banyaknya muncul
sengketa harta warisany yang bermulajdan, tidak adanya alat
bukti otentik tentang kepastian perkawinan, kemudian untuk
mewujudkan tertib administrdsr\perkawinan, menjadi alasan
dominanmunculnyaypernyataan“tiap=tiapperkawinan dicatat
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku™.

2. Ruh dari Pasal 2 Ayat (2)UU Perkawinan adalah pencatatan
perkawinan. Dari sisi hukum [slam tidak dijumpai dalil atau
nash yang secara jelas menyuruh untuk mencatat setiap
peristiwa perkawinan. Perintah mencatat transaksi bisnis non
tunai berupa hutang piutang sebagaimana tercantum dalam
surat al-Baqarah ayat 282 memiliki i//ah yang sama dengan
pencatatan perkawinan, yaitu menjadi alat bukti otentik suatu
transaksi yang dapat menghilangkan keraguan yang berujung
pada persengketaan. Jika perjanjian bisnis yang bersifat
sementara saja harus dicatat apalah lagi perkawinan yang
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merupakan perjanjian dua manuasi tanpa batas, tentu lebih
wajib untuk dicatat. Kemudian anjuran walimah al-‘ursy
(pesta perkawinan) yang perintahkan Nabi Muhammad Saw.
kepada sahabat yang telah melangsungkan perkawinan
menjadi dasar pengakuan (legitimasi sosial) atas sebuah
perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman bentuk
pengakuan, jaminan dan penghormatan serta kepastian
sebuah perkawinan tidak cukup lagi hanya dengan pesta
perkawinan. Perkawinan yang terjadi di suatu wilayah belum
tentu akan diketahui oleh orang di wilayah lain yang jaraknya
mungkin sangat jauh. Oleh karena itu dari sist fungsi hukum
bentuk “pesta perkawinan’ di zaman dapat disamakan
dengan pencatatan perkawinan’pada zaman sekarang, tanpa
menghilangkan sunnah pestajperkawinan tersebut.

. Penerapan Pasal 2' Ayat”(2)UU Perkawinan perspektif

magqasid Jasser Auda dapat disimpulkan, bahwa reformulasi
magasid yang dikembangkan, oleh Jasser Auda telah
memberikan semangat pemaknaan baru magasid, yang lebih
luas, mengedepankan- [pengembangan ¢dan penghargaan
kepada hak-hak asasi terutama pada kullivatul khamsah,
yaitu hifz ad-din, hife.anmast NIz al ‘aql, hifz al-mal, hifz
an-nafs dam firdeKulliyatl dchamsah pencatatan perkawinan
disimpulkan bahwa pencatafan perkawinan memberikan
jaminan keabsahan, kepastian, perlindungan, keamanan,
kepercayaan, kemudahan, peghormatan, dan penghargaan
pada perkawinan. Sehingga penerapan pencatatan
perkawinan yang menjadi pokok aturan dan Pasal 2 Ayat
(2)UUP 1974 perspektif Maqasid al-syari’ah Jasser Auda
mengungkapkan banyaknya kandungan kemaslahatan
tersebut dan menutup banyaknya kamafsadatan yang timbul
dari perkawinan yang tidak dicatat. Oleh karena itu
penerapan hukum pencatatan perkawinan perspektif maqasid
Jasser Auda ini sangat layak dan menjadi wajib dengan
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menaikkan status (raf’ al-darajar) pencatatan perkawinan
menjadi salah satu syarat keabsahan suatu perkawinan.

B. Saran

L.

]

Sebagaimana ungkapan bahwa nash terbatas sementara
permasalahan tidak terbatas, hal ini juga berlaku dalam bidang
hukum perkawinan. Berbagai dampak dan ekses negatif yang
muncul dari perkawinan tidak tercatat yang dilakukan mayoritas
muslim di negeri ini, selayaknya menjadi pertimbangan utama
dalam menetapkan regulasi. Selayaknya pula magasid yang
bertumpu pada mewujudkan kemaslahatan dan menolak
kemudharatan dapat menjadi landasan argumentasi dalam
menetapkan kembali syarat-dan fukun pernikahan yang selaras
dengan kemajuan dan perkembanganzaman.

. Telah banyak kajian yang,‘mempertanyakan tentang peraturan

pencatatan perkawinan;; yangs”jika melihatnya dari sisi
kemaslahatan, sangat berharap hal férsebut manjadi salah satu
rukun perkawinan. Namun-haltersebut-hanya sebatas wacana jika
tidak ada yang memperjuangkannya di parlemen sebagai lembaga
legislatif. Oleh karena itu perlu rekomendasi untuk mewujudkan
Jalinan komuinikasi'yang'baik dan intens antara, institusi akademik,
khususnya yang berlabel, keislaman dengan pihak parlemen
(Igislatif) dan eksekutif;” sehifigpa’ ide-ide yang argumentatif
tentang pencatatdn, perkawinan hienjadi salah satu rukun nikah
tidak putus di tengah jalan, tetapt betul-betul terealisasi dalam
hukum positif. Memijam bahasa bapak Dadang Muttaqin
(almarhum) dalam perkuliahan, hanya menjadi “teori hukum”
tanpa pernah menjadi hukum itu sendiri (hukum positif).
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah,
Talak dan Rujuk.

1

3)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1946
TENTANG
PENTJATATAN NIKAH, TALAK DAN RUDJUK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa peraturan pentjatatan nikah, talak dan rudjuk seperti jang
diatur didalam Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S. 1931
No. 467. Voerstenlandsche Huwelijksordonnantie S 1933 No. 98 dan
Huwelijksordonnantie/Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai
lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan
peraturan baru jang sempufita dan memenuhi sjarat keadilan sosial;
bahwa pembuatan peraturan bam jang dimaksudkan diatas tidak
mungkin dilaksanakan-didalam waktu jang singkat;

bahwa sambil menunggu peraturaribaru itu perlu segera diadakan
peraturan pentjatatan -nikah,- talak dan rudjuk untuk memenuhi
keperluan jang sangat nitendesak.

Mengingat:

ajat (1) pasal 5, ajat (1), pasal 20y dan, pasal AV dari Aturan Peralihan
Undang-undang Dasar, dan Maklumat

Wakil Presiden Republik Jndonesiatertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

L

1)

2)

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN!

Mentjabut:

Huwelijksordonnantie
S. 1929 No. 348 jo. S.
1931 No. 467.

Vorstenlandsche
Huwelijksordennantie
S. 1913 No. 98; 1.

Menetapkan peraturan
sebagai berikut:
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UNDANG-UNDANG TENTANG PENTJATATAN NIKAH, TALAK

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

DAN RUDJUK
Pasal 1

Nikah jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut
nikah, diawasi oleh pegawai pentjatat nikah jang diangkat oleh
Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja. Talak dan
rudjuk jang dilakukan menurut agama Islam, selandjutnja disebut
talak dan rudjuk, diberitahukan kepada pegawai pentjatat nikah.

Jang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima
pemberitahuan tentang talak dan rudjuk, hanja pegawai jang
diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai jang ditundjuk olehnja.
Bila pegawali itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerdjaan itu
dilakukan oleh orang jang, ditundjuk-sebagai wakilnja oleh kepala
Djawatan Agama Daerah.

Seorang jang nikah, mendjatubkan | talak atau merudjuk,
diwadjibkan membajar bidja pentjatatan jang banjaknja ditetapkan
oleh Menteri Agama. Dari-mereka jang,dapat menundjukkan surat
keterangan tidak mampu|dan kepala desanja (kelurahannja) tidak
dipungut biaja.

Surat keterangan ini diberikan dengan pertjuma. Biaja pentjatatan

nikah, talak dan\idjuilk, dirdasukkantdidalam mefiurut aturan jang
ditetapkan oleh Menteri Agama.

Tempat kedudukan dan wilajah (ressort) pegawai pentjatat nikah
ditetapkan oleh Kepala Djawatan ‘Agama -BDaerah.

Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pentjatat nikah
diumumkan kepala Djawatan Agama Daerah dengan tjara jang
sebaik-baiknja.

Pasal 2

(1

(2)

Pegawai pentjatat nikah dan orang jang tersebut pada ajat (3) pasal
1 membuat tjatatan tentang segala nikah jang dilakukan dibawah
pengawasnja dan tentang talak dan rudjuk jang diberitahukan
kepadanja; tjatatan jang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan
didalam buku pendaftaran masing-masing jang sengadja diadakan
untuk hal itu, dan tjontohnja masing-masing ditetapkan oleh Menteri
Agama,

Dengan tidak mengurangi peraturan pada ajat (4) pasal 45 dari
peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu
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(3)

Pasal

(M

3)

(4)

(5)

wadjib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran jang
tersebut diatas ini kepada jang berkepentingan dengan pertjuma
tentang nikah jang dilakukan dibawah pengawasannja atau talak dan
rudjuk jang dibukukannja dan mentjatat djumlah vang jang dibajar
kepadanja pada surat petikan itu.

Orang jang diwadjibkan memegang buku pendaftaran jang tersebut
pada ajat (1) pasal ini serta membuat petikan dari pada buku-
pendaftaran jang dimaksudkan pada ajat (2) diatas ini, maka dalam
hal melakukan pekerjaan itu dipandang scbagai pegawai umum
(openbaar ambtenaar).

3

Barang siapa jang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang
perempuan tidak dibawah pengawasan pegawai jang dimaksudkan
pada ajat pasal 1 atau wakilnja, dihukum denda sebanjakbanjaknja
R 50,- (lima puluh rupiah).

Barang siapa jang mendjalardkan pekerdjaan tersebut pada ajat (2)
pasal 1 dengan tidak ada haknja, dihukum kurungan selama-lamanja
3 bulan atau denda sebanjak=banjaknja R 100,- (seratus rupiah)

Djika seorang laki-laki jang mendjatuhkan talak atau merudjuk
sebagaimana tersebut pada ajat (1) pasal 1, tidak memberitahukan
hal itu didalam seminggu kepada pegawai jang dimaksudkan pada
ajat (2) pasal 1 atau wakilnja, maka 1a dihukum denda sebanjak-
banjaknja Rp\ 50;- (limarupiah )

Orang jang tersebut ppada ajat, (2) pasal 1 karena mendjalankan
pengawasan dalam “-hal=-nikah, Vataupun karena menerima
pemberitahuan tentang talak.dan-rudjukymenerima biaja pentjatatan
nikah, taiak dan rudjuk lebih dari-pada’jang ditetapkan oleh Menteri
Agama menurut ajat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak
dan rudjuk didalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai jang
dimaksud pada ajat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari
pada buku pendafiaran tersebut diatas tentang nikah jang dilakukan
di bawah pengawasannya atau talak dan rudjuk jang dibukukannya,
sebagai jang dimaksud pada ajat (2) pasal 2, maka dihukum
kurungan selama-lamanja 3 (tiga) bulan atau denda sebanjak-
banjaknja R 100,- (seratus rupiah).

Djika terdjadi salah satu hal jang tersebut pada ajat pertama, kedua
dan ketiga dan ternjata karena keputusan hakim, bahwa ada orang
kawin tidak dengan mentjukupi sjarat pengawasan atau ada talak

atau rudjuk tidak diberitahukan kepada jang berwadjib, maka
biskalgripir hakim kepolisian jang bersangkutan mengirim salinan
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keputusannja kepada pegawai pentjatat nikah jang bersangkutan dan
pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rudjuk itu didalam buku
pendaftaran masing-masing dengan menjebut surat keputusan
hakim jang menjatakan hal itu.
Pasal 4
Hal-hal jang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai
pelanggaran.
Pasal 5
Peraturan-peraturan jang perlu untuk mendjalankan Undang-Undang ini
ditetapkan oleh Menteri Agama.
Pasal 6
(1) Undang-undang ini disebut *“Undang-undang Pentjatatan nikah,
talak, dan rudjuk” dan berlaku untuk Djawa dan Madura pada hari
Jjang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
(2) Berlakunja Undang-undang-ini-didaerah luar Djawa dan Madura
ditetapkan dengan Undang-undang lain.
Pasal 7
Dengan berlakunja Undangundang ini untuk Djawa dan Madura
Huwelijksordonnantie S. 1929 Ne@y348, jo S. 1931 No. 467 dan
Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 mendjadi batal.
Ditetapkan DiFinggardjati,

Pada Tanggal 21/ Nopember 1946
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOEKARNO

MENTERI AGAMA,
Tid.
FATOERACHMAN.
Diumumkan,
Pada
Tanggal
26
Nopemb
er 1946
SEKRE
TARIS
NEGAR
A,

Ttd,

A.G. PRINGGODIGDO
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 21 NOPEVBER 1946 NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG
PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH DAERAH LUAR
JAWA DAN MADURA

Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946
Republik Indonesia dulu memang-dimaksudkan untuk dilakukan buat
seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan belurm mengijinkannya,
maka berlakunya Undang-undangitersebut diluar Jawa dan Madura
akan ditentukan oleh Undang=undang-lain (pasal 6 ayat 2 Undang-
undang tanggal 21 Nopember, 1946 No. 22 tahun 1946 Republik
Indonesia). Kini Negara Kesatuan telah_terbentuk dan keadaan sudah
mengijinkan untuk melaksanakan berlakunya Undang-undang No. 22
tahun 1946 tersebut diluar”)awa’dan’ Madura. Sebagai diketahui
didaerah-daerah [uar Jawa dan Madura, kecuali di Sumatera yang telah
ditetapkan berlakunya Wndangrundang No./22, tdhun 1946 tersebut
oleh Pemerintah Darurat, Republik , Indonesia dengan surat
keputusannya tanggal 14-Juni. 4949 No. |/pdri/ka, masih berlaku
"Huwelijksordinnantie; Buitengewesten/'~(Staatsblad 1932 No. 482)
yang mempunyai 'sifat-sifat-yang " tidak=sesUai*lagi dengan keadaan
dewasa ini sebagai diterangkan dalam penjelasan Umum dari Undang-
undang No. 22 tahun 1946 tersebut diatas. Didaerah-daerah Swapraja
diluar Jawa dan Madura, vyang tidak sedikit jumlahnya
Huwelijksornonnantie Buitengewesten pada umumnya tidak berlaku,
hingga cara pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk didaerah Swapraja
tersebut beraneka-warna adanya menurut peraturan-peraturan yang
berlaku untuk tiap-tiap Swapraja masing-masing. Didaerah-daerah
vang dulu masuk Negara Bagian sebagai Negara Sumatera Timur,
Pasundan, Negara Jawa Timur dan sebagainya, berhubung dengan
pergantian-pergantian Pemerintah mungkin masih ada daerah-daerah
yang masih menjalankan peraturan-peraturan tentang pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk yang lain daripada Undang-undang No. 22 tahun
1946 tersebut di atas. Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka
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dinyatakan bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1946 berlaku untuk
seluruh Indonesia, untuk tempat-tempat yang belum dijalankan
Undang-undang tersebut, ditetapkan menjalankan Undang-undang itu
mulai tanggal 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur
peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie, vacuum, atau kekacauan.
Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak
dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang No. 22 tahun
1946, maka akan ada peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan
Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Perlu kiranya
diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk dan tidak mengurangi usaha-usaha yang tengah
dikerjakan oleh Panitya Penyelidik Hukum Perkawinan Talak dan Rujuk
yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuku Mohd. Hasan, di dalam
mempersiapkan Undang-undang_baru sesuai dengan keinginan-
keinginan yang diajukan di dalam-Parlémen antara lain saudara yang
terhormat Nyonya Mudigdio.

uMum

Peraturan pencatatan nikah, Zalak/dan rujuk seperti termuat dalam
Huwelijksordonnantie S. 1929—No; 348 jo. S. 1931 No. 467
Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie/ Buitengewesten S. 1932 No.
482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga
perlu diadakan peraturan\ baru-yang ‘selaras” dengan Negara yang
modern. Untuk melaksanakan peraturan ini dibutuhkan penyelidikan
yang teliti dan seksama, sehingga Audah barang tentu tidak akan
tercapai di dalam waktu yang singkat, Akan_tetapi untuk mencukupi
kebutuhan pada masalini berhublingan.dengan/keadaan yang sangat
perlu peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut
di atas, dicabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat
memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini. Peraturan-
peraturan pencatatan nikah, .talak dan rujuk tersebut di atas
kesemuanya bersifat propinsialitas yang tidak sesuai dengan keadaan
sekarang. Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan sudah
sepantasnya peraturan-peraturan bersifat kesatuan pula. Dari itu
Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 jo. S. 1931 Nomor 467,
Vorstenlsndsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nomor 98 dan
Huwelijksordonnsntie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482 patut
dicabut. Selain dari pada itu peraturan didalam Huwelijksordonnantie-
huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan
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tarip ongkos pencatatan nikah. talak dan rujuk yang berbeda-beda,
sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri.
Hal sedemikian itu tentu dirubah serta diganti dengan peraturan yang
satu, untuk seluruh Indonesia. Dimana berhubung dengan keadaan
belum memungkinkan, disitu peraturan yang baru ini tentu belum
dapat dijalankan, akan tetapi pada azasnya, peraturan ini diuntukkan
untuk seluruh Indonesia serta harus segera dijalankan, dinana keadaan
telah mengizinkan. Selanjutnya peraturan-peraturan yang dicabut itu,
tidak menjamin penghasilannya para pegawai pencatat nikah, hanya
digantungkan pada banyak sedikitnya ongkos yang didapatnya dari
mereka yang menikah, menalak dan merujuk. Dengan jalan demikian
maka pegawai pencatatan nikah menjalankan kewajibannya dengan
tidak semestinya hanya semata-mata ditujukan untuk memperbesar
penghasilannya, kurang memperhatikan hukum-hukum lslam yang
sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu;yang merupakan suatu korupsi
serta merendahkan derajat pegawai nikah, tidak saja dapat celaan dari
pihak perkumpulan-perkumpulan®™Wanita-Indonesia, akan tetapi juga
dari pihak pergerakkan [Islam yang mengetahui betul-betul syarat-
syaratnya talak dan sebagainya tidakrsetuju dengan cara menjamin
penghidupan pegawai nikah (sedemikian. Pun para pegawai nikah
sendiri merasa keberatandengari-adanya peraturan sedemikian itu.
Selain daripada penghasilannya_tiada tentu juga.aturan pembagian
ongkos nikah, ‘talak rujul’kurang adil,yakni pegawai yang berpangkat
tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak kadang-kadang
sampai lebih dari Rp. 100;-{Bandung,”Sukabumi dan lain-lain) akan
tetapi yang berpangkdtrendah sangat kiirangnya, antara Rp. 3,50 - Rp.
10,- Selain dari pada ituongkos nikahi {ipgkah) oleh beberapa golongan
ummat Islam dipandangnya sebagai "haram", sehingga tidak
tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Korupsi serta
keberatan-keberatan lainnya hanya dapat dilenyapkan, jika pimpinan
yang bersangkut-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan
pada satu instantie, serta para pegawai pencatat nikah diberi gaji yang
tetap sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat. "Undang-
undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" {Undang-undang Nomor 22
tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan diseluruh Indonesia; akan
tetapi sebelum keadaan mengijinkannya serta Undang-undang baru itu
belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu
berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk
tanah Jawa dan Madura. akan ditentukan oleh Undang-undang lain.
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PASAL-PASAL

Pasal 1

Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama
Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum. Dalam Negara
yang teratur segala hal-hal yang bersangkut-paut dengan penduduk
harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.
Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan waris-mal-waris
sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada
kekacauan. Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian
antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya.
Biasanya wali memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk
menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang lzin daripada
pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat
melakukan akad nikah itu/,Pada”Umumnya jarang sekali Wali
melakukan akad nikah, sebab sedikit Ssekali yang mempunyai
kepandaian yang dibutuhkannyayuntuk melakukan akad nikah itu.
Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3
Undang-undang ini bermaksud supaya” aturan administrasi ini
diperhatikan; akibatnya sekali-kali-bukan;-bahwa nikah, talak dan rujuk
itu menjadi batal karena pelanggaran/itu. Yang dimaksud dengan
mengawasi ialah kecuali hadir pada ketika perjanjian nikah itu
diperbuat, pun pdla)memeriksa,-ketika“kedta hélah~{wali dan bhakal
suami) menghadap pada pegawai pencatat nikah ada tidaknya
rintangan untuk nikah dan apakah_syarat/syarat yang ditentukan oleh
hukum agama Islam tidak_dilanggar. Selanjutnya perubahan yang
penting-penting dalam “pasal\.inil ialah. bahwa-\kekuasaan untuk
menunjuk pegawai pencatat nikah, menetapkan tempat kedudukan
dan wilayah pegawai pencatat nikah, jatuh masing-masing dari tangan
Bupati/Raad Kabupaten ketangan Menteri Agama, atau pegawai yang
ditunjuk olehnya atau pada Kepala Jawatan Agama Daerah, sedang
biaya nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-
pegawai pencatat nikah, akan tetapi masuk ke Kas Negera dan Pegawai
pencatat nikah diangkat sebagai pegawai Negeri. Yang dimaksud
dengan Jawatan Agama Daerah ialah Jawatan Agama Karesidenan atau
Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya dan Surakarta. Surat keterangan
tidak mampu harus diberikannya dengan percuma, menjaga supaya
crang yang tidak mampu jangan diperberat.
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Pasal 2
Sudah terang, dan tidak ada perubahan, kecuali contoh-contoh buku
pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan
tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya
mendapat kesatuan.

Pasal 3

Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal dari Huwelijksordonnantie S.
1929 No. 348 hanya saja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan
tentang talak yang dijatuhkan dan rujuk yang dilakukan dinaikkan dari
Rp. 5,- menjadi Rp. 50,- agar supaya hakim dapat memberi denda
setimpal dengan kesalahannya. Oleh hakim dapat memberi denda
setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena sering terjadi orang isteri
vang telah dirujuk kembali, ,akan tetapi oleh karena tidak
diberitahukannya oleh pegawai pencatat nikah, sebab pegawai
pencatat nikah, tidak diberitahukannya oleh suami yang merujuk,
menjadi tidak mengetahuithakpertjukan akan kawin lagi dengan orang
lain kemudian datang suaminya yang lama, sehingga perkawinan tidak
dapat dilangsungkan; ataw telah\kawin dengan orang lain kemudian
datang suami yang lama, (§ehingga+ perkawinan yang baru itu
dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika perkawinan yang baru sudah
begitu rukun sehingga telah,mempupyaij anak,

Lain-lain pasal'sddah'terang'dan tidak-periu dijelaskan lagi.

Diketahui:
MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 694
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan
hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang
berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat:
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20|ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasa] 29
Undang-Undang Dasar 1943;
Ketetapan Majelis PermusyawaratanRakyat Nomor IV/IMPR/1973.

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG,PERKAWINAN

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.

Pasal 2
(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
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Pasal 3
(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh
mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang suarmi.
(2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri
lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari
seorang,sebagaimana tersebut dalam
Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan
permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan
izin kepada seorang sdamiiyang akan beristeri lebih dari seorang
apabila;

a. isteri tidak dapat merjalankan-kewajibannya sebagai isteri;

b. isteri mendapat|gacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

¢. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5
(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada
- Pengadilan,sebagaimana ~dimaksiid | dalam), Pasal 4 ayat (1)
Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya persefujuan dati isteni/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami.mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup.steriisteri.dan.anak-anak mereka;
c. adanyajaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-
isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak
dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya
selama sekurangkurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab
lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.
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BAB 11
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon
mempelai.

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
umur 21 {dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan
kehendaknya.

Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk-menyatakan kehendaknya, maka izin
diperoleh dari wali, orang)yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam_garis keturunan lurus ke atas
selama mereka masih hidup dandalam keadaan dapat menyatakan
kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;-atau salah seorang atau lebih
diantara mereka tidak menyatakan/pendapatnya, maka Pengadilan
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan pérkaWinahatas pefiiintaan Orafg, tersebut dapat
memberikan izih setelah 1€bih dahulu mendengar orang-orang
tersebut dalam ayat (2), (3)-dan (4)/pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku
sepanjang hukum masing-mésing-agamanya damkepercayaannya itu
dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

(n

(2)

(3

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun.

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1)} pasal int dapat meminta
dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh
kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua
orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini,
berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal
ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
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P
asal 8 Perkawinan dilarang antara dua
orang yang:

a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun
ke atas;

b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara
saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya;

c. berhubungan semenda, yaitu mertua,anak tiri menantu dan ibu/bapak
tiri;

d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara
susuan dan bibi/paman susuan;

e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan
dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

f. mempunyai hubungan yang-dleh'agamanya atau peraturan lain yang
berlaku, dilarang kawin;

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat
kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebutpada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal
4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan jsteri|yang telah ceraiXawin lagisata dengan yang lain
dan bercerai lagi untuk kedua-kalinya, maka, diantara mereka tidak boleh
dilangsungkan perkawinan~2lagi,sepanjang hukum masing-masing
agamanya dan kepercayaannya pitu-dap- yang bersangkutan tidak
menentukan lain.

Pasal 11
(1) Bagi secorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka
waktu tunggu.
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut,

Pasal 12
Tatacara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-
undangan tersendiri.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN
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Pasal 13
Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenubhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali,
pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang
berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah
berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon
mempelai berada di bawah pengampuan, schingga dengan
perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi
calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan
orang-orang seperti tersebut-dalam-ayat-(1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan'dirinya masih terikat dengan salah satu
dari kedua belah pihak dan atas'dasarymasih adanya perkawinan, dapat
mencegah perkawinan yang bard, dengan tidak mengurangi ketentuan
Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang.ini.

Pasal 16
(1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban~ mencegah¢berlangsungnya
perkawinan apabila ketentuan=ketentuan dalam®Pasal 7 ayat (1),
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10-dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak
dipenuhi.
(2) Mengenai Pejabat yang ditunjukiscbagaimaria jerscbut pada ayat (1)
pasal ini diatur lebih lanjut dalam perataran perundang-undangan.

Pasal 17
(N Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah
hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan
memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
(2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan
pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh
pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau
dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh
yang mencegah.
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Pasal

19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal

20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau
membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya
pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal §,Pasal 9, Pasal
10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan
perkawinan.

Pasal
m
(2)

(3)

(4)

)

21

Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini,
maka ia akan menolak Mmelangsungkan perkawinan.

Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang
ingin melangsungkan- perkawinan. oleh pegawai pencatat
perkawinan akan diberikan suafitketerangan tertulis dari penolakan
tersebut disertai dengamnralasan-alasan|penolakannya.

Para pihak yang petkawinannya. ditolak berhak mengajukan
permohonan kepada pengadilan di. dalam wilayah mana pegawai
pencatat perkawinan yang 'mengadakan penolakan berkedudukan
untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat
keteranganpenolakan tersebut-di atas.

Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan
akan memberikan ketetapan, apakahiiaiakan menguatkan penolakan
tersebut ataukah _memerintahkan, agar supaya perkawinan
dilangsungkan.

Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak vang ingin
kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.
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BAB IV
BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22
Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.

asal 23 Yang dapat mengajukan
pembatalan perkawinan yaitu:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau
isteri;

Suami atau isteri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum
diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini
dan setiap orang yang memplnyai kepentingan hukum secara
langsung terhadap perkawinan: ferSebiit, tctapi hanya setelah
perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat'dirinya dengan salah satu
dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat
mengajukan pembatalan perkawindil-yang baru dehgedn tidak mengurangi
ketentuan Pasal 3 ayat'(2) dan Pasal4"Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan [perkawinan)diajukan ‘kepada, Pengadilan dalam
daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal
kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat
perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau
yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat
dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan
lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan
dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama
sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan
yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan
perkawinan harus diperbaharui supaya sah.
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Pasal 27

(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah
ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permochonan
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu
menyadari kecadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak
mempergunakan haknya untuk mengajukan  permohonan
pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai\setelah keputusan Pengadilan
mempunyai kekuatan hukum, yang tetap dan berlaku sejak saat
berlangsungnya perkawinaf,

(2) Keputusan tidak berlaku surutfeshadap:

a. Anak-anak yang-dilahirkan dari perkawinan tersebut;

b. Suami atau isteribyang bertindak dengan iktikad baik, kecuali
terhadap harta - bersama, -bila pembatalan perkawinan
didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahuly;

¢. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b
sepanjangvmergka memperoleh hak-hak-dengan iktikad baik
sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan
hukum tetap.

BABY
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang
disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga
tersangkut.

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan.

(3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat
dirubah, kecuali bila dari kedua belah pthak ada persetujuan untuk
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
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BAB V1
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30
Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31
(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat.
(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32
(1) Suami isteri harus mempunyai teinpat kediaman yang tetap.
(2) Rumah tempat kediaman ¥ang,dimaksud dalam ayat (1) pasal ini
ditentukan oleh suami isteri‘bersama.

Pasal 33
Suami isteri wajib saling cinta-mencintai) hérmat-menghormati, setia dan
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
Pasal 34
(1) Suami wajib melindungi ‘isterinya dan"memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tahgga sesuaj\dengan kemampuannya.
(2) Isteri wajib mengatur urusan rumdhtangga sebaik-baiknya.
(3) Jika suami atau isteridelalaikan kewajibaiihyamasing-masing dapat
mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB V11
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN
Pasal 35
(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta
bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda
yang diperolch masingmasing sebagai hadiah atau warisan, adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain.

Pasal 36
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(1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak.

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri
mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hulum
mengenai harta bendanya.

Pasal 37
Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut
hukumnya masingmasing.

BAB VIII
PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

P
asal 38 Perkawinan dapat putus
karena: a. kematian,
b. perceraian dan
c. atas keputusan Pengadilan,

Pasal 39

(1) Perceraian hanya dapat  dilakukan,di depan Sidang Pengadilan
setelah Pengadilan yang-bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakunkan perceratan-harussadal cukup alasan, bahwa antara
suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian db depah-\sidanng Pengadilan diatur dalam
peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

(1)  Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

(2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur
dalamn peraturan perundangan tersendiri.

P

asal 41 Akibat putusnya perkawinan

karena perceraian ialah:

a.  Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik
anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak; bilamana
ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan
memberi keputusannya;

b.  Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam
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kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan
dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c.  Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk
memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu
kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX
KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42
Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat
perkawinan yang sah.

Pasal 43

(1) Anak yang dilahirkan di-luar—perkawinan hanya mempunyai
hubungan perdata dengan [ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat{I1}di atas selanjutnya akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1)  Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh
isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah
berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

(2) Pengadilan memberikan keputusan tentang-sah/tidaknya anak atas
permintaan pihak yang berkepentingan:

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN ANTARAORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

(1}  Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka
sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat {1) pasal ini berlaku
sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana
berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46
(1)  Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka
yang baik.

(2y Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut
kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas,
bila mereka itu memerlukan bantuannya.
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Pasal 47

(1) Anak yang belum mencapal umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum
di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan
barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18
(delapan belas) tahun atan belum permah melangsungkan perkawinan,
kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1)  Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya
terhadap seorang anak atatl lebih untuk waktu yang tertentu atas
permintaan orang tua yanglaui, keluarga anak dalam garis lurus ke
atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang
berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hat:
a.  lasangat melalatkan kewajibannya terhadap anaknya;
b.  laberkelakuan buriak/sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap
berkewajiban untuk\ memberic biaya pemeliharaan kepada anak
tersebut.

BAB XI
PERWALIAN

Pasal 50

(1)  Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau
belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di
bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

{2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun
harta bendanya.

Pasal 51

(1)  Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan
orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan
lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
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(2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau
orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan
berkelakuan baik.

(3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta
bendanya sebaikbaiknya, dengan menghormati agama dan
kepercayaan anak itu.

(4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah
kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua
perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

(5} Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di
bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena
kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52
Terhadap wali berlaku juga Pasal48 Undang-undang ini.

Pasal 53

(1) Wali dapat dicabut dari kekudsaannya, alam halhal yang tersebut
dalam Pasal 49 Undangundang ifis

(2)  Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, olelr Pengadilan-ditunjuk orang lain sebagai
wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan Kertigian kepada harta behda anak yang di
bawah kekuasaannya, atas tuntGtan anak atau| keluarga anak tersebut
dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk
mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

(1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta
kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang.

(2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka
Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang
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anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-
bukti yang memenuhi syarat.

(3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2} pasal ini, maka
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum
Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi
anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Perkawinan di Luar Indonesia

Pasal 56

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang
warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan
warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
yang berlaku di negard dimana perkawinan itu dilangsungkan dan
bagi warganegara Indonesia_tidak ‘melanggar ketentuan-ketentuan
Undang-undang ini.

(2) Dalam waktu 1 (satu)-tahtin“Setelah suami isteri itu kembali di
wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan
di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga
Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkdwinan‘eampuran dalam Undang-undang ini
ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum
yang berlainan, karena perbedaan kewarganegataan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan
perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari
suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut
cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan
Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

(1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau
putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik
mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
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Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan
menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

(1)

(2)

(4)

(5)

Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti
bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang
berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.

Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat
(I)telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk
melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang
menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang
mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-
syarat telah dipenuhi.

Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat
keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan,
Pengadilan memberikan képutusan dengan tidak beracara serta tidak
boleh dimintakan banding' lagiftentafig soal apakah penolakan
pemberian surat keterangan’itu befalasan atau tidak.

Jika Pengadilan memutuskan“bahwa penolakan tidak beralasan,
maka keputusan itu menjadi-pengganti kéterangan yang tersebut ayat
(3).

Surat keterangan atau kepulyisan | pengganti keterangan tidak
mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan
dalam masa 6 (enam)bulary sesudah keterangan, itusdiberikan.

Pasal 61

(1)
(2)

Perkawinan campuran " dicatat “ oleh Ypegawai pencatat yang
berwenang.

Barang siapa melangsingkan perkawinan ' campuran tanpa
memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang
berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan
yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan
ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti
keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62
Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal
59 ayat (1) Undangundang ini.
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Bagian
Keemp
at
Pengadi
lan

Pasal 63

(1)  Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
a.  Pengadilan Agama bagi mercka yang beragama Islam;
b.  Pengadilan Umum bagi lainnya.

(2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan
Umum.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan s¢gala s€swatu | yang berhubungan dengan
perkawinan yang terjadi sebelum | Unddng-undang ini berlaku yang
dijalankan menurut peraturan-perafuran lama, adalah sah.

Pasal 65
(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik

berdasarkan hukum\ Jamz~ maupin berddsarkan Pasal 3 ayat (2)

Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

a.  Suami wajib memiberi jaminanHidup yang sama kepada semua
isteri dan anaknya;

b.  Isteri yang kedua'dan setenisnyal tidak mempunyai hak atas
harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan
isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;

c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama
yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2)  Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang
menurut Undangundang ini tidak menentukan lain, maka
berlakulahketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66
Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya
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Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan
Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers $.1933 No.
74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde
Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturanperaturan lain yang mengatur
tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini,
dinyatakan tidak berlalku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya,
yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan
pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat—mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang vini dengan | penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 24Januari-1974
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SOEHARTO
JENDERAL TN

DiundangkamnDi Jakarta,
PadaTanggal 2 Faruar 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

SUDHARMONO, SH
MAYOR JENDERAL TNI
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PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG
PERKAWINAN
UMUM
1.  Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak

adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus

menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum

perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku
bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

2.  Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai
golongan warganegard danberbagai daerah seperti berikut:

a.  bagi orang-orangdndongsia Asli yang beragama Islam berlaku
hukum agama yang telah diresiplir dalam Hukum Adat;

b.  bagi orang-orang Indengsia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;

c.  bagi orang-orang IndonesianAsli yang beragama Kristen
berlaku Huwelijksordonnantie
Christen Indonesia (S 1933 MNomor 74);

d.  bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia
keturunan Cina berlaku. ketentuan-ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum/Perdata dengan sedilat pefubahan;

e.  bagi orang-orang-Timur Asing lain-lainnya dan warganegara
Indonesia keturunan
Timur Asing Jainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;

f. bagi orang-orang Eropa dan-Wargafiegara Indonesia keturunan
Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab
Undang-undang Hulum Perdata.

3.  Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu pihak harus dapat
mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain pihak harus dapat
pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat
dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di
dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya
dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas
mengenai perkayanan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan
tuntutan zaman.
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Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-
undang ini adalah sebagai berikut;

a.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan
melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan
kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan
spirituil dan materiil.

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu
perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan
disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut
peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-
tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang,
misalnya kelahiran, kematian-yang dinyatakan dalam Surat-
surat keterangan, suatu gkta resmi) yang juga dimuat dalam
daftar pencatatan.

Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila
dikehendaki oleh yang“bersangkutan, karena hukum dan
agama dari yang bersangkutan” mengizinkannya, seorang
suami dapat beristeri lebth dari“seorang. Namun demikian
perkawinan seorang:suanii-dengan lebih dari seorang isteri,
meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, jhanyap~dapat cdilakukan, apabila dipenuhi
berbagai'persyaratan tertentu dan‘diputuskareleh Pengadilan.
Undang-undang inicmenganmt prinsip, bahwa calon suami-
isteri 1tu harus tclah™masak ‘jiwa raganya untuk dapat
melangsungkan perkawinan,] agar Gupaya, dapat mewujudkan
tujuan perkawinamsecara baik tanpa berakhir pada perceraian
dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon
suami-isteri yang masih di bawah umur,

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan
masalah kependudukan. Temyatalah bahwa batas umur yang
lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan
laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan
batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita,
ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas)
tahun bagi wanita.



158

e.  Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini
menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.
Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan
tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan
kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun
dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian
segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan
diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5.  Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum
Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang
telah ada adalah sah.

Demikian pula apabilg mengenai sesuatu hal Undang-undang ini

tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya
talah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan
yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan
saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga
mempunyai perdnan ‘yang, penting—Memben(uk\kéluarga yang bahagia
rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan
perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan/\menjadi hak dan kewajiban
orangtua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan
Undang-Undang Dasar 1945,

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku
bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak
bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

(1) Undang-undang ini menganut asas monogami.

(2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat
yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula
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apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami
mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6

(1)  Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri
dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula
dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh
kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa
ada paksaan dari pihak manapun.
Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat
perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang
berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
dalam Undang-undang ini sebagaimana-dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) Undang-undang ini.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(8)  Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga, kesehatanys~suami-isteri-rdan keturunan perlu
ditetapkan batas-batas umur untuk petkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undaag-undang ini, maka ketentuan-ketentuan
yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan
yang dimaksud pada,ayaty(})sepdrtizdiatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata™dafi ‘Ordofiansi Perkawinan Indonesia
Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat
membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan
putusnya suatu perkawinan harus benarbenar dapat dipertimbangkan dan
dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai
berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling
menghargai satu sama lain.
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Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32
Tahun 1954.

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat” pada pasal-ini‘diartikanr bisa batal atau bisa tidak batal,
bilamana menurut ketentuap hukum agamanya masing-masing tidak
menentukan lain.

Pasal 23 Cukup jelas.

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas.

Pasal 27 Cukup jelas.

Pasal 28 Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan “perjanjian" dalam-pasalini tidak termasuk tak"lik
- talak.

Pasal 30 Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup jelas.

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut
Hukumnya masingmasing.

Pasal 36 Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya” masing-masing ialah hukum agama,
hukum adat dan hukumhukum lainnya.

Pasal 38 Cukup jclas.



Pasal 39
(1) Cukup jelas.
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(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a.

b.

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang
sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan
berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang
mengakibatkan tidak dapat—menjalankan kewajibannya
scbagai suami/isteri;

Antara suami dan istéri tepdsimenérus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak fada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42 Cukup jelas.
Pasal 43 Cukup jelas:

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.
Pasal 45 Cukup jelas.
Pasal 46 Cukup jelas.
Pasal 47 Cukup jelas.
Pasal 48 Cukup jelas.

Pasal 49

Yang dimaksud dengan"kekuasaan” dalam pasal ini tidak termasuk

kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50 Cukup jelas.
Pasal 51 Cukup jelas.
Pasal 52 Cukup jelas.
Pasal 53 Cukup jelas.
Pasal 54 Cukup jelas.
Pasal 55 Cukup jelas.
Pasal 56 Cukup jelas.
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Pasal 57 Cukup jelas.
Pasal 58 Cukup jelas.
Pasal 59 Cukup jelas.
Pasal 60 Cukup jelas.
Pasal 61 Cukup jelas.
Pasal 62 Cukup jelas.
Pasal 63 Cukup jelas.
Pasal 64 Culp jelas.
Pasal 65 Cukup jelas

Pasal 66 Cukup jelas.
Pasal 67 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3019
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KOMPILASI HUKUM ISLAM

BUKUI

HUKUM PERKAWINAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan :

Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah
terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria
dengan seorang wanita,

Wali hakim ialah wali nikahyang ditunjuk oleh Menteri
Agama atau pgjabat@ang ditunjuk olehnya, yang diberi
hak dan kewenangan untok bertindak sebagai wali
nikah;

Akad nikah ialah rangkaiatl ijab yang diucapkan oleh
wali dan kabul-yang'dincapkan oleh mempelai pria atau
wakilnya disaksikan'eleh/dua orang saksi;

Mahar adalah pemberiandari calon mempelai pria
kepada calon mempelai wanitagbaik berbentuk barang,
uang atal’jasa yang tidak-bertentamigan-dengan hukum
Islam;

Taklil-talak " ialab—peérjanjian "yang diucapkan calon
mempelai|pria setelah) akadtnikah, vang dicantumkan
dalam'" Akta® Wikah'“berupa” Janji talak vyang
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang
mungkin terjadi dimasa yang akan datang;

Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah
harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersam
suami-isteri selam dalam ikatan perkawinan
berlangsung selanjutnya sisebut harta bersama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
Pemeliharaan atak atau hadhonah adalah kegiatan
mengasuh, memeliharadan mendidik anaka hingga
dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada
seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum
sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak
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yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang
masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan
isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada
dan atas persetujuan suaminya,
i Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri,
yang dijatuhi talak berupa bendaatau uang dan lainnya.

BABII
DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitssaqan’ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3
Perkawinan bertujuan untuk mewpjudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah,

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal (2 ayat (1)/Undang<undang Ne@.\l “Fahun 1974 tentang
Perkawinan.

Pasal 5

Agar terjamin ketertiban perkawinan Jbagi/masyarakat Islam setiap
perkawinan hars dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawat
Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22
Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6
Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus

dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat
Nikah.

Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7
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Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat
oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah,
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hilangnya Akta Nikah;

Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
Adanyan perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang
No.1 Tahun 1974 dan;

Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.l Thaun 1974;
Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau
isteri, anak-anak mereka, wali_nikah-dan-pihak yang berkepentingan
dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai maujhanya| dapat dibuktikan dengan
surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk
putusan perceraian,ikrar talak, khulul atau_putusan taklik talak.

Pasal 9

Apabila bukti sebagaimana padaypasal-8 tidak-ditemukan karena hilang
dan sebagainya, dapat ‘diniintakan salimannya” kepada Pengadilan
Agama.

Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala‘ayat {1) tidak dapat diperoleh,
maka dapat diajukan perméhonarmkéReéngadilan Agama.

Pasal 10
Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
yanh dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III
PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak
mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perentara yang
dapat dipercaya.

Pasal 12
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Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih
perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.

Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj”iah,
haram dan dilarang untuk dipinang.

Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain,
selama pinangan pria tersebut belum putus atau belaum ada penolakan
dan pihak wanita.

Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang
putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang
meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas
memutuskan hubungan peminangan.

Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata
cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat,
sehingga tetap terbina kemkurian dan saling menghargai.

BABIV
RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Rukun

Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
Calon Suami;

Calon Istert;

Wali nikah;

Dua orang saksi dan;

Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua
Calon Mempelai

Pasal 15

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya
boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.] tahun 1974 yakni calon
suami sckurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri
sekurangkurangnya berumur 16 tahun
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Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus
mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4)
dan (5) UU No.l Tahun 1974.

Pasal 16 (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan
tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa
diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah
menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua
saksi nikah.

Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon
mempelai maka perkawinan itu tidak-dapat-dilangsungkan.

Bagi calon mempelai yang menderita tuna)wicara atau tuna rungu
persetujuan dapat dinyatakan|dengan tulisan| atau isyarat yang dapat
dimengerti.

Pasal 18
Bagi calon suami dan calon isteri-yang akan-melangsungkan pernikahan
tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab V1.

Bagian Ketiga
Wali Nikah

Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinamnteripakaitrékuh yang harus dipenuhi
bagi calon mempelai wanita yang bertindak ufituk menikahkannya

Pasal 20

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

Wali nikah terdiri dari :

Wali nasab;

Wali hakim.

Pasal 21

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dan kelompeok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
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Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah,
kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-
laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka,

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki
seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali
ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai
wanita.

Ababila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka yang paling
berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang
seayah.

Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau-safia-sama dengan kerabat seayah, mereka
sama-sama berhak menjadi wali‘nikah,| dengan mengutamakan yang
lebih tua dan memenuhi syarat-gyarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling-berhak, urutannya tidak memenuhi
syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna
wicara, tuna rungu ‘atau\stdatr udzur,-maka hak menjadi wali bergeser
kepada wali nikah yang lain menurit derajat berikutnya.

Pasal 23

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai-wali-nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali
tersebut,

Bagian Keempat
Saksi Nikah

Pasal 24
Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25
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Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-
laki muslim, adil, aqil baligh, tidak tergangpu ingatan dan tidak tuna
rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta
menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah
dilangsungkan.

Bagian Kelima
Akad Nikah

Pasal 27
ljab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun
dan tidak berselang waktu.

Pasal 28
Akad nikah dilaksanakan sendiri/secara/pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Wali nikah mewakilkantkepada orang lain.

Pasal 29

Yang berhak mengucapkan kabul|ialah/calon mempelai pria secara
pribadi.

Dalam hal-hal tertentisucapan kabul pikah-dapat-diwakitkan kepada pria
lain sengan ketentuan ‘calon mempelal pria'memeberi kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaanjwakilratag akad nikah itu adalah untuk
mempelai pria.

Dalam hal calon mempeldiywanitaatau walikeberatan calon mempelai
pria diwakili,maka akad nikah tidak belelidilangsungkan.

BABV
MAHAR

Pasal 30
Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai

wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah
pihak.

Pasal 31
Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang
dianjurkan oleh ajaran Islam.
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Pasal 32
Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak
itumenjadi hak pribadinya.

Pasal 33

Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.

Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh
ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang
belumditunaikan penyerahannya menjadi hutangcalon mempelai pria.

Pasal 34

Kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalm
perkawinan.

Kelalaian menyebut jenis dan jumalh mahar pada waktu akad nikah,
tidak menyebabkan bataldya perkawinan. Begitu pula halnya dalam
keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

Pasal 35

Suami yang mentalak isterinya |qobla|al dukhul wajib membayar
setengah mahar yang telah'ditentukan dalam akad nikah.

Apabila suami meninggal dunia,qobla_al dukhul tetapi besarmya mahar
belum ditetapkan, maka sumai/wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti
dengan barang lain yang sama beatiik/daf jenisnya atau dengan barang
lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga
barang mahar yang hilang:

Pasal 37
Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang
ditetapkan,penyelasaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi
calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan
mahal dianggap lunas.

Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus
menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama
Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI
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LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita disebabkan :
(1) Karena pertalian nasab :

a.

dengan seorang wanita yangmelahirkan atau
yang menurunkannya atau keturunannya;
dengan seorang wanita keturunan ayah atau
ibu;

dengan seorang wanita saudara yang
melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

a.

dengan seorang wanita yang melahirkan
isterinya [atau bekas isterinya;

dengan seorang wanita bekas isteri orang yang
menurunkannya;

dengan seorang wanita keturunan isteri atau
bekas isterinya, |kecuali putusnya hubungan
perkawinarn déngan bekas isterinya itu qobla al
dukhul;

dengan  seorang _ wanita _bekas ister
keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

a.

Pasal 40

dengan 'wanita- yanig' menyusui dan seterusnya
menurut-gars lunuskecatas;

dengan™ se€brang — wanita = sesusuan dan
seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan
kemanakan sesusuan ke bawabh,

dengan seorang wanita bibi sesusuan dan
nenek bibi sesusuan ke atas;

dengan anak yang disusui oleh isterinya dan
keturunannya.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria denagn
seorang wanita karena keadaan tertentu:
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karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan
dengan pria lain;

seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria
lain;

seorang wanita yang tidak beragama islam.

Pasal 41

Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seoarang wanita
yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan
isterinya;

saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-
isterinya telah ditalak raj i, fetapi‘masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang
wanita apabila pria tersebut sedang‘mempunyai 4 (empat) orang
isteri yang keempat-empatnya irasih-terikat tali perkawinan atau
masih dalam iddah talak /raj"i/ataupun salah seorang diantara
mereka masih terikat tali perkawinan sedang yvang lainnya dalam
masa iddah talak raj i

Pasal 43

Dilarang melangsungkan perkawinan-antara seorang pria :
dengan seorang wanita-bekas' isterinyayang ‘ditalak tiga kali;
dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili‘an.

Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri
tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut
putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan
dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII
PERJANJIAN PERKAWINAN
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Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan
dalam bentuk :

Taklik talak dan

Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum [slam.

Pasal 46

Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul
terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya
talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan
persoalannya ke pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan
salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan
tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut
kembali.

Pasal 47

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon
mempelai dapat membuat “perjanjian “tertulis yang disahkan
Pegawai Pencatat Nikah anengenai/kedudukan harta dalam
perkawinan.

Perjanjian tersebutydalam ayat-(l)~dapat-meliputi~percampuran
harta probadi dan-pemisalian-hatta* pencahafian ‘tasing-masing
sepanjang hal itu tidak berténtingan'dengan Islam.

Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi
perjanjian itu menetapkan)kewenangam-masing-masing untuk
mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama
atau harta syarikat.

Pasal 48

Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta
bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh
menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan
rumah tangga.

Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan
tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta
bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung
biaya kebutuhan rumah tangga.
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Pasal 49

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta,
baik yang dibawa masingmasing ke dalam perkawinan maupun
yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat
juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa
pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini
tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan
atau sebaliknya.

Pasal 50

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para
pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan
perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Perjanjian perkawinan ,mengenai - harta dapat dicabut atas
persetujuan bersama suamivstern”dan wajib mendaftarkannya di
Kantor Pegawai Pencatat | Nikah tempat perkawinan
dilangsungkan sejak péndaflaran “tersebut, pencabutan telah
mengikat kepada suamiisteri /tetapi terhadap pihak ketiga
pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu
diumumkan suarhi isteri/dalam suatujsurat/kalbsar setempat.
Apaila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan
yang bersangkutan, pendaftaram, pencabutan dengan sendirinya
gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.

Pencabutan perjanjian.perkawinan. mengenai harta tidak boleh
merugikan perjanjian y7ang telah diperbuat sebelumnya dengan
pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memeberihak kepada
isteri untuk memeinta pembatalan nikah atau mengajukannya.
Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga
dan keempat, boleh doiperjanjikan mengenai tempat kediaman,
waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan
dinikahinya itu.
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BAB VIII
KAWIN HAMIL

Pasal 53

Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya.

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,

tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung
lahir.

Pasal 54

Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh
melangsungkan perkawinan‘dan juga’ ~boleh bertindak sebagai
wali nikah.

Apabila terjadi perkawinar> dalam)_keadaan ihram, atau wali
nikahnya masih berada dalamy-ihfam perkdwinannya tidak sah.

BAB IX _
BERISTERI LEBIH'SATU ORANG

Pasal 55

Beristeri lebih satu arang pada waktur-bersaméaan, terbatas hanya
sampai empat isteri.

Syarat utaama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu
berlaku adil terhadap ister-isteri dan anak-anaknya.

Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2} tidak mungkin
dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang,.

Pasal 56
Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat
izin dari Pengadilan Agama.
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Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan
menurut pada tata cara sebagaimana  diatur dalam Bab,VII[
Peraturan Pemeritah No.9 Tahun 1975.

Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau
keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai
kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami
yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;

isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan;

isteri tidak dapat melahifkairkéturunan.

Pasal 58

Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka
untuk memperoleh izin pengadilan “Agama, harus pula dipenuhi
syarat-syarat yang ditentukar pada-pasal 5 Undang-Undang No.1
Tahun 1974 yaitu :

adanya pesetujuan isteri;

adanya kepastian bahwa/stamemampu mefjamin keperluan hidup
ister-isteri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi'keténtuan/pasal 41 huruf b Peraturan
Pemerintah No. 9, Tahun 1975, ,persetujuan isteri atau isteri-isteri
dapat diberikan secara-tertulis atau-denganlisan, tetapi sekalipun
telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan
persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi
seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin
dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam
perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-
isterinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain vang
perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan
permohenan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan
atas salh satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57,
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Pengadilan Agama dapat menetapkan tenyang pemberian izin
setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di
persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri
atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu
perkawinan yang dilarang hukum Islam  dan Peraturan
Perundang-undangan.

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau
calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak
memenuhi  syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan
menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat “dijadikan alasan untuk mencegah
perkawinan, kecuali tidak sekufii karena perbedaan agama atau
ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

Yang dapat mencegah perkawinanialadh-pdra keluarga dalam garis
keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudar, wali nikah,
wali pengampu darpsalah seorangycalon-mempelai dan pihak-
pihak yang bersangkutan

Ayah kandung yang tidak|pendh melaksankan fungsinya sebagai
kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya unuk mencegah
perkawinan yang akna dilakukan olel-waliyiikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri
yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan
salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan
melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban
mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak
terpenuhi.

Pasal 65
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Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama
dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan
dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai
permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1)
oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66
Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belu
dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali
permohonan pencegahah padarPengadilan Agama oleh yang
mencegah atau denganputusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikahi#idak diperbolehkan melangsungkan atau
membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya
pelanggaran dari ketentdan pasal 7\ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal
10 atau pasal 12 Undang-undang No.l Tahun 1974 meskipun
tidak ada pencegahah‘perkawinan!

Pasal 69

Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan
tersebut ada larangan‘menurut Undang-undanf No.1 Tahun 1974
maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang
ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut
disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berjak mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana
Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan
berkedudukan  untuk  memberikan  keputusan, dengan
menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara
singkat dan akan memebrikan ketetapan, apabila akan
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menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar
supaya perkawinan dilangsungkan.

Ketetapan tni hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang
mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang
ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud

mereka.

BAB XI

BATALNYA PERKAWINAN
Pasal 70 Perkawinan batal apabiia :

a.

Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak
berhak melakukan akad nikah karena sudah
mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu
dari keempat isterinya-dalam iddah talak raj's;
seseorang menikah bekas isterinya yang telah
dili’annya;

seseorang menikal bekas | isterinya yang pernah

dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas

isteri tersebut pernah mienikah dengan pria lain
kemudian bercerailagicba'da al dukhul dan pria
tersebut dan telah habis masa iddahnya;
perkawinan dilakukan. antara  dua. orang yang
mempunyalv hubungan” |darah;\ <sémenda dan
sesusuan | @ampai A derajat  tertentu  yang
menghalangiperkawinan menurut pasal 8§ Undang-
undaigNe Ty Tahun, 1974 Ly aitu's

1. berhubungan darah dalam garis keturunan
[urus kebawah ataukeatas.

2. berhubugan darah dalam garis keturunan
menyimpang yaitu antara saudara, antara
seorang dengan saudara orang tua dan antara
seorang dengan saudara neneknya.

3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri,
menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua
sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman
sesusuan.

isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi

atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.
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Pasal 71 Suatu perkawinan dapat ibatalkan apabila:

a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin
Pengadilan Agama;

b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian
diketahui masih menjadi isteri pria lain yang
mafqud.

c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam
iddah dan suami lain;

d. perkawinan yang melanggar batas umur
perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7
Undang-undang-undang No.1. tahun 1974,

e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau
dilaksanakan-oleh wali yang tidak berhak;

f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

Seorang suami atau |isteri |dapat’ | mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan _apabila “perkawinan dilangsungkan
dibawah ancaman yangmelanggar hukum.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan
pembatalan perkawinan fapabilaCpada wakfii berlangsungnya
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri
suami atau isteri

Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu
menyadari keadaanya.dan.dalam_jangka*waktu 6 (enam) bulan
setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat
menggunakan haknya untuk mengajukan  permohonan
pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan
adalah :

a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
dari suami atauisteri; b. Suami atau isteri;

Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan
menurut Undang-undang.

para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat
dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan



181

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal
67.

Pasal 74

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau
isteri atau perkawinan dilangsungkan.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan
Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak
saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :
perkawinan yang batal karepa-salah-satu.sumaiatau isteri murtad;
anak-anak yang dilahirkan d4ri perkawinan tersebut;

pihak ketiga sepanjang merekda memperoleh hak-hak dengan
ber'itikad baik, sebelum |keputusan —pembatalan perkawinan
kekutan hukum yang tetap.

Pasal 76
Batainya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan
hukum antara anak,dengan orang tuanya;

BAB XII
HAK DAN KEWJIBAN SUAMIISFERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

Suami isteri memikul kewjiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi
sendi dasar dan susunan masyarakat

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati,
sctia dan memberi bantuan lahir bathin yang satui kepada yang
lain;



182

Suami 1steri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara
anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani
maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

suamni isteri wajib memelihara kehormatannya;

jika suami atau isteri melalaikan kewjibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

Suvami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh
suami isteri bersama.

Bagian Kedua
Kedudukan Suami Ister;

Pasal 79

Suami adalah kepala keluargadan isteri ibu rumah tangga.

Hak dan kedudukan isteri adalah“seimbang dengan hak dan
kedudukan suami dalam-kehidupanumah tangga dan pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat.

masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga
Kewajiban Suami
Pasal 80

Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya,
akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-
penting diputuskan oleh sumai isteri bersama.

Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan
memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan
bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
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sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :

a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan
bagi isteri dan anak;

¢. biaya pendididkan bagi anak.

Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4)

huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna
dari isterinya.

Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap
dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila
isteri nusyuz.

Bagian Keempat
Tempat Kediaman

Pasal 81

Suami wajib menyediakan tempat-kediaman.bagi isteri dan anak-
anaknya atau bekasisteri yangmasiht dalam iddah.

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri
selama dalam ikatan |perkawinan,atau .dalamyiddah talak atau
iddah wafat.

Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman
dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat
menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur
alat-alat rumah tangga.

Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan
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tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga
maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang
Pasal 82

Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban
memberikan tempat tiggaldan biaya hidup kepada masing-masing
isteri secara berimbangmenumt besar kecilnya jumlah keluarga
yang ditanggung masing<masing istéti, kecuali jika ada perjanjian
perkawinan.

Dalam hal para isteri rela dan jhlag] |suami dapat menempatkan
isterinya dalam satu tempat-kediaman.

Bagtan Keenam
Kewajiban Isteri

Pasal 83

Kewajibn utama bagi/seoarang istetijalah‘berbakti lahir dan batin
kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.

Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga
sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

Pasal 84

Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat
(1) kecuali dengan alasan yang sah

Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya
tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali
hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali
sesuadah isteri nusyuz
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Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus
didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII
HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85
Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masingmasing suami atau isteri.

Pasal 86

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta
isteri karena perkawinan.

Harta isteri tetap menjadi hak isteri dam dikuasi penuh olehnya,
demikian juga harta suami tetap'menjadi hak suami dan dikuasi
penuh olehnya.

Pasal 87

Harta bawaan masing-masing’/ §tlami//dafi isteri dan harta yang
diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah
dibawah penguasaanymasing-masing, sepanjang para pihak tidak
menentukan lain dalam ‘perjanjian perkawinan.

Suami dan isteri mempuryai hak sepenuhnya untuk melakukan
perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah,
sodaqah atau lainnya,

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta
bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada
Pengadilan Agama.

Pasal 89
Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri
maupun harta sendiri.

Pasal 90
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Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun
harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat
berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak,
benda bergerak dan surat-surat berharga.

Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun
kewajiban.

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah
satu pthak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92
Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan
menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

Pertanggungjawaban 'terhadap~hutang suami atau isteri
dibebankan pada hartanya masing-masing.

Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk
kepentingan keluarga)dibebankan-kepadaharta.bersama.

Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta
suami.

Bila harta suami tidak.ada atau.mencukupi dibebankan kepada
harta isteri

Pasal 94

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai
isteri lebih dari seorang,masingmasing terpisah dan berdiri sendiri.
Pemilikan harta bersama dart perkawinan seorang suami yang
mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat
(1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang
kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf ¢
Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk
meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya
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permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan
perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama
seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama
untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi
hak pasangan yang hidup lebih lama,.

Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang
isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya
kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas
dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta
bersama sepanjang tidak |cditeftukan ~lain dalam perjanjian
perkawinan.

BAB XIV
PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

Batas usia anak yang mampu berdiri, sendiri atau dewasa adalah
21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun
mental atau belum pemah melangsungkan-perkawinan.

Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan
hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat
terdekat yang mampu menunaikan kewajiban trsebut apabila
kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99 Anak yang sah adalah :

anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan
oleh isteri tersebut.

Pasal 100
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Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak
menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan
li'an.

Pasal 102

Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari
isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam
jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirya atau 360 hari sesudah
putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa
istrinya melahirkan /anak'-“dan ‘berada di tempat yang
memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan
Agama.

Pengingkaran yang diajukansesudali lampau waktu terebut tidak
dapat diterima

Pasal 103

Asal usul seorang anak hannya dapat dibuktiakn dengan akta
kelahiran atau alatbukti lamnya.

Bila akta kelahiram alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak
ada, maka Pengadilan~Agama-dapat\ mengeluarkan penetapan
tentang asal usul seorang.anak setelah mengadakan pemeriksaan
yang teliti berdasarkan-bukti bukti-yang sah.

Atas dasar ketetetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2}, maka
instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum
Pengadilan Agama trwebut mengeluarkan akta kelahiran bagi
anak yang bersangkutan.

Pasal 104

Semua biaya penyusuan anak dipertanggungkawabkan kepada
ayahnya. Apabila ayahya stelah meninggal dunia, maka biaya
penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi
nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat
dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan
persetujuan ayah dan ibunya.
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Pasal 105 Dalam hal terjadinya perceraian :

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12
tahun adalah hak ibunya;

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaanya;

biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.

Pasal 106

Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta
anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan
tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali
karena keperluan yang mendgsakjika kepentingan dan keslamatan
anak itu menghendaki atau”suatu kenyataan yang tidak dapat
dihindarkan lagi.

Orang tua bertanggung jawab.atas"kerugian yang ditimbulkan
karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat

(1).

BAB XV
PERWALIAN

Pasal 107

Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21
tahun dan atau belum pernah tnelangsungkan perkawinan.
Perwalian meliputi perwalian terhadap din dan harta kekayaanya.
Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas
perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah
seorang kerabat untukbertindak sebagai wali atas permohonan
kerabat tersebut.

Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau
oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan
berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108
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Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum
untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-
anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau
badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas
permohonan kerabatbya bila wali tersebut pemabuk, penjudi,
pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak
dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang
berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

Wali berkewajiban menguriis-diri‘dan harta orang yang berada di
bawah perwaliannya dengangsebaik-baiknya dan berkewajiban
memberikan bimbingah) agama,Jpendidikan dan keterampilan
lainnya untuk masa depam orang| yang berada di bawah
perwaliannya.

Wali dilarang mengikatkan;-membebanni dan mengasingkan harta
orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan
tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah
perwaliannya yang tidak dapat-ditindarkan,

Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di
bawah perwaliannya, ~dan_mengganti kerugian yang timbul
sebagai akibat kesalahan ataukelalaiannya.

Dengan tidak mengurangi-kententuatryarig diatur dalam pasal 51
ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban
wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang
ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada
di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai
umur 21 tahun atau telah menikah.

Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama
berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang
berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan
kepadanya.
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Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah
perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya
menurut kepatutan atau bil ma’ruf kalau wali fakir.

BAB XVI
PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 113
Perkawinan dapat putus karena;:
a. Kematian, Perceraian, dar’atas putusan Pengadilan.

Pasal 114
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat
terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan~di~depan sidang Pengadilan
Agama setelah Perigadilan’’ Agama ‘t€rscbut ‘benisaha dan tidak
berhasil mendamaikan keddabelah pihak.

Pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-
alasan:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain diluar kemampuannya;

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain;
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Salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau
isteri;

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga;

Suami menlanggar taklik talak;

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya
ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama
yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118
Talak Raj'l adalah talak kesatuatau’kedua, dimana suami berhak
rujujk selamaisteri dalary masa iddah.

Pasal 119

talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi
boleh akad nikalnbary deéngan beékad Staminya meskipun dalam
iddah.

Talak Ba'in Shughraa sebagaimana'tersebut pada ayat (1) adalah

talak yang terjadilqabla.aldukhul;
talak dengan tebusan atahu khuluk;
talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak y6ang terjadi untuk ketiga
kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat
dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan
setelah bekas isteri, menikah degan orang lain dan kemudian
terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121
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Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang
dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri
dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'1 adalahtalak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan
pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan
suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123
Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan
di depan sidang pengadilan

Pasal 125
Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri
untuk selama-lamnya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduli isteri berbuat zinah dan atau
mengingkari anak dalam kandungan atatt yang sudah lahir dar
isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau
pengingkaran tersebut,

Pasal 127 Tata cara li'an diatuf sebagai/betikut :

Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau
pengingkaran anak tersebut)dinkuti sumpah kélima dengan kata-
kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau
pengingkaran tersebut dusta”

Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran gtersebut dengan
sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran
tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata
murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut
benar™;

tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu
kesatuan yang tak terpisahkan;

apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b,
maka dianggap tidak terjadi li'an.
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Pasal 128
Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan
Agama.

Bagian Kedua
Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya
mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada
Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai
dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk
keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapatmengabulkan atau menolak permohonan
tersebut, dan terhadap keputusaw tersebut dapat diminta upaya
hukum banding dan kasasi

Pasal 131

Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan
dimaksud pasal 129 dan [dalam wakta-sclambat-lambatnya tiga
puluh hari m&€manggil peémohon dan isterinya untuk meminta
penjelasan tentang segala sesliatu\ yang berhubungan dengan
maksud menjatuhkan talak.

Setelah Pengadilan ‘Agama.tidak berhasil‘menashati kedua belah
pihak danternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta
yang bersangkutan tidak mungkin lagihidup rukun dalamrumah
tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang
izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Setelah keputusannya mempunyai kekeutan hukum tetap suami
mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama,
dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam)
bulah terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar
talak baginya mempunyai kekuatanhukum yang tetap maka hak
suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan
yant tetap utuh.



195

Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat
penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang
merupakan bjukti perceraian baki bekas suami dan isteri.

Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami
untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masingmasing
diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh
Pengadilan Agama

Pasal 132

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada
Pengadilan Agama,. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat
tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman
bersama tanpa izin suami.

Dalam hal tergugat bertemipat kediaman diluar negeri, Ketua
Pengadilan Agama memberitaliukan gtigatan tersebut kepada
tergugat melalui perwakilan Republik/Indonesia setempat.

Pasal 133

Gugatan perceraian karena alasan ter§ébuyt dalam pasal 116 huruf
b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak
tergugat meninggalkan,gugatan-meninggalkan rumah.

Gugatan dapat “diterima ¥ apabila * tergugat’ ményatakan atau
menunjukkan sikap tidak [mau lagi’kembali ke rumah kediaman
besama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf
f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama
mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat
dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135
Gugatan perceraraian karena alsan suami mendapat
hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih
berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf ¢, maka
untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti
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penggugat cukup menyapaikan salinan putusan
Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan
yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

Selama berlangsungya gugatan perceraian atas permohonan penggugat
atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mingkin
ditimbulkan, Penghadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri
tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat
atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

menentukan nafkah yang Harusditanggung oleh suami;

menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-
barang yang menjadi hak bersdima sttami isteri atau barang-barang yang
menjadi hak suami atau bafang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137
Gugatan perceraian gugur;apabila suamiatau isteri meninggal sebelum
adanya putusan pengadilan“Agama’mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138 .
Apabila tempat kediaman, tergugat tidak jelas atau tergugat tidak
mempunyai tempat kediamian yang'tetap,\panggilan dilakukan dengan
cara menempelkan gugatanpada papan.pgngumuman di Pengadilan
Agama dan mengumumkannya melalui.satu‘atau bebrapa surat kabar
atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
Pengumuman melalui surat kabar atau surat-siurat kabar atau mass
media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan
tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
Tenggang dwaktu antara penggilan terakhir sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sejurang-kurangnya 3
(tiga) bulan.

Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa
hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak
beralasan.

Pasal 140
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Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 132 ayat (2), panggilandisampaikan melalui perwakilan Republik
Indonesia setempat

Pasal 141

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat
gupgatan perceraian

Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatian
tenyang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh
penggugat maupun tergugat atau kuasa meeka.

Apabila tergughat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal
116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung scjak dimasukkanya
gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

Pada sidang pemeriksaan gugatan percéeraian) suami isteri datang sendiri
atau mewakilkan kepada kuasanya’

Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk Kkepentingan
pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan” yang bersangkutan untuk
hadir sendiri.

Pasal 143

Dalam pemeriksaan-gugatan pereeraian Hakim'bertisaha’'mendamaikan
kedua belah pihak.

Selama perkara belum diputtuskan-usaha meridamaikan dapat dilakukan
pada setiap sidang pemeriksaan,

Pasal 144

Apabila terjadi pedamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan
perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum
perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya
perdamaian.

Pasal 145
Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian
dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146
Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
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Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung
sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempuntai
kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan
Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami
istert atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-
masing yang bersangkutan.

Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai
salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap tanpa bermaterai kepadaPegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.

Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat Keterngan kepada
masing-masing suami isteri atau kuagatya bahwa putusan tersebut ayat
(1) telah mempunyai kekugtan hukum yang tetap dan merupakan bukti
perceraian bagi suami dan bekas istn.

Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tesedia
pada Kutipan Akta Nikab yang bersangkutan bahwa mereka telah
bercerai.

Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian,
nomor dan tanggal surat putusan'sertdtanda tangan panitera.

Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah
tempat pernikahansmetcka -dilangsbngkan,” Mmaka-satu helai salinan
putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2)
dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi
tempat perkawinan dilangsungka dan bagi perkawinan yang
dilangsungkan di lnanNegeri Salinan-itu-disatapaikan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Jakarta.

Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi
tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu
mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya,

Pasal 148

Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan
khuluk, menyanpaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang
mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau lasan-alasannya.
Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan
suaminya untuk disengar keterangannya masing-masing.

Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan
tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
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Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan,
maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami
untuk mengikrarkan talaknya disepan sidang Pengadilan Agama.
Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
Penyelesaian sclanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam
pasal 131 ayat (5)

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusanatau
iwadl Pengadiian Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara
biasa.

BAB XVII
AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu
Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak) maka bekas suami wajib:
memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa
uang atau benda, kecuali bekas/isteri-tersebut gebla.al dukhul;

memberi nafkah, maskan'darvkiswah kepada bekas istert selama dalam
iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatwhi talak balin atau nusyur dan
dalam keadaan tidak hamil;

melunasi mahar yang masilrterhutang selurdhnyasdan separoh apabila
qobla al dukhul;

memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum
mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju’ kepada bekas istrinya yang masih
dalam iddah.

Pasal 151
Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima
pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152
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Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya
kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua
Waktu Tunggu

Pasal 153

Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu
atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan
karena kematian suami.

Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul,
waktu tunggu ditetapkan 130 {seratus tiga puluh) hari:

Apabila perkawinan putus Kagena perceraian,waktutunggubagi yang
masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci‘dengan sukurang-kurangnya 90
(sembilan puluh) hari, dan bagifyang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan
puluh) hari;

Apabila perkawinan putus karema pefceraian sedang janda tersebut
dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
Apabila perkawinan putus kargha kematian, sedang janda tersebut dalam
keadaan hamil, waktu tunggu/ditetapkan’sampai melahirkan.

Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian
sedang antara janda-gtersebut-dengan-bekas suaminya qobla al dukhul.
Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu
dihitung segjak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus
karena kematian, tenggang waktutunggudihitingsejak kematian suami.
Waktu tunggu bagi isteni yang oernah haid sedang pada waktu menjalani
iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka
iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun
tersebult ia haid kembali, maka iddahnya mernyjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'l kemudian dalam waktu iddah sebagaimana
yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6)pasal 153, di
tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah memjadi empat
bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155



201

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk,
fasakh dan li*an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156 Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya,
kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya
digantikan oleh:

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

Ayah;

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

Wanita-wanita kerabat sedaralumenurut garis\samping dari ayah.

Anak yang sudah mumayyiz' berhiaky, memilih untuk mendapatkan
hadhanah dari ayah atau ibunya;

Apabila pemegang hadhanah “emyata tidak dapat menjamin
keselamatan jasmani dan rohani anak, méskipun biaya nafkah dan
hadhanah telah dicukupi, maka£atas- permintaann kerabat yang
bersangkutan Pengadilan Agama dapat| mémindahkan hak hadhanah
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Semua biaya hadhanah,damnafkah-anak menjadi tanggung jawab ayah
menurut kemampuannya,sekurang-kuratignya’ sampai~anak tersebut
dewasa dapat mengurus diri sendiri (2 Intahun).

Bilamana terjadi perselisihan™mengénal hadhanah dan nafkah anak,
Pengadilan Agama memberikanputusannyatbetrdasarkan huruf (a),(b),
dan (d);

Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya
menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-
anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157
Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam
pasal 96,97

Bagian Keempat
Mut’ ah

Pasal 158 Mut ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :
belum ditetapkan mahar bagi isteri ba’da al dukhul;
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perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159
Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada
pasal 158

Pasal 160
Besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima
Akibat Khuluk

Pasal 161
Perceraian dengan jalan kholuk mengurangi jumlah talak dan tak dapat
dirujuk

Bagian Keenam
Akibat Li'an

Pasal 162

Bilamana li"an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan
anak yang dikandung ‘dinasabkan kepada ‘iBunyas scdang suaminya
terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII
RUJUK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 163

Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masa iddah.

Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga
kali atau talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;

Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan
atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164
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Seorang wanita dalam iddah talak raj'l berhak mengajukan keberatan
atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat
Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165
Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bckas isteri, dapat
dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat
dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatbya kepada instansi yang
mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua
Tata Cara Rujuk

Pasal 167

Suami yang hendak merujuk isterinyadatang bersama-sama isterinya ke
Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang
mewilayahi tempat tinggal suamiisteridengan membawa penetapan
tentang terjadinya talak dan surat-keterangan)lain yang diperlukan
Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawaii Pencatat
Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat MNikahe

Pegawai Pencatat“Nikah' atau“Pembantu’ ‘Pegdawai “Pencatat Nikah
memeriksa dan meyelidikiy @pakah suami yang akan merujuk itu
memenuhi syarat-syarat merijuk-nrenurut hukum munakahat, apakah
rujuk yang akan dilakukanrmasihindalam dddahatalak raj’i, apakah
perempuan yvang akan dirujukituadalah isterinya.

Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang
bersangkutan besrta saksi saksi menandatangani Buku Pendaftaran
Rujuk.

Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum
dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat
Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diist dan ditandatangani oleh
masing-masing yang bersangkutan besreta saksisaksi, sehelai dikirim
kepada Pegawai Pencatat Nikah vang mewilayahinya, disertai surat-
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surat keterengan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran
Rujuk dan yang lain disimpan.

Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sesudah rujuk dilakukan.

Apabila lembar pertama dari daftar myjuk itu hilang, maka Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar
kedua,dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya
rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat
berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri
masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut
contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Suami isteri atan kuasanya dengan menibawa Kutipan Buku Pendaftaran
Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya
talak dahulu untuk mengurus®dafl ‘mengambil Kutipan akta Nikah
masing-masing yang bersangkutan [‘setelah diberi catatan oleh
Pengadilan Agama dalam|ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta
Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.

Catatan yang dimaksud ayat(dua) berisitempat terjadinya rujuk, tanggal
rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk
dan tanda tangan Paniteras

BAB XIX
MASA BERKABUNG

Pasal 170

Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa
berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan
sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung
menurut kepatutan.
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BUKU II
HUKUM KEWARISAN

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 171 Yang dimaksud dengan:

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-
siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-
masing.

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Ahli waris adalah orang yang pada-saat-meninggal dumia mempunyai
hubungan darah atau hubungdn,perkawinan dengan pewaris, beragama
[slam dan tidak terhalang kareia hukiim unfuk menjadi ahli waris.
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Harta waris adalah harta bawaan ditambal’bagian dani harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan‘‘pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah {tajhiz), pembayaran hutang
dan pemberian untuk kerabat.

Wasiat adalah pemberian jsuatupbendaydan pewans kepada orang lain
atau lembaga yang akan berlaku'setelah pewaris menifiggal dunia.
Hibah adalah pemberian suatuwbenda secara sukarela dan tanpa imbalan
dari seseorang kepada aorang lain-yang masih hidup untuk dimiliki.
Anak angkat adalah anak yyang~dalamppemeéliharaan untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan —dan ''‘sebagainya ‘beralih tanggung
jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan
putusan Pengadilan.

Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BABII
AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu
Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi
bayi yang baru lahir atau anak yang belum di\ewasa, beragama menurut
ayahnya atau lingkungannya.
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Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris;

dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan
hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dari nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdini dani : duda atau janda.

Apabila semua ahli waris-ada, maka yang berhak mendapat warisan
hanya : anak, ayah, ibu, jarida atau duda;

Pasal 175

Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

mengurus dan menyelesaikan-sampai pemakaman jenazah selesai;
menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan,
termasuk kewajiban pewari$ maupun, penagih piutang;

menyelesaikan wasiat pewaris;

membagi harta warisan di.antara wahli wadris yang berhak.

Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris
hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III
BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian,
bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapzt dua
pertiga bagian, dan apabila anask perempuan bersama-sama
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan anak perempuan.
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Pasal 177
Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan
anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

Pasal 178

[bu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara
atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
maka ia mendapat sepertiga bagian.

Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh
janda atau duda bila bersamasama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian;-bilapewaris tidak meninggalkan
anak, dan bila pewaris menitiggalkan anak, maka duda mendapat
seperempat bagaian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat /bagian| bila pewaris tidak
meninggalkan anak, dan bila pewaris{meninggalkan anak maka
janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181 _
Bila seorang meninggal tahpa meninggalkan anak dan ayah, maka
saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing
mendapat seperenam bagian) Bila mereka-tu dua orang atau lebih
maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah,
sedang 1a mempunyai satu saudara perempuan kandung atau
seayah, maka ua mendapat separoh bagian, Bila saudara
perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan
kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-
sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara
laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua
berbanding satu dengan saudara perempuan.
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Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam
pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari
bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu
melaksanakan hak dan kewajibannyua, maka baginya diangkat
wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

(I) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris
maka kedudukannya ddpatsidigantikan oleh anaknya, kecuali
mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

*

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun
1994, maksud pasal tersebut’ialah— ayah mendapat sepertiga
bagfian bila pewaris" tidak) /meninggalkan anak, tetapi
meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat
seperenam bapiam:

(2) Bagian ahl1 waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian
ahli waris yang sederajatdengan-yang/diganti.

Pasal 186
Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan
saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka
oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat
ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta
warisan dengan tugas:

mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda
bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh
para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya
dengan uang;
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menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris
sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta
warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat
mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk
melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris
yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan
dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk
dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

Bila warisan yang akan dibagt berupa lahan pertanian yang
luasnya kurang dari 2 hektart, supaya dipertahankan kesatuannya
sebagaimana semula, danodimanfaatkan untuk kepentingan
bersama para ahli waris yangbersangkutan.

Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) \pasal ini tidak dimungkinkan
karena di antara para ahli ‘warisyang-bersangkutan ada yang
memerlukan uvang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh
seorang atau lebih jahli\ waris- yang~dengan, cara membayar
harganya kepada ahli waris‘yang-berhak sesudi deftgan bagiannya
masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-
masing isternn berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah
tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris
adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkanahli waris sama sekali atau ahli
warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut
atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya
kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan
kesejahteraan umum.
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BAB IV
AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli
warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang
lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan
sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta
warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembarian harta warisan di antara para ahli waris
Dzawil furud menunjukkan-bahwa angka pembilang lebih kecil
dari angka penyebut, sedangkaintidak ada ahli waris asabah, maka
pembagian harta warisah tersebut ilakukan secara rad, yaitu
sesuai dengan hak masing masing ahli waris sedang sisanya dibagi
berimbang di antara mereka.

BAB YV
WASIAT

Pasal 194

Orang yang telah berumur-sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal
sehat dan tanpa adanyapaksaan dapat'mewasiatkan sebagian harta
bendanya kepada orang lain atau lembaga.

Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal
dunia.

Pasal 195

Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau
tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari
harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli
waris.
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Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat
secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan
dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan
dengan tegas dan jelas siapasiapa atau lembaga apa yang ditunjuk
akan mencrima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan
putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
dihukum karena:

dipersalahkan telah membunuli-atau, mencoba membunuh atau
menganiaya berat kepada peWasiat;

dipersalahkan secara memfitrnah telah“mengajukan pengaduan
bahwa pewasiat telah melakukan'sestiatu kejahatan yang diancam
hukuman lima tahun penjara-atau liukuman yang lebih berat;
dipersalahkan dengan kekerasan! atay ancaman mencegah
pewasiat untuk membuat ataumencéabut atau merubah wasiat
untuk kepentingan calon penerima wasiat;

dipersalahkan telahjmenggelapkan-atau-merusak atau memalsukan
surat wasiat dan pewastat.

Wasiat menjadi batal apabilaorfang yang ditunjuk untuk menerima
wasiat itu:

tidak mengetahui adanya wasiatitersebut sampai meninggal dunia
sebelum meninggalnya pewasiat;

mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk
menerimanya;

mengetahui adanya wasiaty itu, tetapi tidak pernah menyatakan
mencrima atau menolak sampai ia meninggal sebelum
meninggalnya pewasiat.

Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198
Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan
suatu benda haris diberikan jangka waktu tertentu.
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Pasal 199

Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat
belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan
persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.

Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan
oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua
prang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu
dibuat secara lisan.

Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut
dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau
berdasarkan akte Notaris.

Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat
dicabut berdasartkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang/tak bergerak, bila karena suatu
sebab yang sah mengalamippenyusutan atau kerusakan yang
terjadi sebelum pewasiatmeninggal dunia, maka penerima wasiat
hanya akan menerima harta-yang-tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebili sepertiga-dari hadrta warisan sedangkan
ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya
dilaksanakan sampai sepertiga/harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat dituyjukan untuk berbagai kegiatan kebaikan
sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat
menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

Apabila surat wasiat dalam keadaan tertup, maka
penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di
tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka
surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada
pewasiat.

Pasal 204
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Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup
dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris,
disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara
pembukaan surat wasiat itu.

Jikas surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris
maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setcmpat
atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau
Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan
dalam ayat (1) pasal ini.

Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka
oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada
penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para”anggota tentara dan mereka yang
termasuk dalam golongan “tentara »dau | berada dalam daerah
pertewmpuran atau yang berda di-stiaty tempat yang ada dalam
kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan
seorang komandan atasannya dengan dihadini oleh dua orang
saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalath perjalanan meldltr taat dibolehkan
membuat surat wasiat di hadapan nakhoda/atau mualim kapal, dan
Jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang
yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua grang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan
pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang
memberi tuntutran kerohanian sewaktu ia mewnderita sakit
sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas
untuk membalas jasa.

Pasal 208
Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte
tersebut.
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Pasal 209
Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176
sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak
angkatnya.
Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.

BAB VI
HIBAH

Pasal 210

Orang yang telah berumur gekurang-Kurangnya 21 tahun berakal
sehat tanpa adanya paksaamdapdt| menghibahkan sebanyak-
banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di
hadapan dua orang saksi-untuK dimiliki.

Harta benda yang dilibahkan/\harus merupakan hak dari
penghibah.

Pasal 211
Hibah dari orang,_tua- kepada, ;anaknya ,dapat diperhitungkan
sebagai warisan.

Pasal 212
Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada
anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan
sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat
persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214
Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat
membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan
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Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan
dengan ketentuan pasal-pasal ini.

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20TAHUN 2019
TENTANG PENCATATN NIKAH DAN RUJUK
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PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Mcnimbang

Mengingat

NOMOR 20 TAMUN 2019
TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untult tertib) administrasi, transparansi, dan
kepastianhukumdalam pelaksansan pernikahan bagi
umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan
pernikahan;

bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun
2018, tentang Pencatatan. Perkawinan tidak sesuai
dengan = perkeémbangan dan  kebutuhan saatr ini,
schingga ‘peclu dicabut\dan diganti;

bahwa _ berdasarkan _pertimbangan  sebagaimana
dimaksud “dalam “hura! [ 4&~dan  huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama lentang
Pencatatan Pernikahan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang
Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;

Undang-Undang Nomaor 32 Tahun 1954 tentang
Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik
Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun
1946 tentang Pencolawun Nikah, Talak, Rujuk di

seluruh Dacrah Luar Jawa dan Madura (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 694);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3019);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 50-Talun 2009 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomof 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2078);

5.Peraturan Pemerintah Nomor.9(Tabun/1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tenitang Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik IidonesiaNemor/3250);

6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 8);

7.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama {Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 168);
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8.Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republi

Indonesia

Tahun 2012 Nomor 851);

9.Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015

tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi

Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia

10.

11.

Tahun 2015 Nomor 1735);

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun
2016 tentang™\Organisasi dan Tata Kerja
Kantor, Urusan Agama Kecamatan (Berita
Negara Republik Indonesia

Tahur2016 Nomor 1252);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun
2016 Jtentang> Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian.. o Agama  (Berita Negara
Republik™~’Indonesia  Tahun 2016 Nomor
1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN.MENTERI/AGAMA TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan

Pernikahan adalah kegiatan

pengadministrasian peristiwa pernikahan.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya discbut KUA
Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional
dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat
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PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri
Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan
nikah masyarakat Islam.

4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan
Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas
pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.

O. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu
adalah pegawai negeri sipil vang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan
bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan
bimbingan masyarakat Islam,

6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar’ivah.

7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas
tambahan sebagai Kepala KUA Kegamatan,

8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat
PPPN adalah pegawai _apatatup sipil negara atau anggota
masyarakat yang ditugaskan®™untuk meémbantu Penghulu dalam
menghadiri peristiwa nikah.

O. Akta Nikah adalah akta aatentik pencatatan nikah.

10. Buku Nikah adalah;dokumen petikan Akta Nikah dalam
bentuk buku.

11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam
bentuk kartu!

12, Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku
Nikah.

13. Akta Rujukjadalah-aktaeutentik pencatatan peristiwa
rujuk,

14, Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk
yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.

15. Sistem Informasi Manajemen Nikah vang selanjutnya

disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah
berbasis elektronik.

16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang
selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja
yang membidangi bimbingan masyarakat [slam pada Kementerian
Agama.

Pasal 2
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(1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.

(2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA
Kecamatan atau PPN LN.

(3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

pendaftaran kehendak nikah;

pemeriksaan kehendak nikah;

pengumuman kehendak nikah;

pelaksanaan pencatatan nikah; dan

penyerahan Buku Nikah.

PacoTp

BAB-I
PENDAFTARAN KEFHENDAK NIKAH

Bagian Kesatu
Permohonan

Pasal3

(1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat
akad nikah akan dilaksanakan.

(2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di ludnnégeri, dicatat di kantor
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

(3) Pendaftaran kehendakmikah/dilakukan paling lambat 10 (sepuluh)
hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.

(4) Dalam hal pendaftaran.kehendak nikah/dilakukan kurang dari 10
(sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat
dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah
dilaksanakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif

Pasal 4
(1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan
melampirkan:
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surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon
pengantin;

foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang
dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;

foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah
melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang
sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah
melangsungkan nikah;

d.
€.

foto kopi kartu keluarga;

surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi
calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah
kecamatan tempat tinggalnya;

persetyjuan kedua calon pengantin;

izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang
belum mencapai usig 2 1| {duapuluh satu) tahun;

izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga
yang mempunyai hubungan’darahratau pengampu, dalam hal
kedua orang tua atau walisebagaimana dimaksud dalam huruf
g meninggal dunia~atau |dalam, keadaaan tidak mampu
menyatakan kehendaknya;

izin dari pengadilan,dalamhal(orang tua, wali, dan pengampu
tidak ada;

dispensasi dari pengadilan-bagi calon ,suami yang belum
mencapai_usial [sestal.dengan.ketentan Lndang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974-tentang

Perkawinan;

surat izin dari atasap-atau jkesatuan jika calon mempelai
berstatus anggota'‘tefitard nasional

Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;

penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami
yang hendak beristri lebih dari seorang;

. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku

pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi
sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang

Peradilan Agama; dan

. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri

dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi
janda atau duda ditinggal mati.
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(2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan
sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan
sebagai berikut:

a. surat pengantar dari  perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri;

b. persetujuan kedua calon pengantin;

C. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum
mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;

d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang
hendak beristri lebih dari seorang;

€. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang;
dan

f.  akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat
oleh pejabat vang berwenang:

BagianrKetiga
Pémenksaan Dokumen

Pasal-5

(1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan
dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2) Perneriksaar dokufticn pikah dilaktkah diwilayah kecamatan/kantor
perwakilan “Republik Indonesia  di [uar negenn  tempat
dilangsungkannya akad‘nikah

(3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan
terhadap dokumensnikah(dengan menghadirkan calon suami, calon
istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan
untuk menikah.

(4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan
dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang
ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

() Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat
membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap
jempol.

Pasal 6
(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis
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kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi
dokumen persyaratan.

(2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Bagian Keempat
Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7
(1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang perkawinan; kehendak nikah ditolak.

(2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan
penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
calon suami, calon istri, danfatau wali disertai alasan penolakan.

BABIII
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal’8

(1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4),Kepala®RUA Kecamatan/Penghulu/PPN
LN mengumumkan kehendak nikah.

(2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA
Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain
yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB 1V
PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9
(1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah

dilaksanakan.
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(2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4,
Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua
Rukun Nikah

Pasal 10
(1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah,
(2) Rukun nikahsebagaimana dimaksud pada ayat (1} meliputi:
a. calon suami;
b. calon istri;
C. wali;
d. dua orang saksi; dan
€. ijab gabul.

Paragraf |
Calon Suami dan Calon Istr

Pasal 11

(1) Caton suami dati calor istri hadir dalam akad nikah.

(2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah,
dapat diwakilkanrkepadatorang-lain défigan membuat surat
kuasa'di'atas nieterai yang diketahui“oleh Kepala KUA
Kecamatan | atdu Kepala/, Klantor Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri sctempat.

(3) Persyaratar wakil sebagaimana|difiaksud pada ayat

(2) meliputi:

a. laki-laki;
b. beragama Islam;
C. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
d. berakal; dan
e. adil

Paragraf 2

Wali Nikah

Pasal 12

(1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
(2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat
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(1) meliputi:

laki-laki;

beragama Islam;

. baligh;

berakal; dan

adil.

3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
urutan:

a. bapak kandung;

kakek (bapak dari bapak);
bapak dari kakek (buyut);
saudara laki-laki sebapak seibu;
saudara laki-laki sebapak;
anak laki-laki dari saudara-laki-laki sebapak seibu;
anak laki-laki dari saudara laki-laki|sebapak;
paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu);
paman sebapak (saudara laki-laki
bapak sebapak);
anak paman sebapak Seibuj
anak paman sebapak;
cucu paman sebapak-setbu;
. cucu paman sebapak;
paman bapak sebapak seibir;
paman bapak sebapak;
anak paman bapak’ sebapak £€ibuy;
anak paman bapak-sebapak;

(4) Untuk melaksanakan ijab’ qabul"pada saat akad nikah, wali
nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang
memenuhi syarat.

() Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali
membuat surat tewkil wali dihadapan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan
domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang
saksi.

(6) Format taukil wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Jenderal.

s 0 0 g
. . . . . . @P-OP"?]

QT e sy TR

Pasal 13
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(2)

(3)

TR Q0T

(5)

(6)

Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali
hakim.
Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh
Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
bertindak sebagai wali, jika: a. wali nasab tidak ada;
walinya adhal;
walinya tidak diketahui keberadaannya;
walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
walinya dalam keadaan berihram; dan
wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
ditetapkan oleh’ Pengadilan| Agama atau Mahkamah
Syar’iyah.
Wali tidak diketahui*kebéradaannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)| huruf] c didasarkan atas surat pernyataan
bermaterai dari “calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi, dan diketahwi oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
Wali tidak dapat-dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam
tahanan “dengan ~bukti. swrat | kéteratiean dari instansi
berwenang.
Paragraf 3
Saksi Nikah

Pasal 14

(1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
(2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.

b
C.
d
e

laki-laki;
. beragama Islam;
baligh;
. berakal; dan
. adil.
Paragraf 4
Ijab Qabul

Pasal 15



227

(1) ljab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang
mewakili.

(2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau
yang mewakili.

Bagian Ketiga Tempat Akad

Pasal 16

(1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor
perwakilan Repubik Indonesia di luar negeri pada hari dan
jam kerja.

(2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala
KUA Kecamatan/Penghulw/PPN LN, akad nikah dapat
dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor
perwakilan Republik Tadonesia~di luar negeri atau di luar
hari dan jam kerja.

Pasal 17

(1) Akad nikah dilaksanakan  dihadapan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulw/PPN- /LN ~yang mewilayahi tempat
akad nikah dilaksanakan.

(2) Akad nikah‘yang, dilaksanakan-di Tuardempat tinggal calon
suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi
nikah dari Kepala. KUA Kécamatan wilayah tempat tinggal
masing-masing.

Pasal 18

(1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat
menugaskan PPPN.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan
Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19
Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1}, PPN LN
dapat menugaskan PPPN.

Bagian Keempat
Pencatatan Nikah
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Pasal 20
(1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA
Kecamatan/PPN I.N.
(2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi,
Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN,

BAB Y
PENYERAHAN BUKU NIKAH

Pasal 21

(1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu
Nikah.

(2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah
proses akad nikah selesai dilaksanakan.

(3) Dalam hal terd@pat h@mbatah dalam penerbitan Buku Nikah,
penyerahan Buku/Nikah/dilakukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja setelah akad nikah.

(4) Buku Nikah- ditandatafigani oleh Kepala KUA
Kecamatan/PPN-LIN?

(S) Kartu Nikah sébagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan,

(6) Penibérian! Karti Nikdh scbagaifitanadifmaksud pada ayat (5)
diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.

(7) Ketentuan mengenai béhtuk dan spesifikasi Kartu Nikah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan\Direktur Jenderal.

BAB VI
PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 22

(1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat
membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat
dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.

(2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dihadapan notaris.

(3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.
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Pasal 23
(1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN
pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
(2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.
BAB VII
PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA NIKAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24
(1) Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi
SIMKAH berbasis welb:
(2) Dalam hal KUA |Kecamatan -belum terhubung dengan
jaringan internet, adminiStrasi pencatatan nikah dilakukan
secara manual.

Bagian Kedua
PengesahanNikah

Pasal 25

(1) Pencatatan!Nikah'\befdasaftkah putlisan Péngadilan
Agama atau isbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan
yang ditunjuk dalanrpenctapan
Pengadilan Agama.

(2) Dalam hal | “amar) (putusan™ péngadilan agama tidak
menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat ishat
nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:

a. surat permohonan pencatatan isbat; dan

b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan ishat nikah pada
KUA Kecamatan.

(3) Dalam hal isbat nikah dilakukan di kantor perwakilan

Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh
PPN LN.

BAB VIII
PERNIKAHAN CAMPURAN

Bagian Kesatu
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Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara
Asing

Pasal 26
(1) Pernikahan antara secrang pria dengan seorang wanita beragama
Islam yang berbeda kewarganegaraan salah  satunya
berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada
KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di

luar negeri.
Pasal 27
(1} Persyaratan pemikahan campuran bagi warga negara asing,
meliputi:
a.  izin kedutaan perwakilan daninegara yang bersangkutan;
b.  dalam hal seorang warga negam asing membawa surat izin

menikah dari negaranya,stirat_izin tersebut dilegalisasi oleh
kedutaan negara yang bersangkntan;

€. dalam hal seorang-warga negaialasing tidak terdapat kedutaan
negara asal di Indonesia;/izin sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara
yang bersangkutan;

d.  izin poligami' dari pengadilan atau‘instansi yang berwenang
pada negara asallcdlon pengantin bagi suami yang hendak
beristri lebih dari seorang;

€.  melampirkan féto)kopi akta kelahiran;

f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi
duda atau janda;

g.  melampirkan foto kopi paspor;

h.  melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai

dengan data pada Akta Nikah; dan

1. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.

(2) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami
dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.

Bagian Kedua
Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing
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Pasal 28
Pemikahan antar warga negara asing yang beragama Islam
dapat dicatat di KUA Kecamatan.
Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27.
Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.

BAB IX
PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

Pasal 29
Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga
negara Indonesia dengan, warga negara asing yang
dilangsungkan di luar“negeri dilakukan di kantor perwakilan
Republik Indonesia dituarhegeri.
Pencatatan nikah sebagaimana -dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh PPN> LNj | seteldh memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

Pasal 30
Pernikahan antar warga’/negara—Indonesia dan/atau warga
negara Indonesia dengan warga negara asing yang
dilaksanakan di/| luar/ketentuan_‘Pasal| 29 \ayats(1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara
setempat dan bagi warga negara (ndonesia tidak melanggar
ketentuan  peraturan _ perundang-undangan di  bidang
perkawinan.
Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia
luar negeri.
PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 31

(1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia

dengan warga negara asing yang melangsungkan permnikahan
di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain
di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA
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Kecamatan tempat tinggal suamifistri paling lambat 1 (satu)
tahun setelah kembali ke tanah air.

(2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun,
yang bersanglkutan membuat pernyataan tentang kebenaran
dokumen dan alasan keterlambatan.

(3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah
dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik
Indonesia.

Pasal 32
Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar
negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku
pendaftaran nikah dicluarnegeri.

BAB X
PENCATATAN RUJUK

Pasal 33

(1) Suami dan istri [ yang -akan melaksanakan rujuk,
memberitahukankepada-Kepala KUA Kecamatan/PPN LN
secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat
pengaritar dari/ kepala<desa/lurah/atau=kantor perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Kepala KUA |Keeamatan/PenghulwW/PPN LN sebagaimana
dimaksud pada.ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan
surat pengantar.darcikepala.desa/lurahatau kantor perwakilan
Republik Indonesia di [uar negeri.

(3} Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

{4) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat
peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh
suami, istri, saksi, dan Kepala KUA
Kecamatan/Penghulu/PPN LN,

Pasal 34
(1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan
Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri.
(2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada
pengadilan agama untuk pengambilan Buku Nikah.
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BAB XI
SARANA

Pasal 35

Formulir nikah terdiri atas:
pengantar nikah dar kepala desa/lurah;
permohonan kehendak nikah;
permohonan pencatatan isbat,
persetujuan kedua calon pengantin;
surat izin orang tua;

penolakan kehendak nikah rujuk;
surat keterangan kematian,;
pemeriksaan nikah;

pengumuman nikah;

rekomendasi nikah;
Akta Nikah;

Buku Nikah;
Kartu Nikah;
Duplikat Buku Nikah;
surat keterangan pendaftaran bukti pernikahan luar negeri;
Akta Rujuk;
Kutipan Akta Rujuk; dan
pemberitahuan rujult
Formulir nikah yang meliputi Akta-Nikah, Buku Nikah, Kartu
Nikah, Duplikat_Buku' | Nikah, ~dan/pemeriksaan nikah,
disediakan oleh Direktorat Jenderal.
Surat pengantar nikah dan surat keterangan kematian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a dan huruf g
dikeluarkan oleb kepala desa/lurah.
Formulir nikah selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) disediakan oleh kantor kementerian agama
kabupaten/kota.
Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XII
TATA CARA PENULISAN

Pasal 36
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(1)

(1)

(2)

(1)
(2)

3)

(1)

Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran,
pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi
SIMKAH berbasis web.

Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas
perangkat  komputer/aplikasi SIMKAH  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 37

Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual
pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan
dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dengan cara:

a. mencoret dua-garis pada tulisan yang salah;

b.  menulisperbaikannya dengan huruf kapital,
Kepala KUA membubuhiparaf pada ujung kanan pada kata

yang dicoret; dan
Kepala KUA Kecamatan meémberi cap dinas di atas kata
yang salah.

Pasal 38
Perubahan namarsuami-atatistrijpagda Akta Nikah dilakukan
oleh KUA Kecamatan berdasarkan‘akia kelahiran yang baru.
Pencatatan peérfubahan Aata) perseorangan berupa tempat,
tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,
kewarganegaraan{ pekegjaan; dan alamat dilakukan oleh KUA
Kecamatan berdasarkan surat keterangan dan  dinas
kependudukan dan pencatatan sipil.
Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Jenderal.

BAB XIII
PENERBITAN DUPLIKAT BUKU NIKAH

Pasal 39
Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat
diterbitkan Duplikat Buku Nikah.
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Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis
berdasarkan alasan: a. rusak; atau

b. hilang.

Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku
nikah yang rusak.

Permohoenan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat
hilang dan kepolisian.

Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah
yang rusak atau hilang.

Pasal 40
Duplikat Buku Niksh yang permiah diterbitkan dalam
bentuk lembaran ddpat diganti dengan Duplikat Buku
Nikah baru melalui pemiohonan’kepada KUA Kecamatan
yang menerbitkan.

BAB XIV
LEGALISASI

Pasal 41
Legalisasi Buku\Nikalr dilakukan padd K UA
Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.
Dalam hal KUA) Kecamatan/| menggunakan aplikasi
SIMKAH _berbasis _web, _legalisasi Buku Nikah dapat
dilakukan pada KUA Kecamiatan laiy
Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan aplikasi
SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat
dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui
verifikasi,
Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri
dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang melaksanakan
tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.
Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada
kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat
dilakukan oleh:
PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar
negeri tempat pencatatan pernikahan dilaksanakan; atau
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti nikah
luar negeri.

Pasal 42
Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian fuar
biasa atau force majure yang menyebabkan Akta Nikah
hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat dilaksanakan
pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik
Indonesia luar negeri yang menerbitkan Buku Nikah.
Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melampirkan: a. Buku Nikah asli;
surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan
oleh kepala desa/lurah; dan
surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa
peristiwa nikali' dicatat,pada, KUA Kecamatan atau kantor
perwakilan Republik Indenesia luar negeri.

BAB XV

PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 43
Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan
perubahamn status-padaykolom-eatatangAkta Nikah apabila
orang tersebut telah bercéral
Catatan sebagdirhana /dimaksud pada ayat (1) meliputi
nama, tempat,” tafnggal, dan nomor putusan pengadilan
tentang terj adinya ¢érai.

Pasal 44
Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala
KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan dalam Akta
Nikah terdahulu yang menyatakan suami telah menikah
lagi.
Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami
dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh
Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
Dalam hal pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda,
Kepala KUA Kecamatan/PPN LN vyang melakukan
pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah
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tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN tempat
terjadinya nikah terdahulu.

BAB XVI
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 45
Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen
pencatatan nikah dan rujuk.
Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau kantor
perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung
arsip khusus,
Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakitkan‘melaluitarsip digital.
Penyimpanan dokumentsebagaimana dimaksud pada ayat
(2) sampai dengan ayat (4) harus' mempertimbangkan aspek
keamanan.
Jika terjadi kerusakan atau-kehilangan dokumen pencatatan
nikah dan rujuk yang/disebabkan force majeure, Kepala
KUA Kecamatan melaporkan kejadian terscbut kepada
kepala| kamtor ‘kementerian ~agama /kabupaten’kota dan
kepolisian.
Dalam hal kantor_perwakilan/Republik Indonesia di luar
negeri mengalami kerusakan_ atau kehilangan dokumen
pencatatan nikah dan mjuk yang.disebabkan force majeure,
Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia luar negeri
melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dan pihak
berwenang.

BAB XVII
SUPERVISI

Pasal 46
Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara
berjenjang dan berkala.
Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan
masyarakat Islam pada kantor kementerian agama
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(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

o 0

kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA
Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.

Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di
tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan
dalam 1 (satu) tahun.

Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di
tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.

Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampat
dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang
ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA
Kecamatan.

Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB XVIII
PELAPORAN

Pasal 47

Kepala KUA |Kecamatan menyampaikan laporan kepada
kepala kantor kementerian agama kabupater/kota.
PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur
Jenderal.
Laporan, §ebagairmang dimaksud-pada @yat (1) dan ayat (2)
terdiri atas:

data peristiwa nikal\meliputi:
pernikahan di kantor dan Iuar kantor;
rujuk;
ishat,
pernikahan campuran;
usia pernikahan;dan
pendidikan;

formulir nikah;

penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan

bimbingan pernikahan.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam
bentuk hard copy dan soft copy disampaikan setiap bulan.
Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama
provinsi melalui kepala bidang yang mempunyai tugas dan
fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.

O (1 R Loty =
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Kepala kantor wilayah kementerian agama provinst
menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan KUA
melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen
nikah setiap bulan.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48
Pendaftaran bukti pernikahan eks KUA Kecamatan Provinsi
Timor Timur dilakukan-dengan, persyaratan: a. membawa
Buku Nikah asli;
b. membawa surat keter@ngan dari kepala desa/lurah
tempat domisili.
Pendafiaran bukti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dicatat pada madel NL!
Kepala KUA Kecamatan tmemberi catatan pada kolom
catatan pada BukuwNikah/yang/menyatakan Bukti Nikah
sudah di daftar pada KUA Kecamatan.

Pasal 49
Kepala KUA Kecamatan dapatunenerbitkan surat
keterangan status belum menikah, janda, atau duda untuk
keperluan pemikahan dan/ataw Keperldan lain berdasarkan
permohonan.

Pasal 50
Akta Nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena
Sforce majeur dapat dicatat kembali setelah melalui
penetapan pengadilan agama.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai beriaku:
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Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang
Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga
Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang
Wali Hakam;
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pencatatan Perkawinan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan
Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang
Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah,
Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku
Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan
Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang
Perubahan atag Keputtisan Menteri Agama Nomor 99
Tahun 2013 tentang Penctapan Blangko Daftar
Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat
Buku Nikah, BukuPendaftran Rujuk dan Kutipan

Buku Pencatatan Rujuk,
dicabut dan dinyatakan\tidak
berlaku.

Pasal.52
Peraturan Menteriini mulad berlaka-pada tanggal
diundangkan.
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Agar setinp orang  mosgetahuinyd,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri iril dengan
penempatannya dalam Beritn Negara Republik Indonesia.

Ditetapkin di Jakartu

pada tanegul 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
it

LUKMANHAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUMRAN HAKASASIIMANESTA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHLN 2019 NOMOR 1118

Salinan sesuni dengan aslinya
Kementerian Agama Rl
kum dan Kerja Sama Loar Negeri,

VAN
M1 E Byalrs si
=:_)ku s‘j.%p 0161988031002

IR
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